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Abstrak 

Universitas cerdas merupakan gagasan tentang perguruan tinggi yang mampu menggunakan data, 
kecerdasan buatan, dan infrastruktur digital untuk memperbaiki keputusan akademik, layanan 
mahasiswa, riset, administrasi, pengelolaan kampus, serta hubungan dengan masyarakat. Gagasan ini 
tidak sama dengan memasang banyak aplikasi atau mengubah seluruh keputusan menjadi keluaran 
algoritma. Kecerdasan universitas lahir dari keselarasan antara misi, proses, manusia, pengetahuan, 
teknologi, dan tata kelola. Artikel ini membahas transformasi tersebut melalui empat belas bab: konsep 
kelembagaan, visi dan governance, pengalaman mahasiswa, pembelajaran, riset, administrasi, data, 
infrastruktur, SDM, etika, keberlanjutan kampus, ekosistem eksternal, implementasi, dan agenda 
Indonesia. Argumen utamanya ialah bahwa universitas cerdas harus diperlakukan sebagai kemampuan 
institusional untuk merasakan perubahan, menafsirkan bukti, bertindak secara bertanggung jawab, dan 
belajar dari akibat tindakannya. AI dapat mempercepat layanan dan membuka kapasitas baru, tetapi 
manfaat itu bergantung pada mutu data, kompetensi manusia, keamanan, keadilan, interoperabilitas, 
dan kesediaan untuk mengoreksi atau menghentikan sistem yang tidak memenuhi tujuan akademik. 
Dengan kerangka tersebut, transformasi digital menjadi pembaruan misi, bukan sekadar pembaruan 
perangkat. 

Kata Kunci 
universitas cerdas; artificial intelligence; transformasi digital; pendidikan tinggi; tata kelola data; 
learning analytics; riset berbasis AI; smart campus; etika algoritmik; Indonesia 
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Cara Membaca Artikel 
Bab-bab berikut bergerak dari visi kelembagaan menuju desain, penggunaan, pengendalian, dan 
evaluasi. Istilah cerdas dipakai untuk menyebut kemampuan universitas membaca perubahan, 
menafsirkan bukti, dan memperbaiki tindakan, bukan untuk menjanjikan bahwa setiap keputusan 
dapat diserahkan kepada algoritma. Contoh kasus bersifat ilustratif dan dapat diadaptasi untuk 
universitas, fakultas, atau program studi dengan tingkat kesiapan yang berbeda. 

Daftar Isi Ringkas 

Bab 1: Universitas Cerdas sebagai Transformasi Kelembagaan 
Bab 2: Visi Strategis dan Arsitektur Tata Kelola 
Bab 3: Mahasiswa sebagai Pusat Layanan Cerdas 
Bab 4: Pembelajaran, Kurikulum, dan Pedagogi Berbasis AI 
Bab 5: Riset, Inovasi, dan Pengetahuan Terbuka 
Bab 6: Administrasi Cerdas dan Rekayasa Proses 
Bab 7: Fondasi Data, Interoperabilitas, dan Digital Twin 
Bab 8: Infrastruktur AI, Keamanan, dan Ketahanan Digital 
Bab 9: Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Budaya Organisasi 
Bab 10: Etika, Hukum, Keadilan, dan Integritas Akademik 
Bab 11: Kampus Fisik Cerdas dan Keberlanjutan 
Bab 12: Universitas dalam Ekosistem Industri dan Masyarakat 
Bab 13: Implementasi, Pembiayaan, dan Pengukuran Dampak 
Bab 14: Konteks Indonesia, Skenario Masa Depan, dan Agenda Aksi 
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Glossarium 

AI generatif: AI yang menghasilkan teks, gambar, kode, atau bentuk keluaran lain berdasarkan pola dari 
data. 

Adaptasi pedagogis: Penyesuaian tantangan, materi, tempo, atau dukungan agar lebih sesuai dengan 
kebutuhan belajar. 

Agensi mahasiswa: Kemampuan mahasiswa memilih, mengarahkan, dan merefleksikan proses 
belajarnya. 

Asesmen adaptif: Penilaian yang mengubah tingkat atau jenis soal berdasarkan respons dan bukti 
kemampuan peserta. 

Baseline: Gambaran kondisi awal yang digunakan sebagai pembanding evaluasi. 

Bias algoritmik: Kecenderungan sistem menghasilkan kesalahan atau dampak tidak seimbang bagi 
kelompok tertentu. 

Data lineage: Catatan asal-usul, perubahan, perpindahan, dan penggunaan data. 

Data minimization: Prinsip mengumpulkan data secukupnya sesuai tujuan yang jelas. 

Explainability: Kemampuan memberi penjelasan yang dapat dipahami tentang keluaran sistem. 

Fairness: Keadilan dalam distribusi manfaat, kesalahan, kesempatan, dan perlindungan. 

Feedback formative: Umpan balik yang membantu mahasiswa memperbaiki proses sebelum penilaian 
akhir. 

Human-in-the-loop: Pengawasan ketika manusia terlibat dalam validasi atau persetujuan keluaran 
sistem. 

Interoperabilitas: Kemampuan sistem berbeda bertukar data dan bekerja sama tanpa kehilangan makna. 

Knowledge graph: Representasi hubungan konsep, objek, dan prasyarat dalam bentuk jaringan 
pengetahuan. 

Learning analytics: Pengumpulan dan analisis data tentang pembelajar dan konteks belajarnya. 

Mastery learning: Pendekatan yang memberi kesempatan mencapai penguasaan sebelum bergerak ke 
kompetensi berikutnya. 

Model drift: Perubahan kinerja model karena data atau hubungan yang dipelajari mengalami pergeseran. 

MLOps: Praktik pengembangan, deployment, pemantauan, versi, dan pemeliharaan model machine 
learning. 

Personalization: Penyesuaian pengalaman belajar terhadap karakteristik atau pilihan individu. 

Prasyarat: Pengetahuan atau keterampilan yang diperlukan sebelum mempelajari kompetensi berikutnya. 

Provenance: Bukti mengenai sumber, proses, dan riwayat data atau keluaran. 

RAG: Retrieval-augmented generation; generasi keluaran yang didukung pencarian sumber tertentu. 

Self-regulated learning: Kemampuan merencanakan, memantau, dan mengevaluasi proses belajar 
sendiri. 

Smart tutoring: Pendampingan belajar berbantuan sistem komputasional yang memberi petunjuk dan 
umpan balik. 
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Universal design for learning: Prinsip merancang pembelajaran agar dapat diakses melalui berbagai cara 
representasi, tindakan, dan keterlibatan. 

Zero trust: Prinsip keamanan yang tidak menganggap pengguna atau perangkat otomatis terpercaya. 

False positive: Sinyal bahwa risiko atau masalah ada, padahal kondisi sebenarnya tidak demikian. 

False negative: Kegagalan sistem mendeteksi risiko atau masalah yang sebenarnya ada. 

Model card: Dokumen tujuan, data, kinerja, keterbatasan, dan risiko model. 

Human oversight: Pengawasan manusia atas desain, operasi, evaluasi, dan penghentian sistem. 
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1. Universitas Cerdas sebagai Transformasi Kelembagaan 

Universitas cerdas adalah universitas yang mampu belajar dari data dan pengalaman tanpa 
kehilangan misi, kebebasan akademik, serta hubungan manusiawi. 

1.1 Makna universitas cerdas 

Pilihan pada makna universitas cerdas mengandung pertukaran antara kecepatan, biaya, 
ketepatan, keterjelasan, dan perlindungan. Sistem makna universitas cerdas yang sangat rinci mungkin 
membutuhkan data dan pemeliharaan besar. Ketika menilai makna universitas cerdas, pendekatan 
yang lebih sederhana bisa lebih mudah diawasi, terutama ketika kapasitas unit masih terbatas. Ukuran 
proporsional untuk makna universitas cerdas adalah manfaat yang benar-benar diterima pengguna 
dibandingkan risiko yang ditanggung. 

Kasus makna universitas cerdas dapat dimulai dari satu proses yang memiliki pemilik, pengguna, 
dan hasil yang jelas. Ketika menilai makna universitas cerdas, misalnya, kualitas umpan balik dan 
kesempatan memperbaiki kesalahan dipetakan untuk menemukan titik tunggu, kesalahan, dan 
kesempatan intervensi. Pada tahap berikutnya, AI dalam makna universitas cerdas diuji sebagai 
bantuan terbatas; keputusan akhir tetap mengikuti aturan akademik, bukti, dan mekanisme banding. 

Kualitas makna universitas cerdas sangat bergantung pada kualitas data yang mendasarinya. Data 
untuk makna universitas cerdas perlu memiliki asal-usul, definisi, waktu pengambilan, tingkat 
ketidakpastian, dan batas pemakaian. Untuk kebutuhan makna universitas cerdas, perekaman 
otomatis tidak menjadikan setiap jejak relevan. Dengan prinsip minimisasi, makna universitas cerdas 
dapat diarahkan pada bukti yang diperlukan tanpa memperluas pengawasan secara berlebihan. 

Kinerja makna universitas cerdas tidak cukup dinilai melalui rata-rata universitas. Pemeriksaan 
makna universitas cerdas harus membandingkan dampak menurut fakultas, jenjang, bahasa, lokasi, 
akses perangkat, dan kondisi sosial yang relevan. Ketika manfaat makna universitas cerdas 
terkonsentrasi pada kelompok tertentu, desain perlu menyediakan jalur alternatif, peninjauan manusia, 
serta mekanisme koreksi yang mudah digunakan. 

Langkah operasional Bab 1 untuk makna universitas cerdas ialah menetapkan pemilik keputusan, 
bukti yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan makna universitas cerdas 
pada konteks Bab 1 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan 
berdasarkan pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

1.2 Dari digitalisasi ke kecerdasan organisasional 

Kinerja dari digitalisasi ke kecerdasan organisasional tidak cukup dinilai melalui rata-rata 
universitas. Pemeriksaan dari digitalisasi ke kecerdasan organisasional harus membandingkan dampak 
menurut fakultas, jenjang, bahasa, lokasi, akses perangkat, dan kondisi sosial yang relevan. Ketika 
manfaat dari digitalisasi ke kecerdasan organisasional terkonsentrasi pada kelompok tertentu, desain 
perlu menyediakan jalur alternatif, peninjauan manusia, serta mekanisme koreksi yang mudah 
digunakan. 

Pada dari digitalisasi ke kecerdasan organisasional, manusia memegang fungsi penafsir dan 
penjaga batas. Dalam konteks dari digitalisasi ke kecerdasan organisasional, pengguna perlu 
mengetahui alasan keluaran, tingkat keyakinan, data yang dipakai, dan pilihan ketika hasilnya keliru. 
Transparansi dari digitalisasi ke kecerdasan organisasional hanya bernilai bila membantu dosen, 
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mahasiswa, atau tenaga kependidikan mengambil tindakan yang lebih baik; daftar istilah teknis saja 
belum cukup. 

Pengembangan dari digitalisasi ke kecerdasan organisasional sebaiknya menggunakan pilot 
dengan tujuan, baseline, pemilik proses, dan kriteria penghentian yang terukur. Selama uji dari 
digitalisasi ke kecerdasan organisasional, universitas mencatat manfaat, kesalahan, biaya 
tersembunyi, perubahan beban kerja, dan tanggapan pengguna. Keputusan memperluas dari 
digitalisasi ke kecerdasan organisasional harus lahir dari bukti yang dapat diperiksa, bukan dari tekanan 
untuk tampak inovatif. 

Penerapan dari digitalisasi ke kecerdasan organisasional mengubah pembagian kerja antara 
dosen, peneliti, tenaga kependidikan, mahasiswa, vendor, dan pengelola infrastruktur. Bagi 
pengelolaan dari digitalisasi ke kecerdasan organisasional, otomasi dapat mengurangi pekerjaan 
repetitif, tetapi menambah kebutuhan supervisi, pemeliharaan, dan penanganan pengecualian. 
Keberlanjutan dari digitalisasi ke kecerdasan organisasional memerlukan waktu kerja, kompetensi, 
dokumentasi, dan penghargaan terhadap aktivitas perawatan. 

Langkah operasional Bab 1 untuk dari digitalisasi ke kecerdasan organisasional ialah menetapkan 
pemilik keputusan, bukti yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan dari 
digitalisasi ke kecerdasan organisasional pada konteks Bab 1 juga perlu menyediakan jalur koreksi 
sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan pengalaman akademik dan kebutuhan 
pengguna. 

1.3 Misi akademik dan teknologi 

Penerapan misi akademik dan teknologi mengubah pembagian kerja antara dosen, peneliti, tenaga 
kependidikan, mahasiswa, vendor, dan pengelola infrastruktur. Dalam konteks misi akademik dan 
teknologi, otomasi dapat mengurangi pekerjaan repetitif, tetapi menambah kebutuhan supervisi, 
pemeliharaan, dan penanganan pengecualian. Keberlanjutan misi akademik dan teknologi memerlukan 
waktu kerja, kompetensi, dokumentasi, dan penghargaan terhadap aktivitas perawatan. 

Ukuran keberhasilan misi akademik dan teknologi adalah kontribusinya pada tujuan universitas: 
pembelajaran yang lebih bermutu, riset yang lebih dapat dipercaya, layanan yang lebih adil, operasi 
yang lebih tangguh, dan manfaat publik yang lebih luas. Dalam misi akademik dan teknologi, efisiensi 
hanyalah salah satu indikator. Bagi pengelolaan misi akademik dan teknologi, keputusan penting tetap 
perlu dapat dijelaskan, dikoreksi, dan bila perlu dihentikan. 

misi akademik dan teknologi menjadi kemampuan kelembagaan ketika universitas dapat 
membaca koordinasi dosen, unit akademik, pengelola data, dan tenaga kependidikan, menafsirkan 
maknanya, lalu mengubah keputusan secara terukur. Dalam misi akademik dan teknologi, nilai AI tidak 
terletak pada banyaknya keluaran, melainkan pada ketepatan masalah yang dibantu. Karena konteks 
misi akademik dan teknologi selalu bergerak, hasil sistem harus diperlakukan sebagai bahan 
pertimbangan yang dapat diperbarui dan diaudit. 

Tantangan misi akademik dan teknologi biasanya bukan ketiadaan data, melainkan ketidakjelasan 
tujuan yang hendak dicapai. Pada misi akademik dan teknologi, pimpinan perlu membedakan 
kebutuhan akademik, kebutuhan operasional, dan kepentingan pemangku kepentingan. AI boleh 
menyaring pola dalam misi akademik dan teknologi, tetapi penetapan prioritas tetap memerlukan 
pengetahuan lokal, dialog, dan pertanggungjawaban manusia. 
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Langkah operasional Bab 1 untuk misi akademik dan teknologi ialah menetapkan pemilik 
keputusan, bukti yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan misi akademik dan 
teknologi pada konteks Bab 1 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat 
diperdebatkan berdasarkan pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

1.4 Nilai publik universitas 

Tantangan nilai publik universitas biasanya bukan ketiadaan data, melainkan ketidakjelasan tujuan 
yang hendak dicapai. Pada nilai publik universitas, pimpinan perlu membedakan kebutuhan akademik, 
kebutuhan operasional, dan kepentingan pemangku kepentingan. AI boleh menyaring pola dalam nilai 
publik universitas, tetapi penetapan prioritas tetap memerlukan pengetahuan lokal, dialog, dan 
pertanggungjawaban manusia. 

Pembacaan terhadap nilai publik universitas perlu memisahkan gejala dari penyebab. Bagi 
pengelolaan nilai publik universitas, perubahan pada koordinasi dosen, unit akademik, pengelola data, 
dan tenaga kependidikan dapat berkaitan dengan desain proses, sumber daya, kebijakan, perilaku 
pengguna, atau kondisi eksternal. Model untuk nilai publik universitas membantu menemukan 
kemungkinan hubungan, sedangkan verifikasi lapangan menentukan tindakan. Ketika menilai nilai 
publik universitas, cara ini mencegah label statistik berubah menjadi keputusan institusional yang 
terlalu cepat. 

Rancangan nilai publik universitas akan lebih kokoh jika disusun sebagai siklus: menetapkan 
tujuan, menguji intervensi, mengamati hasil, dan merevisi asumsi. Setiap putaran nilai publik 
universitas memperkaya pemahaman tentang kecocokan teknologi dengan pekerjaan nyata. 
Dokumentasi diperlukan agar perubahan pada nilai publik universitas dapat ditelusuri, dibandingkan, 
dan dipelajari oleh unit lain. 

Pilihan pada nilai publik universitas mengandung pertukaran antara kecepatan, biaya, ketepatan, 
keterjelasan, dan perlindungan. Sistem nilai publik universitas yang sangat rinci mungkin 
membutuhkan data dan pemeliharaan besar. Dalam konteks nilai publik universitas, pendekatan yang 
lebih sederhana bisa lebih mudah diawasi, terutama ketika kapasitas unit masih terbatas. Ukuran 
proporsional untuk nilai publik universitas adalah manfaat yang benar-benar diterima pengguna 
dibandingkan risiko yang ditanggung. 

Langkah operasional Bab 1 untuk nilai publik universitas ialah menetapkan pemilik keputusan, 
bukti yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan nilai publik universitas pada 
konteks Bab 1 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan 
berdasarkan pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

1.5 Sistem sosial-teknis 

Pilihan pada sistem sosial-teknis mengandung pertukaran antara kecepatan, biaya, ketepatan, 
keterjelasan, dan perlindungan. Sistem sistem sosial-teknis yang sangat rinci mungkin membutuhkan 
data dan pemeliharaan besar. Pada penerapan sistem sosial-teknis, pendekatan yang lebih sederhana 
bisa lebih mudah diawasi, terutama ketika kapasitas unit masih terbatas. Ukuran proporsional untuk 
sistem sosial-teknis adalah manfaat yang benar-benar diterima pengguna dibandingkan risiko yang 
ditanggung. 
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Kasus sistem sosial-teknis dapat dimulai dari satu proses yang memiliki pemilik, pengguna, dan 
hasil yang jelas. Pada penerapan sistem sosial-teknis, misalnya, indikator yang membantu organisasi 
belajar dari keputusan sebelumnya dipetakan untuk menemukan titik tunggu, kesalahan, dan 
kesempatan intervensi. Pada tahap berikutnya, AI dalam sistem sosial-teknis diuji sebagai bantuan 
terbatas; keputusan akhir tetap mengikuti aturan akademik, bukti, dan mekanisme banding. 

Kualitas sistem sosial-teknis sangat bergantung pada kualitas data yang mendasarinya. Data untuk 
sistem sosial-teknis perlu memiliki asal-usul, definisi, waktu pengambilan, tingkat ketidakpastian, dan 
batas pemakaian. Dalam konteks sistem sosial-teknis, perekaman otomatis tidak menjadikan setiap 
jejak relevan. Dengan prinsip minimisasi, sistem sosial-teknis dapat diarahkan pada bukti yang 
diperlukan tanpa memperluas pengawasan secara berlebihan. 

Kinerja sistem sosial-teknis tidak cukup dinilai melalui rata-rata universitas. Pemeriksaan sistem 
sosial-teknis harus membandingkan dampak menurut fakultas, jenjang, bahasa, lokasi, akses 
perangkat, dan kondisi sosial yang relevan. Ketika manfaat sistem sosial-teknis terkonsentrasi pada 
kelompok tertentu, desain perlu menyediakan jalur alternatif, peninjauan manusia, serta mekanisme 
koreksi yang mudah digunakan. 

Langkah operasional Bab 1 untuk sistem sosial-teknis ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti 
yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan sistem sosial-teknis pada konteks 
Bab 1 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

1.6 Peta pemangku kepentingan 

Kinerja peta pemangku kepentingan tidak cukup dinilai melalui rata-rata universitas. Pemeriksaan 
peta pemangku kepentingan harus membandingkan dampak menurut fakultas, jenjang, bahasa, lokasi, 
akses perangkat, dan kondisi sosial yang relevan. Ketika manfaat peta pemangku kepentingan 
terkonsentrasi pada kelompok tertentu, desain perlu menyediakan jalur alternatif, peninjauan manusia, 
serta mekanisme koreksi yang mudah digunakan. 

Pada peta pemangku kepentingan, manusia memegang fungsi penafsir dan penjaga batas. Ketika 
menilai peta pemangku kepentingan, pengguna perlu mengetahui alasan keluaran, tingkat keyakinan, 
data yang dipakai, dan pilihan ketika hasilnya keliru. Transparansi peta pemangku kepentingan hanya 
bernilai bila membantu dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan mengambil tindakan yang lebih 
baik; daftar istilah teknis saja belum cukup. 

Pengembangan peta pemangku kepentingan sebaiknya menggunakan pilot dengan tujuan, 
baseline, pemilik proses, dan kriteria penghentian yang terukur. Selama uji peta pemangku 
kepentingan, universitas mencatat manfaat, kesalahan, biaya tersembunyi, perubahan beban kerja, 
dan tanggapan pengguna. Keputusan memperluas peta pemangku kepentingan harus lahir dari bukti 
yang dapat diperiksa, bukan dari tekanan untuk tampak inovatif. 

Penerapan peta pemangku kepentingan mengubah pembagian kerja antara dosen, peneliti, tenaga 
kependidikan, mahasiswa, vendor, dan pengelola infrastruktur. Untuk kebutuhan peta pemangku 
kepentingan, otomasi dapat mengurangi pekerjaan repetitif, tetapi menambah kebutuhan supervisi, 
pemeliharaan, dan penanganan pengecualian. Keberlanjutan peta pemangku kepentingan memerlukan 
waktu kerja, kompetensi, dokumentasi, dan penghargaan terhadap aktivitas perawatan. 
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Langkah operasional Bab 1 untuk peta pemangku kepentingan ialah menetapkan pemilik 
keputusan, bukti yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan peta pemangku 
kepentingan pada konteks Bab 1 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat 
diperdebatkan berdasarkan pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

1.7 Kapabilitas sensing seizing transforming 

Penerapan kapabilitas sensing seizing transforming mengubah pembagian kerja antara dosen, 
peneliti, tenaga kependidikan, mahasiswa, vendor, dan pengelola infrastruktur. Ketika menilai 
kapabilitas sensing seizing transforming, otomasi dapat mengurangi pekerjaan repetitif, tetapi 
menambah kebutuhan supervisi, pemeliharaan, dan penanganan pengecualian. Keberlanjutan 
kapabilitas sensing seizing transforming memerlukan waktu kerja, kompetensi, dokumentasi, dan 
penghargaan terhadap aktivitas perawatan. 

Ukuran keberhasilan kapabilitas sensing seizing transforming adalah kontribusinya pada tujuan 
universitas: pembelajaran yang lebih bermutu, riset yang lebih dapat dipercaya, layanan yang lebih adil, 
operasi yang lebih tangguh, dan manfaat publik yang lebih luas. Dalam kapabilitas sensing seizing 
transforming, efisiensi hanyalah salah satu indikator. Untuk kebutuhan kapabilitas sensing seizing 
transforming, keputusan penting tetap perlu dapat dijelaskan, dikoreksi, dan bila perlu dihentikan. 

kapabilitas sensing seizing transforming menjadi kemampuan kelembagaan ketika universitas 
dapat membaca perbedaan tempo, bahasa, perangkat, dan pengalaman belajar, menafsirkan 
maknanya, lalu mengubah keputusan secara terukur. Dalam kapabilitas sensing seizing transforming, 
nilai AI tidak terletak pada banyaknya keluaran, melainkan pada ketepatan masalah yang dibantu. 
Karena konteks kapabilitas sensing seizing transforming selalu bergerak, hasil sistem harus 
diperlakukan sebagai bahan pertimbangan yang dapat diperbarui dan diaudit. 

Tantangan kapabilitas sensing seizing transforming biasanya bukan ketiadaan data, melainkan 
ketidakjelasan tujuan yang hendak dicapai. Pada kapabilitas sensing seizing transforming, pimpinan 
perlu membedakan kebutuhan akademik, kebutuhan operasional, dan kepentingan pemangku 
kepentingan. AI boleh menyaring pola dalam kapabilitas sensing seizing transforming, tetapi penetapan 
prioritas tetap memerlukan pengetahuan lokal, dialog, dan pertanggungjawaban manusia. 

Langkah operasional Bab 1 untuk kapabilitas sensing seizing transforming ialah menetapkan 
pemilik keputusan, bukti yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan kapabilitas 
sensing seizing transforming pada konteks Bab 1 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil 
teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

1.8 Batas istilah cerdas 

Tantangan batas istilah cerdas biasanya bukan ketiadaan data, melainkan ketidakjelasan tujuan 
yang hendak dicapai. Pada batas istilah cerdas, pimpinan perlu membedakan kebutuhan akademik, 
kebutuhan operasional, dan kepentingan pemangku kepentingan. AI boleh menyaring pola dalam batas 
istilah cerdas, tetapi penetapan prioritas tetap memerlukan pengetahuan lokal, dialog, dan 
pertanggungjawaban manusia. 

Pembacaan terhadap batas istilah cerdas perlu memisahkan gejala dari penyebab. Untuk 
kebutuhan batas istilah cerdas, perubahan pada perbedaan tempo, bahasa, perangkat, dan 
pengalaman belajar dapat berkaitan dengan desain proses, sumber daya, kebijakan, perilaku 
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pengguna, atau kondisi eksternal. Model untuk batas istilah cerdas membantu menemukan 
kemungkinan hubungan, sedangkan verifikasi lapangan menentukan tindakan. Pada penerapan batas 
istilah cerdas, cara ini mencegah label statistik berubah menjadi keputusan institusional yang terlalu 
cepat. 

Rancangan batas istilah cerdas akan lebih kokoh jika disusun sebagai siklus: menetapkan tujuan, 
menguji intervensi, mengamati hasil, dan merevisi asumsi. Setiap putaran batas istilah cerdas 
memperkaya pemahaman tentang kecocokan teknologi dengan pekerjaan nyata. Dokumentasi 
diperlukan agar perubahan pada batas istilah cerdas dapat ditelusuri, dibandingkan, dan dipelajari oleh 
unit lain. 

Pilihan pada batas istilah cerdas mengandung pertukaran antara kecepatan, biaya, ketepatan, 
keterjelasan, dan perlindungan. Sistem batas istilah cerdas yang sangat rinci mungkin membutuhkan 
data dan pemeliharaan besar. Ketika menilai batas istilah cerdas, pendekatan yang lebih sederhana 
bisa lebih mudah diawasi, terutama ketika kapasitas unit masih terbatas. Ukuran proporsional untuk 
batas istilah cerdas adalah manfaat yang benar-benar diterima pengguna dibandingkan risiko yang 
ditanggung. 

Langkah operasional Bab 1 untuk batas istilah cerdas ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti 
yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan batas istilah cerdas pada konteks 
Bab 1 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

Sintesis Bab 1: Fokus "Universitas Cerdas sebagai Transformasi Kelembagaan" menuntut hubungan 
yang jelas antara tujuan, bukti, tindakan, dan evaluasi. Setiap keputusan dalam Bab 1 perlu dibaca 
bersama dampaknya terhadap bab lain, sebab perubahan pada data dapat memengaruhi asesmen, 
beban dosen, privasi, keamanan, dan pengalaman mahasiswa. 

2. Visi Strategis dan Arsitektur Tata Kelola 

Kecerdasan kelembagaan memerlukan tata kelola yang menyatukan visi, portofolio, keputusan, 
risiko, dan akuntabilitas lintas unit. 

2.1 Visi dan prioritas 

Kasus visi dan prioritas dapat dimulai dari satu proses yang memiliki pemilik, pengguna, dan hasil 
yang jelas. Ketika menilai visi dan prioritas, misalnya, kualitas umpan balik dan kesempatan 
memperbaiki kesalahan dipetakan untuk menemukan titik tunggu, kesalahan, dan kesempatan 
intervensi. Pada tahap berikutnya, AI dalam visi dan prioritas diuji sebagai bantuan terbatas; keputusan 
akhir tetap mengikuti aturan akademik, bukti, dan mekanisme banding. 

Kualitas visi dan prioritas sangat bergantung pada kualitas data yang mendasarinya. Data untuk visi 
dan prioritas perlu memiliki asal-usul, definisi, waktu pengambilan, tingkat ketidakpastian, dan batas 
pemakaian. Untuk kebutuhan visi dan prioritas, perekaman otomatis tidak menjadikan setiap jejak 
relevan. Dengan prinsip minimisasi, visi dan prioritas dapat diarahkan pada bukti yang diperlukan tanpa 
memperluas pengawasan secara berlebihan. 

Kinerja visi dan prioritas tidak cukup dinilai melalui rata-rata universitas. Pemeriksaan visi dan 
prioritas harus membandingkan dampak menurut fakultas, jenjang, bahasa, lokasi, akses perangkat, 
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dan kondisi sosial yang relevan. Ketika manfaat visi dan prioritas terkonsentrasi pada kelompok 
tertentu, desain perlu menyediakan jalur alternatif, peninjauan manusia, serta mekanisme koreksi yang 
mudah digunakan. 

Pada visi dan prioritas, manusia memegang fungsi penafsir dan penjaga batas. Bagi pengelolaan 
visi dan prioritas, pengguna perlu mengetahui alasan keluaran, tingkat keyakinan, data yang dipakai, 
dan pilihan ketika hasilnya keliru. Transparansi visi dan prioritas hanya bernilai bila membantu dosen, 
mahasiswa, atau tenaga kependidikan mengambil tindakan yang lebih baik; daftar istilah teknis saja 
belum cukup. 

Langkah operasional Bab 2 untuk visi dan prioritas ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti yang 
diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan visi dan prioritas pada konteks Bab 2 juga 
perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

2.2 Portofolio inisiatif AI 

Pada portofolio inisiatif ai, manusia memegang fungsi penafsir dan penjaga batas. Dalam konteks 
portofolio inisiatif ai, pengguna perlu mengetahui alasan keluaran, tingkat keyakinan, data yang dipakai, 
dan pilihan ketika hasilnya keliru. Transparansi portofolio inisiatif ai hanya bernilai bila membantu 
dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan mengambil tindakan yang lebih baik; daftar istilah teknis 
saja belum cukup. 

Pengembangan portofolio inisiatif ai sebaiknya menggunakan pilot dengan tujuan, baseline, 
pemilik proses, dan kriteria penghentian yang terukur. Selama uji portofolio inisiatif ai, universitas 
mencatat manfaat, kesalahan, biaya tersembunyi, perubahan beban kerja, dan tanggapan pengguna. 
Keputusan memperluas portofolio inisiatif ai harus lahir dari bukti yang dapat diperiksa, bukan dari 
tekanan untuk tampak inovatif. 

Penerapan portofolio inisiatif ai mengubah pembagian kerja antara dosen, peneliti, tenaga 
kependidikan, mahasiswa, vendor, dan pengelola infrastruktur. Bagi pengelolaan portofolio inisiatif ai, 
otomasi dapat mengurangi pekerjaan repetitif, tetapi menambah kebutuhan supervisi, pemeliharaan, 
dan penanganan pengecualian. Keberlanjutan portofolio inisiatif ai memerlukan waktu kerja, 
kompetensi, dokumentasi, dan penghargaan terhadap aktivitas perawatan. 

Ukuran keberhasilan portofolio inisiatif ai adalah kontribusinya pada tujuan universitas: 
pembelajaran yang lebih bermutu, riset yang lebih dapat dipercaya, layanan yang lebih adil, operasi 
yang lebih tangguh, dan manfaat publik yang lebih luas. Dalam portofolio inisiatif ai, efisiensi hanyalah 
salah satu indikator. Ketika menilai portofolio inisiatif ai, keputusan penting tetap perlu dapat 
dijelaskan, dikoreksi, dan bila perlu dihentikan. 

Langkah operasional Bab 2 untuk portofolio inisiatif ai ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti 
yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan portofolio inisiatif ai pada konteks 
Bab 2 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

2.3 Governance by design 

Ukuran keberhasilan governance by design adalah kontribusinya pada tujuan universitas: 
pembelajaran yang lebih bermutu, riset yang lebih dapat dipercaya, layanan yang lebih adil, operasi 
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yang lebih tangguh, dan manfaat publik yang lebih luas. Dalam governance by design, efisiensi 
hanyalah salah satu indikator. Bagi pengelolaan governance by design, keputusan penting tetap perlu 
dapat dijelaskan, dikoreksi, dan bila perlu dihentikan. 

governance by design menjadi kemampuan kelembagaan ketika universitas dapat membaca 
koordinasi dosen, unit akademik, pengelola data, dan tenaga kependidikan, menafsirkan maknanya, 
lalu mengubah keputusan secara terukur. Dalam governance by design, nilai AI tidak terletak pada 
banyaknya keluaran, melainkan pada ketepatan masalah yang dibantu. Karena konteks governance by 
design selalu bergerak, hasil sistem harus diperlakukan sebagai bahan pertimbangan yang dapat 
diperbarui dan diaudit. 

Tantangan governance by design biasanya bukan ketiadaan data, melainkan ketidakjelasan tujuan 
yang hendak dicapai. Pada governance by design, pimpinan perlu membedakan kebutuhan akademik, 
kebutuhan operasional, dan kepentingan pemangku kepentingan. AI boleh menyaring pola dalam 
governance by design, tetapi penetapan prioritas tetap memerlukan pengetahuan lokal, dialog, dan 
pertanggungjawaban manusia. 

Pembacaan terhadap governance by design perlu memisahkan gejala dari penyebab. Ketika 
menilai governance by design, perubahan pada capaian pembelajaran, prasyarat, dan bukti 
penguasaan dapat berkaitan dengan desain proses, sumber daya, kebijakan, perilaku pengguna, atau 
kondisi eksternal. Model untuk governance by design membantu menemukan kemungkinan hubungan, 
sedangkan verifikasi lapangan menentukan tindakan. Untuk kebutuhan governance by design, cara ini 
mencegah label statistik berubah menjadi keputusan institusional yang terlalu cepat. 

Langkah operasional Bab 2 untuk governance by design ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti 
yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan governance by design pada konteks 
Bab 2 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

2.4 Pengambilan keputusan berbasis bukti 

Pembacaan terhadap pengambilan keputusan berbasis bukti perlu memisahkan gejala dari 
penyebab. Bagi pengelolaan pengambilan keputusan berbasis bukti, perubahan pada koordinasi 
dosen, unit akademik, pengelola data, dan tenaga kependidikan dapat berkaitan dengan desain proses, 
sumber daya, kebijakan, perilaku pengguna, atau kondisi eksternal. Model untuk pengambilan 
keputusan berbasis bukti membantu menemukan kemungkinan hubungan, sedangkan verifikasi 
lapangan menentukan tindakan. Ketika menilai pengambilan keputusan berbasis bukti, cara ini 
mencegah label statistik berubah menjadi keputusan institusional yang terlalu cepat. 

Rancangan pengambilan keputusan berbasis bukti akan lebih kokoh jika disusun sebagai siklus: 
menetapkan tujuan, menguji intervensi, mengamati hasil, dan merevisi asumsi. Setiap putaran 
pengambilan keputusan berbasis bukti memperkaya pemahaman tentang kecocokan teknologi dengan 
pekerjaan nyata. Dokumentasi diperlukan agar perubahan pada pengambilan keputusan berbasis bukti 
dapat ditelusuri, dibandingkan, dan dipelajari oleh unit lain. 

Pilihan pada pengambilan keputusan berbasis bukti mengandung pertukaran antara kecepatan, 
biaya, ketepatan, keterjelasan, dan perlindungan. Sistem pengambilan keputusan berbasis bukti yang 
sangat rinci mungkin membutuhkan data dan pemeliharaan besar. Dalam konteks pengambilan 
keputusan berbasis bukti, pendekatan yang lebih sederhana bisa lebih mudah diawasi, terutama ketika 
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kapasitas unit masih terbatas. Ukuran proporsional untuk pengambilan keputusan berbasis bukti 
adalah manfaat yang benar-benar diterima pengguna dibandingkan risiko yang ditanggung. 

Kasus pengambilan keputusan berbasis bukti dapat dimulai dari satu proses yang memiliki pemilik, 
pengguna, dan hasil yang jelas. Dalam konteks pengambilan keputusan berbasis bukti, misalnya, 
kondisi awal mahasiswa serta perubahan yang terjadi sepanjang semester dipetakan untuk 
menemukan titik tunggu, kesalahan, dan kesempatan intervensi. Pada tahap berikutnya, AI dalam 
pengambilan keputusan berbasis bukti diuji sebagai bantuan terbatas; keputusan akhir tetap mengikuti 
aturan akademik, bukti, dan mekanisme banding. 

Langkah operasional Bab 2 untuk pengambilan keputusan berbasis bukti ialah menetapkan pemilik 
keputusan, bukti yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan pengambilan 
keputusan berbasis bukti pada konteks Bab 2 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil 
teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

2.5 Koordinasi universitas 

Kasus koordinasi universitas dapat dimulai dari satu proses yang memiliki pemilik, pengguna, dan 
hasil yang jelas. Pada penerapan koordinasi universitas, misalnya, indikator yang membantu organisasi 
belajar dari keputusan sebelumnya dipetakan untuk menemukan titik tunggu, kesalahan, dan 
kesempatan intervensi. Pada tahap berikutnya, AI dalam koordinasi universitas diuji sebagai bantuan 
terbatas; keputusan akhir tetap mengikuti aturan akademik, bukti, dan mekanisme banding. 

Kualitas koordinasi universitas sangat bergantung pada kualitas data yang mendasarinya. Data 
untuk koordinasi universitas perlu memiliki asal-usul, definisi, waktu pengambilan, tingkat 
ketidakpastian, dan batas pemakaian. Dalam konteks koordinasi universitas, perekaman otomatis 
tidak menjadikan setiap jejak relevan. Dengan prinsip minimisasi, koordinasi universitas dapat 
diarahkan pada bukti yang diperlukan tanpa memperluas pengawasan secara berlebihan. 

Kinerja koordinasi universitas tidak cukup dinilai melalui rata-rata universitas. Pemeriksaan 
koordinasi universitas harus membandingkan dampak menurut fakultas, jenjang, bahasa, lokasi, akses 
perangkat, dan kondisi sosial yang relevan. Ketika manfaat koordinasi universitas terkonsentrasi pada 
kelompok tertentu, desain perlu menyediakan jalur alternatif, peninjauan manusia, serta mekanisme 
koreksi yang mudah digunakan. 

Pada koordinasi universitas, manusia memegang fungsi penafsir dan penjaga batas. Untuk 
kebutuhan koordinasi universitas, pengguna perlu mengetahui alasan keluaran, tingkat keyakinan, data 
yang dipakai, dan pilihan ketika hasilnya keliru. Transparansi koordinasi universitas hanya bernilai bila 
membantu dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan mengambil tindakan yang lebih baik; daftar 
istilah teknis saja belum cukup. 

Langkah operasional Bab 2 untuk koordinasi universitas ialah menetapkan pemilik keputusan, 
bukti yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan koordinasi universitas pada 
konteks Bab 2 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan 
berdasarkan pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

2.6 Kepemimpinan dan akuntabilitas 

Pada kepemimpinan dan akuntabilitas, manusia memegang fungsi penafsir dan penjaga batas. 
Ketika menilai kepemimpinan dan akuntabilitas, pengguna perlu mengetahui alasan keluaran, tingkat 
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keyakinan, data yang dipakai, dan pilihan ketika hasilnya keliru. Transparansi kepemimpinan dan 
akuntabilitas hanya bernilai bila membantu dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan mengambil 
tindakan yang lebih baik; daftar istilah teknis saja belum cukup. 

Pengembangan kepemimpinan dan akuntabilitas sebaiknya menggunakan pilot dengan tujuan, 
baseline, pemilik proses, dan kriteria penghentian yang terukur. Selama uji kepemimpinan dan 
akuntabilitas, universitas mencatat manfaat, kesalahan, biaya tersembunyi, perubahan beban kerja, 
dan tanggapan pengguna. Keputusan memperluas kepemimpinan dan akuntabilitas harus lahir dari 
bukti yang dapat diperiksa, bukan dari tekanan untuk tampak inovatif. 

Penerapan kepemimpinan dan akuntabilitas mengubah pembagian kerja antara dosen, peneliti, 
tenaga kependidikan, mahasiswa, vendor, dan pengelola infrastruktur. Untuk kebutuhan 
kepemimpinan dan akuntabilitas, otomasi dapat mengurangi pekerjaan repetitif, tetapi menambah 
kebutuhan supervisi, pemeliharaan, dan penanganan pengecualian. Keberlanjutan kepemimpinan dan 
akuntabilitas memerlukan waktu kerja, kompetensi, dokumentasi, dan penghargaan terhadap aktivitas 
perawatan. 

Ukuran keberhasilan kepemimpinan dan akuntabilitas adalah kontribusinya pada tujuan 
universitas: pembelajaran yang lebih bermutu, riset yang lebih dapat dipercaya, layanan yang lebih adil, 
operasi yang lebih tangguh, dan manfaat publik yang lebih luas. Dalam kepemimpinan dan 
akuntabilitas, efisiensi hanyalah salah satu indikator. Pada penerapan kepemimpinan dan 
akuntabilitas, keputusan penting tetap perlu dapat dijelaskan, dikoreksi, dan bila perlu dihentikan. 

Langkah operasional Bab 2 untuk kepemimpinan dan akuntabilitas ialah menetapkan pemilik 
keputusan, bukti yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan kepemimpinan 
dan akuntabilitas pada konteks Bab 2 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi 
dapat diperdebatkan berdasarkan pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

2.7 Dewan data dan AI 

Ukuran keberhasilan dewan data dan ai adalah kontribusinya pada tujuan universitas: 
pembelajaran yang lebih bermutu, riset yang lebih dapat dipercaya, layanan yang lebih adil, operasi 
yang lebih tangguh, dan manfaat publik yang lebih luas. Dalam dewan data dan ai, efisiensi hanyalah 
salah satu indikator. Untuk kebutuhan dewan data dan ai, keputusan penting tetap perlu dapat 
dijelaskan, dikoreksi, dan bila perlu dihentikan. 

dewan data dan ai menjadi kemampuan kelembagaan ketika universitas dapat membaca 
perbedaan tempo, bahasa, perangkat, dan pengalaman belajar, menafsirkan maknanya, lalu 
mengubah keputusan secara terukur. Dalam dewan data dan ai, nilai AI tidak terletak pada banyaknya 
keluaran, melainkan pada ketepatan masalah yang dibantu. Karena konteks dewan data dan ai selalu 
bergerak, hasil sistem harus diperlakukan sebagai bahan pertimbangan yang dapat diperbarui dan 
diaudit. 

Tantangan dewan data dan ai biasanya bukan ketiadaan data, melainkan ketidakjelasan tujuan 
yang hendak dicapai. Pada dewan data dan ai, pimpinan perlu membedakan kebutuhan akademik, 
kebutuhan operasional, dan kepentingan pemangku kepentingan. AI boleh menyaring pola dalam 
dewan data dan ai, tetapi penetapan prioritas tetap memerlukan pengetahuan lokal, dialog, dan 
pertanggungjawaban manusia. 
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Pembacaan terhadap dewan data dan ai perlu memisahkan gejala dari penyebab. Pada penerapan 
dewan data dan ai, perubahan pada keseimbangan antara efisiensi, agensi, dan tanggung jawab 
manusia dapat berkaitan dengan desain proses, sumber daya, kebijakan, perilaku pengguna, atau 
kondisi eksternal. Model untuk dewan data dan ai membantu menemukan kemungkinan hubungan, 
sedangkan verifikasi lapangan menentukan tindakan. Dalam konteks dewan data dan ai, cara ini 
mencegah label statistik berubah menjadi keputusan institusional yang terlalu cepat. 

Langkah operasional Bab 2 untuk dewan data dan ai ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti 
yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan dewan data dan ai pada konteks 
Bab 2 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

2.8 Rencana strategis yang hidup 

Pembacaan terhadap rencana strategis yang hidup perlu memisahkan gejala dari penyebab. Untuk 
kebutuhan rencana strategis yang hidup, perubahan pada perbedaan tempo, bahasa, perangkat, dan 
pengalaman belajar dapat berkaitan dengan desain proses, sumber daya, kebijakan, perilaku 
pengguna, atau kondisi eksternal. Model untuk rencana strategis yang hidup membantu menemukan 
kemungkinan hubungan, sedangkan verifikasi lapangan menentukan tindakan. Pada penerapan 
rencana strategis yang hidup, cara ini mencegah label statistik berubah menjadi keputusan 
institusional yang terlalu cepat. 

Rancangan rencana strategis yang hidup akan lebih kokoh jika disusun sebagai siklus: menetapkan 
tujuan, menguji intervensi, mengamati hasil, dan merevisi asumsi. Setiap putaran rencana strategis 
yang hidup memperkaya pemahaman tentang kecocokan teknologi dengan pekerjaan nyata. 
Dokumentasi diperlukan agar perubahan pada rencana strategis yang hidup dapat ditelusuri, 
dibandingkan, dan dipelajari oleh unit lain. 

Pilihan pada rencana strategis yang hidup mengandung pertukaran antara kecepatan, biaya, 
ketepatan, keterjelasan, dan perlindungan. Sistem rencana strategis yang hidup yang sangat rinci 
mungkin membutuhkan data dan pemeliharaan besar. Ketika menilai rencana strategis yang hidup, 
pendekatan yang lebih sederhana bisa lebih mudah diawasi, terutama ketika kapasitas unit masih 
terbatas. Ukuran proporsional untuk rencana strategis yang hidup adalah manfaat yang benar-benar 
diterima pengguna dibandingkan risiko yang ditanggung. 

Kasus rencana strategis yang hidup dapat dimulai dari satu proses yang memiliki pemilik, 
pengguna, dan hasil yang jelas. Ketika menilai rencana strategis yang hidup, misalnya, risiko salah 
klasifikasi serta dampaknya terhadap kesempatan belajar dipetakan untuk menemukan titik tunggu, 
kesalahan, dan kesempatan intervensi. Pada tahap berikutnya, AI dalam rencana strategis yang hidup 
diuji sebagai bantuan terbatas; keputusan akhir tetap mengikuti aturan akademik, bukti, dan 
mekanisme banding. 

Langkah operasional Bab 2 untuk rencana strategis yang hidup ialah menetapkan pemilik 
keputusan, bukti yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan rencana strategis 
yang hidup pada konteks Bab 2 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat 
diperdebatkan berdasarkan pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

Sintesis Bab 2: Fokus "Visi Strategis dan Arsitektur Tata Kelola" menuntut hubungan yang jelas antara 
tujuan, bukti, tindakan, dan evaluasi. Setiap keputusan dalam Bab 2 perlu dibaca bersama dampaknya 
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terhadap bab lain, sebab perubahan pada data dapat memengaruhi asesmen, beban dosen, privasi, 
keamanan, dan pengalaman mahasiswa. 

3. Mahasiswa sebagai Pusat Layanan Cerdas 

Layanan cerdas harus memperluas kemampuan mahasiswa menyelesaikan studi, bukan 
mengubah mereka menjadi objek pemantauan yang pasif. 

3.1 Penerimaan dan orientasi 

Kualitas penerimaan dan orientasi sangat bergantung pada kualitas data yang mendasarinya. Data 
untuk penerimaan dan orientasi perlu memiliki asal-usul, definisi, waktu pengambilan, tingkat 
ketidakpastian, dan batas pemakaian. Untuk kebutuhan penerimaan dan orientasi, perekaman 
otomatis tidak menjadikan setiap jejak relevan. Dengan prinsip minimisasi, penerimaan dan orientasi 
dapat diarahkan pada bukti yang diperlukan tanpa memperluas pengawasan secara berlebihan. 

Kinerja penerimaan dan orientasi tidak cukup dinilai melalui rata-rata universitas. Pemeriksaan 
penerimaan dan orientasi harus membandingkan dampak menurut fakultas, jenjang, bahasa, lokasi, 
akses perangkat, dan kondisi sosial yang relevan. Ketika manfaat penerimaan dan orientasi 
terkonsentrasi pada kelompok tertentu, desain perlu menyediakan jalur alternatif, peninjauan manusia, 
serta mekanisme koreksi yang mudah digunakan. 

Pada penerimaan dan orientasi, manusia memegang fungsi penafsir dan penjaga batas. Bagi 
pengelolaan penerimaan dan orientasi, pengguna perlu mengetahui alasan keluaran, tingkat keyakinan, 
data yang dipakai, dan pilihan ketika hasilnya keliru. Transparansi penerimaan dan orientasi hanya 
bernilai bila membantu dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan mengambil tindakan yang lebih 
baik; daftar istilah teknis saja belum cukup. 

Pengembangan penerimaan dan orientasi sebaiknya menggunakan pilot dengan tujuan, baseline, 
pemilik proses, dan kriteria penghentian yang terukur. Selama uji penerimaan dan orientasi, universitas 
mencatat manfaat, kesalahan, biaya tersembunyi, perubahan beban kerja, dan tanggapan pengguna. 
Keputusan memperluas penerimaan dan orientasi harus lahir dari bukti yang dapat diperiksa, bukan 
dari tekanan untuk tampak inovatif. 

Langkah operasional Bab 3 untuk penerimaan dan orientasi ialah menetapkan pemilik keputusan, 
bukti yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan penerimaan dan orientasi 
pada konteks Bab 3 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan 
berdasarkan pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

3.2 Penasihatan akademik 

Pengembangan penasihatan akademik sebaiknya menggunakan pilot dengan tujuan, baseline, 
pemilik proses, dan kriteria penghentian yang terukur. Selama uji penasihatan akademik, universitas 
mencatat manfaat, kesalahan, biaya tersembunyi, perubahan beban kerja, dan tanggapan pengguna. 
Keputusan memperluas penasihatan akademik harus lahir dari bukti yang dapat diperiksa, bukan dari 
tekanan untuk tampak inovatif. 

Penerapan penasihatan akademik mengubah pembagian kerja antara dosen, peneliti, tenaga 
kependidikan, mahasiswa, vendor, dan pengelola infrastruktur. Bagi pengelolaan penasihatan 
akademik, otomasi dapat mengurangi pekerjaan repetitif, tetapi menambah kebutuhan supervisi, 
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pemeliharaan, dan penanganan pengecualian. Keberlanjutan penasihatan akademik memerlukan 
waktu kerja, kompetensi, dokumentasi, dan penghargaan terhadap aktivitas perawatan. 

Ukuran keberhasilan penasihatan akademik adalah kontribusinya pada tujuan universitas: 
pembelajaran yang lebih bermutu, riset yang lebih dapat dipercaya, layanan yang lebih adil, operasi 
yang lebih tangguh, dan manfaat publik yang lebih luas. Dalam penasihatan akademik, efisiensi 
hanyalah salah satu indikator. Ketika menilai penasihatan akademik, keputusan penting tetap perlu 
dapat dijelaskan, dikoreksi, dan bila perlu dihentikan. 

penasihatan akademik menjadi kemampuan kelembagaan ketika universitas dapat membaca 
capaian pembelajaran, prasyarat, dan bukti penguasaan, menafsirkan maknanya, lalu mengubah 
keputusan secara terukur. Dalam penasihatan akademik, nilai AI tidak terletak pada banyaknya 
keluaran, melainkan pada ketepatan masalah yang dibantu. Karena konteks penasihatan akademik 
selalu bergerak, hasil sistem harus diperlakukan sebagai bahan pertimbangan yang dapat diperbarui 
dan diaudit. 

Langkah operasional Bab 3 untuk penasihatan akademik ialah menetapkan pemilik keputusan, 
bukti yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan penasihatan akademik pada 
konteks Bab 3 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan 
berdasarkan pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

3.3 Layanan administrasi terpadu 

layanan administrasi terpadu menjadi kemampuan kelembagaan ketika universitas dapat 
membaca koordinasi dosen, unit akademik, pengelola data, dan tenaga kependidikan, menafsirkan 
maknanya, lalu mengubah keputusan secara terukur. Dalam layanan administrasi terpadu, nilai AI tidak 
terletak pada banyaknya keluaran, melainkan pada ketepatan masalah yang dibantu. Karena konteks 
layanan administrasi terpadu selalu bergerak, hasil sistem harus diperlakukan sebagai bahan 
pertimbangan yang dapat diperbarui dan diaudit. 

Tantangan layanan administrasi terpadu biasanya bukan ketiadaan data, melainkan ketidakjelasan 
tujuan yang hendak dicapai. Pada layanan administrasi terpadu, pimpinan perlu membedakan 
kebutuhan akademik, kebutuhan operasional, dan kepentingan pemangku kepentingan. AI boleh 
menyaring pola dalam layanan administrasi terpadu, tetapi penetapan prioritas tetap memerlukan 
pengetahuan lokal, dialog, dan pertanggungjawaban manusia. 

Pembacaan terhadap layanan administrasi terpadu perlu memisahkan gejala dari penyebab. Ketika 
menilai layanan administrasi terpadu, perubahan pada capaian pembelajaran, prasyarat, dan bukti 
penguasaan dapat berkaitan dengan desain proses, sumber daya, kebijakan, perilaku pengguna, atau 
kondisi eksternal. Model untuk layanan administrasi terpadu membantu menemukan kemungkinan 
hubungan, sedangkan verifikasi lapangan menentukan tindakan. Untuk kebutuhan layanan 
administrasi terpadu, cara ini mencegah label statistik berubah menjadi keputusan institusional yang 
terlalu cepat. 

Rancangan layanan administrasi terpadu akan lebih kokoh jika disusun sebagai siklus: 
menetapkan tujuan, menguji intervensi, mengamati hasil, dan merevisi asumsi. Setiap putaran layanan 
administrasi terpadu memperkaya pemahaman tentang kecocokan teknologi dengan pekerjaan nyata. 
Dokumentasi diperlukan agar perubahan pada layanan administrasi terpadu dapat ditelusuri, 
dibandingkan, dan dipelajari oleh unit lain. 
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Langkah operasional Bab 3 untuk layanan administrasi terpadu ialah menetapkan pemilik 
keputusan, bukti yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan layanan 
administrasi terpadu pada konteks Bab 3 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi 
dapat diperdebatkan berdasarkan pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

3.4 Dukungan kesejahteraan 

Rancangan dukungan kesejahteraan akan lebih kokoh jika disusun sebagai siklus: menetapkan 
tujuan, menguji intervensi, mengamati hasil, dan merevisi asumsi. Setiap putaran dukungan 
kesejahteraan memperkaya pemahaman tentang kecocokan teknologi dengan pekerjaan nyata. 
Dokumentasi diperlukan agar perubahan pada dukungan kesejahteraan dapat ditelusuri, dibandingkan, 
dan dipelajari oleh unit lain. 

Pilihan pada dukungan kesejahteraan mengandung pertukaran antara kecepatan, biaya, 
ketepatan, keterjelasan, dan perlindungan. Sistem dukungan kesejahteraan yang sangat rinci mungkin 
membutuhkan data dan pemeliharaan besar. Dalam konteks dukungan kesejahteraan, pendekatan 
yang lebih sederhana bisa lebih mudah diawasi, terutama ketika kapasitas unit masih terbatas. Ukuran 
proporsional untuk dukungan kesejahteraan adalah manfaat yang benar-benar diterima pengguna 
dibandingkan risiko yang ditanggung. 

Kasus dukungan kesejahteraan dapat dimulai dari satu proses yang memiliki pemilik, pengguna, 
dan hasil yang jelas. Dalam konteks dukungan kesejahteraan, misalnya, kondisi awal mahasiswa serta 
perubahan yang terjadi sepanjang semester dipetakan untuk menemukan titik tunggu, kesalahan, dan 
kesempatan intervensi. Pada tahap berikutnya, AI dalam dukungan kesejahteraan diuji sebagai bantuan 
terbatas; keputusan akhir tetap mengikuti aturan akademik, bukti, dan mekanisme banding. 

Kualitas dukungan kesejahteraan sangat bergantung pada kualitas data yang mendasarinya. Data 
untuk dukungan kesejahteraan perlu memiliki asal-usul, definisi, waktu pengambilan, tingkat 
ketidakpastian, dan batas pemakaian. Bagi pengelolaan dukungan kesejahteraan, perekaman otomatis 
tidak menjadikan setiap jejak relevan. Dengan prinsip minimisasi, dukungan kesejahteraan dapat 
diarahkan pada bukti yang diperlukan tanpa memperluas pengawasan secara berlebihan. 

Langkah operasional Bab 3 untuk dukungan kesejahteraan ialah menetapkan pemilik keputusan, 
bukti yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan dukungan kesejahteraan pada 
konteks Bab 3 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan 
berdasarkan pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

3.5 Retensi dan keberhasilan studi 

Kualitas retensi dan keberhasilan studi sangat bergantung pada kualitas data yang mendasarinya. 
Data untuk retensi dan keberhasilan studi perlu memiliki asal-usul, definisi, waktu pengambilan, 
tingkat ketidakpastian, dan batas pemakaian. Dalam konteks retensi dan keberhasilan studi, 
perekaman otomatis tidak menjadikan setiap jejak relevan. Dengan prinsip minimisasi, retensi dan 
keberhasilan studi dapat diarahkan pada bukti yang diperlukan tanpa memperluas pengawasan secara 
berlebihan. 

Kinerja retensi dan keberhasilan studi tidak cukup dinilai melalui rata-rata universitas. 
Pemeriksaan retensi dan keberhasilan studi harus membandingkan dampak menurut fakultas, jenjang, 
bahasa, lokasi, akses perangkat, dan kondisi sosial yang relevan. Ketika manfaat retensi dan 
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keberhasilan studi terkonsentrasi pada kelompok tertentu, desain perlu menyediakan jalur alternatif, 
peninjauan manusia, serta mekanisme koreksi yang mudah digunakan. 

Pada retensi dan keberhasilan studi, manusia memegang fungsi penafsir dan penjaga batas. Untuk 
kebutuhan retensi dan keberhasilan studi, pengguna perlu mengetahui alasan keluaran, tingkat 
keyakinan, data yang dipakai, dan pilihan ketika hasilnya keliru. Transparansi retensi dan keberhasilan 
studi hanya bernilai bila membantu dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan mengambil tindakan 
yang lebih baik; daftar istilah teknis saja belum cukup. 

Pengembangan retensi dan keberhasilan studi sebaiknya menggunakan pilot dengan tujuan, 
baseline, pemilik proses, dan kriteria penghentian yang terukur. Selama uji retensi dan keberhasilan 
studi, universitas mencatat manfaat, kesalahan, biaya tersembunyi, perubahan beban kerja, dan 
tanggapan pengguna. Keputusan memperluas retensi dan keberhasilan studi harus lahir dari bukti yang 
dapat diperiksa, bukan dari tekanan untuk tampak inovatif. 

Langkah operasional Bab 3 untuk retensi dan keberhasilan studi ialah menetapkan pemilik 
keputusan, bukti yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan retensi dan 
keberhasilan studi pada konteks Bab 3 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi 
dapat diperdebatkan berdasarkan pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

3.6 Aksesibilitas 

Pengembangan aksesibilitas sebaiknya menggunakan pilot dengan tujuan, baseline, pemilik 
proses, dan kriteria penghentian yang terukur. Selama uji aksesibilitas, universitas mencatat manfaat, 
kesalahan, biaya tersembunyi, perubahan beban kerja, dan tanggapan pengguna. Keputusan 
memperluas aksesibilitas harus lahir dari bukti yang dapat diperiksa, bukan dari tekanan untuk tampak 
inovatif. 

Penerapan aksesibilitas mengubah pembagian kerja antara dosen, peneliti, tenaga kependidikan, 
mahasiswa, vendor, dan pengelola infrastruktur. Untuk kebutuhan aksesibilitas, otomasi dapat 
mengurangi pekerjaan repetitif, tetapi menambah kebutuhan supervisi, pemeliharaan, dan penanganan 
pengecualian. Keberlanjutan aksesibilitas memerlukan waktu kerja, kompetensi, dokumentasi, dan 
penghargaan terhadap aktivitas perawatan. 

Ukuran keberhasilan aksesibilitas adalah kontribusinya pada tujuan universitas: pembelajaran 
yang lebih bermutu, riset yang lebih dapat dipercaya, layanan yang lebih adil, operasi yang lebih 
tangguh, dan manfaat publik yang lebih luas. Dalam aksesibilitas, efisiensi hanyalah salah satu 
indikator. Pada penerapan aksesibilitas, keputusan penting tetap perlu dapat dijelaskan, dikoreksi, dan 
bila perlu dihentikan. 

aksesibilitas menjadi kemampuan kelembagaan ketika universitas dapat membaca keseimbangan 
antara efisiensi, agensi, dan tanggung jawab manusia, menafsirkan maknanya, lalu mengubah 
keputusan secara terukur. Dalam aksesibilitas, nilai AI tidak terletak pada banyaknya keluaran, 
melainkan pada ketepatan masalah yang dibantu. Karena konteks aksesibilitas selalu bergerak, hasil 
sistem harus diperlakukan sebagai bahan pertimbangan yang dapat diperbarui dan diaudit. 

Langkah operasional Bab 3 untuk aksesibilitas ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti yang 
diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan aksesibilitas pada konteks Bab 3 juga 
perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 
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3.7 Agensi dan pengalaman mahasiswa 

agensi dan pengalaman mahasiswa menjadi kemampuan kelembagaan ketika universitas dapat 
membaca perbedaan tempo, bahasa, perangkat, dan pengalaman belajar, menafsirkan maknanya, lalu 
mengubah keputusan secara terukur. Dalam agensi dan pengalaman mahasiswa, nilai AI tidak terletak 
pada banyaknya keluaran, melainkan pada ketepatan masalah yang dibantu. Karena konteks agensi 
dan pengalaman mahasiswa selalu bergerak, hasil sistem harus diperlakukan sebagai bahan 
pertimbangan yang dapat diperbarui dan diaudit. 

Tantangan agensi dan pengalaman mahasiswa biasanya bukan ketiadaan data, melainkan 
ketidakjelasan tujuan yang hendak dicapai. Pada agensi dan pengalaman mahasiswa, pimpinan perlu 
membedakan kebutuhan akademik, kebutuhan operasional, dan kepentingan pemangku kepentingan. 
AI boleh menyaring pola dalam agensi dan pengalaman mahasiswa, tetapi penetapan prioritas tetap 
memerlukan pengetahuan lokal, dialog, dan pertanggungjawaban manusia. 

Pembacaan terhadap agensi dan pengalaman mahasiswa perlu memisahkan gejala dari penyebab. 
Pada penerapan agensi dan pengalaman mahasiswa, perubahan pada keseimbangan antara efisiensi, 
agensi, dan tanggung jawab manusia dapat berkaitan dengan desain proses, sumber daya, kebijakan, 
perilaku pengguna, atau kondisi eksternal. Model untuk agensi dan pengalaman mahasiswa membantu 
menemukan kemungkinan hubungan, sedangkan verifikasi lapangan menentukan tindakan. Dalam 
konteks agensi dan pengalaman mahasiswa, cara ini mencegah label statistik berubah menjadi 
keputusan institusional yang terlalu cepat. 

Rancangan agensi dan pengalaman mahasiswa akan lebih kokoh jika disusun sebagai siklus: 
menetapkan tujuan, menguji intervensi, mengamati hasil, dan merevisi asumsi. Setiap putaran agensi 
dan pengalaman mahasiswa memperkaya pemahaman tentang kecocokan teknologi dengan pekerjaan 
nyata. Dokumentasi diperlukan agar perubahan pada agensi dan pengalaman mahasiswa dapat 
ditelusuri, dibandingkan, dan dipelajari oleh unit lain. 

Langkah operasional Bab 3 untuk agensi dan pengalaman mahasiswa ialah menetapkan pemilik 
keputusan, bukti yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan agensi dan 
pengalaman mahasiswa pada konteks Bab 3 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil 
teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

3.8 Privasi dalam layanan 

Rancangan privasi dalam layanan akan lebih kokoh jika disusun sebagai siklus: menetapkan 
tujuan, menguji intervensi, mengamati hasil, dan merevisi asumsi. Setiap putaran privasi dalam 
layanan memperkaya pemahaman tentang kecocokan teknologi dengan pekerjaan nyata. Dokumentasi 
diperlukan agar perubahan pada privasi dalam layanan dapat ditelusuri, dibandingkan, dan dipelajari 
oleh unit lain. 

Pilihan pada privasi dalam layanan mengandung pertukaran antara kecepatan, biaya, ketepatan, 
keterjelasan, dan perlindungan. Sistem privasi dalam layanan yang sangat rinci mungkin membutuhkan 
data dan pemeliharaan besar. Ketika menilai privasi dalam layanan, pendekatan yang lebih sederhana 
bisa lebih mudah diawasi, terutama ketika kapasitas unit masih terbatas. Ukuran proporsional untuk 
privasi dalam layanan adalah manfaat yang benar-benar diterima pengguna dibandingkan risiko yang 
ditanggung. 
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Kasus privasi dalam layanan dapat dimulai dari satu proses yang memiliki pemilik, pengguna, dan 
hasil yang jelas. Ketika menilai privasi dalam layanan, misalnya, risiko salah klasifikasi serta 
dampaknya terhadap kesempatan belajar dipetakan untuk menemukan titik tunggu, kesalahan, dan 
kesempatan intervensi. Pada tahap berikutnya, AI dalam privasi dalam layanan diuji sebagai bantuan 
terbatas; keputusan akhir tetap mengikuti aturan akademik, bukti, dan mekanisme banding. 

Kualitas privasi dalam layanan sangat bergantung pada kualitas data yang mendasarinya. Data 
untuk privasi dalam layanan perlu memiliki asal-usul, definisi, waktu pengambilan, tingkat 
ketidakpastian, dan batas pemakaian. Untuk kebutuhan privasi dalam layanan, perekaman otomatis 
tidak menjadikan setiap jejak relevan. Dengan prinsip minimisasi, privasi dalam layanan dapat 
diarahkan pada bukti yang diperlukan tanpa memperluas pengawasan secara berlebihan. 

Langkah operasional Bab 3 untuk privasi dalam layanan ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti 
yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan privasi dalam layanan pada konteks 
Bab 3 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

Sintesis Bab 3: Fokus "Mahasiswa sebagai Pusat Layanan Cerdas" menuntut hubungan yang jelas 
antara tujuan, bukti, tindakan, dan evaluasi. Setiap keputusan dalam Bab 3 perlu dibaca bersama 
dampaknya terhadap bab lain, sebab perubahan pada data dapat memengaruhi asesmen, beban 
dosen, privasi, keamanan, dan pengalaman mahasiswa. 

4. Pembelajaran, Kurikulum, dan Pedagogi Berbasis AI 
AI bernilai pedagogis ketika memperkaya desain belajar dan penilaian, sementara tanggung jawab 

akademik tetap berada pada komunitas ilmiah. 

4.1 Kurikulum literasi AI 

Kinerja kurikulum literasi ai tidak cukup dinilai melalui rata-rata universitas. Pemeriksaan 
kurikulum literasi ai harus membandingkan dampak menurut fakultas, jenjang, bahasa, lokasi, akses 
perangkat, dan kondisi sosial yang relevan. Ketika manfaat kurikulum literasi ai terkonsentrasi pada 
kelompok tertentu, desain perlu menyediakan jalur alternatif, peninjauan manusia, serta mekanisme 
koreksi yang mudah digunakan. 

Pada kurikulum literasi ai, manusia memegang fungsi penafsir dan penjaga batas. Bagi pengelolaan 
kurikulum literasi ai, pengguna perlu mengetahui alasan keluaran, tingkat keyakinan, data yang dipakai, 
dan pilihan ketika hasilnya keliru. Transparansi kurikulum literasi ai hanya bernilai bila membantu 
dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan mengambil tindakan yang lebih baik; daftar istilah teknis 
saja belum cukup. 

Pengembangan kurikulum literasi ai sebaiknya menggunakan pilot dengan tujuan, baseline, pemilik 
proses, dan kriteria penghentian yang terukur. Selama uji kurikulum literasi ai, universitas mencatat 
manfaat, kesalahan, biaya tersembunyi, perubahan beban kerja, dan tanggapan pengguna. Keputusan 
memperluas kurikulum literasi ai harus lahir dari bukti yang dapat diperiksa, bukan dari tekanan untuk 
tampak inovatif. 

Penerapan kurikulum literasi ai mengubah pembagian kerja antara dosen, peneliti, tenaga 
kependidikan, mahasiswa, vendor, dan pengelola infrastruktur. Ketika menilai kurikulum literasi ai, 
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otomasi dapat mengurangi pekerjaan repetitif, tetapi menambah kebutuhan supervisi, pemeliharaan, 
dan penanganan pengecualian. Keberlanjutan kurikulum literasi ai memerlukan waktu kerja, 
kompetensi, dokumentasi, dan penghargaan terhadap aktivitas perawatan. 

Langkah operasional Bab 4 untuk kurikulum literasi ai ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti 
yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan kurikulum literasi ai pada konteks 
Bab 4 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

4.2 Desain pembelajaran berbantuan AI 

Penerapan desain pembelajaran berbantuan ai mengubah pembagian kerja antara dosen, peneliti, 
tenaga kependidikan, mahasiswa, vendor, dan pengelola infrastruktur. Bagi pengelolaan desain 
pembelajaran berbantuan ai, otomasi dapat mengurangi pekerjaan repetitif, tetapi menambah 
kebutuhan supervisi, pemeliharaan, dan penanganan pengecualian. Keberlanjutan desain 
pembelajaran berbantuan ai memerlukan waktu kerja, kompetensi, dokumentasi, dan penghargaan 
terhadap aktivitas perawatan. 

Ukuran keberhasilan desain pembelajaran berbantuan ai adalah kontribusinya pada tujuan 
universitas: pembelajaran yang lebih bermutu, riset yang lebih dapat dipercaya, layanan yang lebih adil, 
operasi yang lebih tangguh, dan manfaat publik yang lebih luas. Dalam desain pembelajaran 
berbantuan ai, efisiensi hanyalah salah satu indikator. Ketika menilai desain pembelajaran berbantuan 
ai, keputusan penting tetap perlu dapat dijelaskan, dikoreksi, dan bila perlu dihentikan. 

desain pembelajaran berbantuan ai menjadi kemampuan kelembagaan ketika universitas dapat 
membaca capaian pembelajaran, prasyarat, dan bukti penguasaan, menafsirkan maknanya, lalu 
mengubah keputusan secara terukur. Dalam desain pembelajaran berbantuan ai, nilai AI tidak terletak 
pada banyaknya keluaran, melainkan pada ketepatan masalah yang dibantu. Karena konteks desain 
pembelajaran berbantuan ai selalu bergerak, hasil sistem harus diperlakukan sebagai bahan 
pertimbangan yang dapat diperbarui dan diaudit. 

Tantangan desain pembelajaran berbantuan ai biasanya bukan ketiadaan data, melainkan 
ketidakjelasan tujuan yang hendak dicapai. Pada desain pembelajaran berbantuan ai, pimpinan perlu 
membedakan kebutuhan akademik, kebutuhan operasional, dan kepentingan pemangku kepentingan. 
AI boleh menyaring pola dalam desain pembelajaran berbantuan ai, tetapi penetapan prioritas tetap 
memerlukan pengetahuan lokal, dialog, dan pertanggungjawaban manusia. 

Langkah operasional Bab 4 untuk desain pembelajaran berbantuan ai ialah menetapkan pemilik 
keputusan, bukti yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan desain 
pembelajaran berbantuan ai pada konteks Bab 4 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil 
teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

4.3 Tutor cerdas 

Tantangan tutor cerdas biasanya bukan ketiadaan data, melainkan ketidakjelasan tujuan yang 
hendak dicapai. Pada tutor cerdas, pimpinan perlu membedakan kebutuhan akademik, kebutuhan 
operasional, dan kepentingan pemangku kepentingan. AI boleh menyaring pola dalam tutor cerdas, 
tetapi penetapan prioritas tetap memerlukan pengetahuan lokal, dialog, dan pertanggungjawaban 
manusia. 
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Pembacaan terhadap tutor cerdas perlu memisahkan gejala dari penyebab. Ketika menilai tutor 
cerdas, perubahan pada capaian pembelajaran, prasyarat, dan bukti penguasaan dapat berkaitan 
dengan desain proses, sumber daya, kebijakan, perilaku pengguna, atau kondisi eksternal. Model untuk 
tutor cerdas membantu menemukan kemungkinan hubungan, sedangkan verifikasi lapangan 
menentukan tindakan. Untuk kebutuhan tutor cerdas, cara ini mencegah label statistik berubah 
menjadi keputusan institusional yang terlalu cepat. 

Rancangan tutor cerdas akan lebih kokoh jika disusun sebagai siklus: menetapkan tujuan, menguji 
intervensi, mengamati hasil, dan merevisi asumsi. Setiap putaran tutor cerdas memperkaya 
pemahaman tentang kecocokan teknologi dengan pekerjaan nyata. Dokumentasi diperlukan agar 
perubahan pada tutor cerdas dapat ditelusuri, dibandingkan, dan dipelajari oleh unit lain. 

Pilihan pada tutor cerdas mengandung pertukaran antara kecepatan, biaya, ketepatan, 
keterjelasan, dan perlindungan. Sistem tutor cerdas yang sangat rinci mungkin membutuhkan data dan 
pemeliharaan besar. Bagi pengelolaan tutor cerdas, pendekatan yang lebih sederhana bisa lebih 
mudah diawasi, terutama ketika kapasitas unit masih terbatas. Ukuran proporsional untuk tutor cerdas 
adalah manfaat yang benar-benar diterima pengguna dibandingkan risiko yang ditanggung. 

Langkah operasional Bab 4 untuk tutor cerdas ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti yang 
diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan tutor cerdas pada konteks Bab 4 juga 
perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

4.4 Asesmen autentik 

Pilihan pada asesmen autentik mengandung pertukaran antara kecepatan, biaya, ketepatan, 
keterjelasan, dan perlindungan. Sistem asesmen autentik yang sangat rinci mungkin membutuhkan 
data dan pemeliharaan besar. Dalam konteks asesmen autentik, pendekatan yang lebih sederhana 
bisa lebih mudah diawasi, terutama ketika kapasitas unit masih terbatas. Ukuran proporsional untuk 
asesmen autentik adalah manfaat yang benar-benar diterima pengguna dibandingkan risiko yang 
ditanggung. 

Kasus asesmen autentik dapat dimulai dari satu proses yang memiliki pemilik, pengguna, dan hasil 
yang jelas. Dalam konteks asesmen autentik, misalnya, kondisi awal mahasiswa serta perubahan yang 
terjadi sepanjang semester dipetakan untuk menemukan titik tunggu, kesalahan, dan kesempatan 
intervensi. Pada tahap berikutnya, AI dalam asesmen autentik diuji sebagai bantuan terbatas; 
keputusan akhir tetap mengikuti aturan akademik, bukti, dan mekanisme banding. 

Kualitas asesmen autentik sangat bergantung pada kualitas data yang mendasarinya. Data untuk 
asesmen autentik perlu memiliki asal-usul, definisi, waktu pengambilan, tingkat ketidakpastian, dan 
batas pemakaian. Bagi pengelolaan asesmen autentik, perekaman otomatis tidak menjadikan setiap 
jejak relevan. Dengan prinsip minimisasi, asesmen autentik dapat diarahkan pada bukti yang 
diperlukan tanpa memperluas pengawasan secara berlebihan. 

Kinerja asesmen autentik tidak cukup dinilai melalui rata-rata universitas. Pemeriksaan asesmen 
autentik harus membandingkan dampak menurut fakultas, jenjang, bahasa, lokasi, akses perangkat, 
dan kondisi sosial yang relevan. Ketika manfaat asesmen autentik terkonsentrasi pada kelompok 
tertentu, desain perlu menyediakan jalur alternatif, peninjauan manusia, serta mekanisme koreksi yang 
mudah digunakan. 
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Langkah operasional Bab 4 untuk asesmen autentik ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti 
yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan asesmen autentik pada konteks Bab 
4 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

4.5 Umpan balik 

Kinerja umpan balik tidak cukup dinilai melalui rata-rata universitas. Pemeriksaan umpan balik 
harus membandingkan dampak menurut fakultas, jenjang, bahasa, lokasi, akses perangkat, dan 
kondisi sosial yang relevan. Ketika manfaat umpan balik terkonsentrasi pada kelompok tertentu, desain 
perlu menyediakan jalur alternatif, peninjauan manusia, serta mekanisme koreksi yang mudah 
digunakan. 

Pada umpan balik, manusia memegang fungsi penafsir dan penjaga batas. Untuk kebutuhan 
umpan balik, pengguna perlu mengetahui alasan keluaran, tingkat keyakinan, data yang dipakai, dan 
pilihan ketika hasilnya keliru. Transparansi umpan balik hanya bernilai bila membantu dosen, 
mahasiswa, atau tenaga kependidikan mengambil tindakan yang lebih baik; daftar istilah teknis saja 
belum cukup. 

Pengembangan umpan balik sebaiknya menggunakan pilot dengan tujuan, baseline, pemilik 
proses, dan kriteria penghentian yang terukur. Selama uji umpan balik, universitas mencatat manfaat, 
kesalahan, biaya tersembunyi, perubahan beban kerja, dan tanggapan pengguna. Keputusan 
memperluas umpan balik harus lahir dari bukti yang dapat diperiksa, bukan dari tekanan untuk tampak 
inovatif. 

Penerapan umpan balik mengubah pembagian kerja antara dosen, peneliti, tenaga kependidikan, 
mahasiswa, vendor, dan pengelola infrastruktur. Pada penerapan umpan balik, otomasi dapat 
mengurangi pekerjaan repetitif, tetapi menambah kebutuhan supervisi, pemeliharaan, dan penanganan 
pengecualian. Keberlanjutan umpan balik memerlukan waktu kerja, kompetensi, dokumentasi, dan 
penghargaan terhadap aktivitas perawatan. 

Langkah operasional Bab 4 untuk umpan balik ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti yang 
diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan umpan balik pada konteks Bab 4 juga 
perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

4.6 Peran dosen 

Penerapan peran dosen mengubah pembagian kerja antara dosen, peneliti, tenaga kependidikan, 
mahasiswa, vendor, dan pengelola infrastruktur. Untuk kebutuhan peran dosen, otomasi dapat 
mengurangi pekerjaan repetitif, tetapi menambah kebutuhan supervisi, pemeliharaan, dan penanganan 
pengecualian. Keberlanjutan peran dosen memerlukan waktu kerja, kompetensi, dokumentasi, dan 
penghargaan terhadap aktivitas perawatan. 

Ukuran keberhasilan peran dosen adalah kontribusinya pada tujuan universitas: pembelajaran 
yang lebih bermutu, riset yang lebih dapat dipercaya, layanan yang lebih adil, operasi yang lebih 
tangguh, dan manfaat publik yang lebih luas. Dalam peran dosen, efisiensi hanyalah salah satu 
indikator. Pada penerapan peran dosen, keputusan penting tetap perlu dapat dijelaskan, dikoreksi, dan 
bila perlu dihentikan. 



Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD | Membangun Universitas Cerdas di Era Artificial Intelligence | IBM-ASMI 
 
 
 
 

Halaman 26 

peran dosen menjadi kemampuan kelembagaan ketika universitas dapat membaca keseimbangan 
antara efisiensi, agensi, dan tanggung jawab manusia, menafsirkan maknanya, lalu mengubah 
keputusan secara terukur. Dalam peran dosen, nilai AI tidak terletak pada banyaknya keluaran, 
melainkan pada ketepatan masalah yang dibantu. Karena konteks peran dosen selalu bergerak, hasil 
sistem harus diperlakukan sebagai bahan pertimbangan yang dapat diperbarui dan diaudit. 

Tantangan peran dosen biasanya bukan ketiadaan data, melainkan ketidakjelasan tujuan yang 
hendak dicapai. Pada peran dosen, pimpinan perlu membedakan kebutuhan akademik, kebutuhan 
operasional, dan kepentingan pemangku kepentingan. AI boleh menyaring pola dalam peran dosen, 
tetapi penetapan prioritas tetap memerlukan pengetahuan lokal, dialog, dan pertanggungjawaban 
manusia. 

Langkah operasional Bab 4 untuk peran dosen ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti yang 
diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan peran dosen pada konteks Bab 4 juga 
perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

4.7 Integritas akademik 

Tantangan integritas akademik biasanya bukan ketiadaan data, melainkan ketidakjelasan tujuan 
yang hendak dicapai. Pada integritas akademik, pimpinan perlu membedakan kebutuhan akademik, 
kebutuhan operasional, dan kepentingan pemangku kepentingan. AI boleh menyaring pola dalam 
integritas akademik, tetapi penetapan prioritas tetap memerlukan pengetahuan lokal, dialog, dan 
pertanggungjawaban manusia. 

Pembacaan terhadap integritas akademik perlu memisahkan gejala dari penyebab. Pada 
penerapan integritas akademik, perubahan pada keseimbangan antara efisiensi, agensi, dan tanggung 
jawab manusia dapat berkaitan dengan desain proses, sumber daya, kebijakan, perilaku pengguna, 
atau kondisi eksternal. Model untuk integritas akademik membantu menemukan kemungkinan 
hubungan, sedangkan verifikasi lapangan menentukan tindakan. Dalam konteks integritas akademik, 
cara ini mencegah label statistik berubah menjadi keputusan institusional yang terlalu cepat. 

Rancangan integritas akademik akan lebih kokoh jika disusun sebagai siklus: menetapkan tujuan, 
menguji intervensi, mengamati hasil, dan merevisi asumsi. Setiap putaran integritas akademik 
memperkaya pemahaman tentang kecocokan teknologi dengan pekerjaan nyata. Dokumentasi 
diperlukan agar perubahan pada integritas akademik dapat ditelusuri, dibandingkan, dan dipelajari oleh 
unit lain. 

Pilihan pada integritas akademik mengandung pertukaran antara kecepatan, biaya, ketepatan, 
keterjelasan, dan perlindungan. Sistem integritas akademik yang sangat rinci mungkin membutuhkan 
data dan pemeliharaan besar. Untuk kebutuhan integritas akademik, pendekatan yang lebih sederhana 
bisa lebih mudah diawasi, terutama ketika kapasitas unit masih terbatas. Ukuran proporsional untuk 
integritas akademik adalah manfaat yang benar-benar diterima pengguna dibandingkan risiko yang 
ditanggung. 

Langkah operasional Bab 4 untuk integritas akademik ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti 
yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan integritas akademik pada konteks 
Bab 4 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 
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4.8 Kesiapan lulusan 

Pilihan pada kesiapan lulusan mengandung pertukaran antara kecepatan, biaya, ketepatan, 
keterjelasan, dan perlindungan. Sistem kesiapan lulusan yang sangat rinci mungkin membutuhkan data 
dan pemeliharaan besar. Ketika menilai kesiapan lulusan, pendekatan yang lebih sederhana bisa lebih 
mudah diawasi, terutama ketika kapasitas unit masih terbatas. Ukuran proporsional untuk kesiapan 
lulusan adalah manfaat yang benar-benar diterima pengguna dibandingkan risiko yang ditanggung. 

Kasus kesiapan lulusan dapat dimulai dari satu proses yang memiliki pemilik, pengguna, dan hasil 
yang jelas. Ketika menilai kesiapan lulusan, misalnya, risiko salah klasifikasi serta dampaknya terhadap 
kesempatan belajar dipetakan untuk menemukan titik tunggu, kesalahan, dan kesempatan intervensi. 
Pada tahap berikutnya, AI dalam kesiapan lulusan diuji sebagai bantuan terbatas; keputusan akhir 
tetap mengikuti aturan akademik, bukti, dan mekanisme banding. 

Kualitas kesiapan lulusan sangat bergantung pada kualitas data yang mendasarinya. Data untuk 
kesiapan lulusan perlu memiliki asal-usul, definisi, waktu pengambilan, tingkat ketidakpastian, dan 
batas pemakaian. Untuk kebutuhan kesiapan lulusan, perekaman otomatis tidak menjadikan setiap 
jejak relevan. Dengan prinsip minimisasi, kesiapan lulusan dapat diarahkan pada bukti yang diperlukan 
tanpa memperluas pengawasan secara berlebihan. 

Kinerja kesiapan lulusan tidak cukup dinilai melalui rata-rata universitas. Pemeriksaan kesiapan 
lulusan harus membandingkan dampak menurut fakultas, jenjang, bahasa, lokasi, akses perangkat, 
dan kondisi sosial yang relevan. Ketika manfaat kesiapan lulusan terkonsentrasi pada kelompok 
tertentu, desain perlu menyediakan jalur alternatif, peninjauan manusia, serta mekanisme koreksi yang 
mudah digunakan. 

Langkah operasional Bab 4 untuk kesiapan lulusan ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti 
yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan kesiapan lulusan pada konteks Bab 
4 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

Matriks penggunaan AI dalam pembelajaran 

Area Manfaat pedagogis Pengendalian 
Kurikulum Pemetaan konsep dan prasyarat Validasi dosen 
Tutor Dialog dan petunjuk bertahap Batas sumber dan eskalasi 
Asesmen Umpan balik dan latihan Rubrik serta moderasi 
Kelas Sinyal keterlibatan Perlindungan privasi 
Lulusan Simulasi kompetensi kerja Keterkaitan dengan capaian 

 
Sintesis Bab 4: Fokus "Pembelajaran, Kurikulum, dan Pedagogi Berbasis AI" menuntut hubungan yang 
jelas antara tujuan, bukti, tindakan, dan evaluasi. Setiap keputusan dalam Bab 4 perlu dibaca bersama 
dampaknya terhadap bab lain, sebab perubahan pada data dapat memengaruhi asesmen, beban 
dosen, privasi, keamanan, dan pengalaman mahasiswa. 

5. Riset, Inovasi, dan Pengetahuan Terbuka 

Universitas cerdas memperlakukan data dan AI sebagai sarana memperluas pengetahuan, bukan 
sebagai pengganti penalaran ilmiah. 
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5.1 AI untuk penemuan ilmiah 

Pada ai untuk penemuan ilmiah, manusia memegang fungsi penafsir dan penjaga batas. Bagi 
pengelolaan ai untuk penemuan ilmiah, pengguna perlu mengetahui alasan keluaran, tingkat 
keyakinan, data yang dipakai, dan pilihan ketika hasilnya keliru. Transparansi ai untuk penemuan ilmiah 
hanya bernilai bila membantu dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan mengambil tindakan yang 
lebih baik; daftar istilah teknis saja belum cukup. 

Pengembangan ai untuk penemuan ilmiah sebaiknya menggunakan pilot dengan tujuan, baseline, 
pemilik proses, dan kriteria penghentian yang terukur. Selama uji ai untuk penemuan ilmiah, universitas 
mencatat manfaat, kesalahan, biaya tersembunyi, perubahan beban kerja, dan tanggapan pengguna. 
Keputusan memperluas ai untuk penemuan ilmiah harus lahir dari bukti yang dapat diperiksa, bukan 
dari tekanan untuk tampak inovatif. 

Penerapan ai untuk penemuan ilmiah mengubah pembagian kerja antara dosen, peneliti, tenaga 
kependidikan, mahasiswa, vendor, dan pengelola infrastruktur. Ketika menilai ai untuk penemuan 
ilmiah, otomasi dapat mengurangi pekerjaan repetitif, tetapi menambah kebutuhan supervisi, 
pemeliharaan, dan penanganan pengecualian. Keberlanjutan ai untuk penemuan ilmiah memerlukan 
waktu kerja, kompetensi, dokumentasi, dan penghargaan terhadap aktivitas perawatan. 

Ukuran keberhasilan ai untuk penemuan ilmiah adalah kontribusinya pada tujuan universitas: 
pembelajaran yang lebih bermutu, riset yang lebih dapat dipercaya, layanan yang lebih adil, operasi 
yang lebih tangguh, dan manfaat publik yang lebih luas. Dalam ai untuk penemuan ilmiah, efisiensi 
hanyalah salah satu indikator. Untuk kebutuhan ai untuk penemuan ilmiah, keputusan penting tetap 
perlu dapat dijelaskan, dikoreksi, dan bila perlu dihentikan. 

Langkah operasional Bab 5 untuk ai untuk penemuan ilmiah ialah menetapkan pemilik keputusan, 
bukti yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan ai untuk penemuan ilmiah 
pada konteks Bab 5 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan 
berdasarkan pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

5.2 Manajemen data riset 

Ukuran keberhasilan manajemen data riset adalah kontribusinya pada tujuan universitas: 
pembelajaran yang lebih bermutu, riset yang lebih dapat dipercaya, layanan yang lebih adil, operasi 
yang lebih tangguh, dan manfaat publik yang lebih luas. Dalam manajemen data riset, efisiensi 
hanyalah salah satu indikator. Ketika menilai manajemen data riset, keputusan penting tetap perlu 
dapat dijelaskan, dikoreksi, dan bila perlu dihentikan. 

manajemen data riset menjadi kemampuan kelembagaan ketika universitas dapat membaca 
capaian pembelajaran, prasyarat, dan bukti penguasaan, menafsirkan maknanya, lalu mengubah 
keputusan secara terukur. Dalam manajemen data riset, nilai AI tidak terletak pada banyaknya 
keluaran, melainkan pada ketepatan masalah yang dibantu. Karena konteks manajemen data riset 
selalu bergerak, hasil sistem harus diperlakukan sebagai bahan pertimbangan yang dapat diperbarui 
dan diaudit. 

Tantangan manajemen data riset biasanya bukan ketiadaan data, melainkan ketidakjelasan tujuan 
yang hendak dicapai. Pada manajemen data riset, pimpinan perlu membedakan kebutuhan akademik, 
kebutuhan operasional, dan kepentingan pemangku kepentingan. AI boleh menyaring pola dalam 
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manajemen data riset, tetapi penetapan prioritas tetap memerlukan pengetahuan lokal, dialog, dan 
pertanggungjawaban manusia. 

Pembacaan terhadap manajemen data riset perlu memisahkan gejala dari penyebab. Untuk 
kebutuhan manajemen data riset, perubahan pada perbedaan tempo, bahasa, perangkat, dan 
pengalaman belajar dapat berkaitan dengan desain proses, sumber daya, kebijakan, perilaku 
pengguna, atau kondisi eksternal. Model untuk manajemen data riset membantu menemukan 
kemungkinan hubungan, sedangkan verifikasi lapangan menentukan tindakan. Pada penerapan 
manajemen data riset, cara ini mencegah label statistik berubah menjadi keputusan institusional yang 
terlalu cepat. 

Langkah operasional Bab 5 untuk manajemen data riset ialah menetapkan pemilik keputusan, 
bukti yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan manajemen data riset pada 
konteks Bab 5 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan 
berdasarkan pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

5.3 Reproduksibilitas 

Pembacaan terhadap reproduksibilitas perlu memisahkan gejala dari penyebab. Ketika menilai 
reproduksibilitas, perubahan pada capaian pembelajaran, prasyarat, dan bukti penguasaan dapat 
berkaitan dengan desain proses, sumber daya, kebijakan, perilaku pengguna, atau kondisi eksternal. 
Model untuk reproduksibilitas membantu menemukan kemungkinan hubungan, sedangkan verifikasi 
lapangan menentukan tindakan. Untuk kebutuhan reproduksibilitas, cara ini mencegah label statistik 
berubah menjadi keputusan institusional yang terlalu cepat. 

Rancangan reproduksibilitas akan lebih kokoh jika disusun sebagai siklus: menetapkan tujuan, 
menguji intervensi, mengamati hasil, dan merevisi asumsi. Setiap putaran reproduksibilitas 
memperkaya pemahaman tentang kecocokan teknologi dengan pekerjaan nyata. Dokumentasi 
diperlukan agar perubahan pada reproduksibilitas dapat ditelusuri, dibandingkan, dan dipelajari oleh 
unit lain. 

Pilihan pada reproduksibilitas mengandung pertukaran antara kecepatan, biaya, ketepatan, 
keterjelasan, dan perlindungan. Sistem reproduksibilitas yang sangat rinci mungkin membutuhkan data 
dan pemeliharaan besar. Bagi pengelolaan reproduksibilitas, pendekatan yang lebih sederhana bisa 
lebih mudah diawasi, terutama ketika kapasitas unit masih terbatas. Ukuran proporsional untuk 
reproduksibilitas adalah manfaat yang benar-benar diterima pengguna dibandingkan risiko yang 
ditanggung. 

Kasus reproduksibilitas dapat dimulai dari satu proses yang memiliki pemilik, pengguna, dan hasil 
yang jelas. Bagi pengelolaan reproduksibilitas, misalnya, kualitas umpan balik dan kesempatan 
memperbaiki kesalahan dipetakan untuk menemukan titik tunggu, kesalahan, dan kesempatan 
intervensi. Pada tahap berikutnya, AI dalam reproduksibilitas diuji sebagai bantuan terbatas; keputusan 
akhir tetap mengikuti aturan akademik, bukti, dan mekanisme banding. 

Langkah operasional Bab 5 untuk reproduksibilitas ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti 
yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan reproduksibilitas pada konteks Bab 
5 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 
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5.4 Kolaborasi lintas disiplin 

Kasus kolaborasi lintas disiplin dapat dimulai dari satu proses yang memiliki pemilik, pengguna, 
dan hasil yang jelas. Dalam konteks kolaborasi lintas disiplin, misalnya, kondisi awal mahasiswa serta 
perubahan yang terjadi sepanjang semester dipetakan untuk menemukan titik tunggu, kesalahan, dan 
kesempatan intervensi. Pada tahap berikutnya, AI dalam kolaborasi lintas disiplin diuji sebagai bantuan 
terbatas; keputusan akhir tetap mengikuti aturan akademik, bukti, dan mekanisme banding. 

Kualitas kolaborasi lintas disiplin sangat bergantung pada kualitas data yang mendasarinya. Data 
untuk kolaborasi lintas disiplin perlu memiliki asal-usul, definisi, waktu pengambilan, tingkat 
ketidakpastian, dan batas pemakaian. Bagi pengelolaan kolaborasi lintas disiplin, perekaman otomatis 
tidak menjadikan setiap jejak relevan. Dengan prinsip minimisasi, kolaborasi lintas disiplin dapat 
diarahkan pada bukti yang diperlukan tanpa memperluas pengawasan secara berlebihan. 

Kinerja kolaborasi lintas disiplin tidak cukup dinilai melalui rata-rata universitas. Pemeriksaan 
kolaborasi lintas disiplin harus membandingkan dampak menurut fakultas, jenjang, bahasa, lokasi, 
akses perangkat, dan kondisi sosial yang relevan. Ketika manfaat kolaborasi lintas disiplin 
terkonsentrasi pada kelompok tertentu, desain perlu menyediakan jalur alternatif, peninjauan manusia, 
serta mekanisme koreksi yang mudah digunakan. 

Pada kolaborasi lintas disiplin, manusia memegang fungsi penafsir dan penjaga batas. Pada 
penerapan kolaborasi lintas disiplin, pengguna perlu mengetahui alasan keluaran, tingkat keyakinan, 
data yang dipakai, dan pilihan ketika hasilnya keliru. Transparansi kolaborasi lintas disiplin hanya 
bernilai bila membantu dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan mengambil tindakan yang lebih 
baik; daftar istilah teknis saja belum cukup. 

Langkah operasional Bab 5 untuk kolaborasi lintas disiplin ialah menetapkan pemilik keputusan, 
bukti yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan kolaborasi lintas disiplin pada 
konteks Bab 5 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan 
berdasarkan pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

5.5 Etika penelitian 

Pada etika penelitian, manusia memegang fungsi penafsir dan penjaga batas. Untuk kebutuhan 
etika penelitian, pengguna perlu mengetahui alasan keluaran, tingkat keyakinan, data yang dipakai, dan 
pilihan ketika hasilnya keliru. Transparansi etika penelitian hanya bernilai bila membantu dosen, 
mahasiswa, atau tenaga kependidikan mengambil tindakan yang lebih baik; daftar istilah teknis saja 
belum cukup. 

Pengembangan etika penelitian sebaiknya menggunakan pilot dengan tujuan, baseline, pemilik 
proses, dan kriteria penghentian yang terukur. Selama uji etika penelitian, universitas mencatat 
manfaat, kesalahan, biaya tersembunyi, perubahan beban kerja, dan tanggapan pengguna. Keputusan 
memperluas etika penelitian harus lahir dari bukti yang dapat diperiksa, bukan dari tekanan untuk 
tampak inovatif. 

Penerapan etika penelitian mengubah pembagian kerja antara dosen, peneliti, tenaga 
kependidikan, mahasiswa, vendor, dan pengelola infrastruktur. Pada penerapan etika penelitian, 
otomasi dapat mengurangi pekerjaan repetitif, tetapi menambah kebutuhan supervisi, pemeliharaan, 
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dan penanganan pengecualian. Keberlanjutan etika penelitian memerlukan waktu kerja, kompetensi, 
dokumentasi, dan penghargaan terhadap aktivitas perawatan. 

Ukuran keberhasilan etika penelitian adalah kontribusinya pada tujuan universitas: pembelajaran 
yang lebih bermutu, riset yang lebih dapat dipercaya, layanan yang lebih adil, operasi yang lebih 
tangguh, dan manfaat publik yang lebih luas. Dalam etika penelitian, efisiensi hanyalah salah satu 
indikator. Dalam konteks etika penelitian, keputusan penting tetap perlu dapat dijelaskan, dikoreksi, 
dan bila perlu dihentikan. 

Langkah operasional Bab 5 untuk etika penelitian ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti yang 
diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan etika penelitian pada konteks Bab 5 juga 
perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

5.6 Riset berbasis masalah 

Ukuran keberhasilan riset berbasis masalah adalah kontribusinya pada tujuan universitas: 
pembelajaran yang lebih bermutu, riset yang lebih dapat dipercaya, layanan yang lebih adil, operasi 
yang lebih tangguh, dan manfaat publik yang lebih luas. Dalam riset berbasis masalah, efisiensi 
hanyalah salah satu indikator. Pada penerapan riset berbasis masalah, keputusan penting tetap perlu 
dapat dijelaskan, dikoreksi, dan bila perlu dihentikan. 

riset berbasis masalah menjadi kemampuan kelembagaan ketika universitas dapat membaca 
keseimbangan antara efisiensi, agensi, dan tanggung jawab manusia, menafsirkan maknanya, lalu 
mengubah keputusan secara terukur. Dalam riset berbasis masalah, nilai AI tidak terletak pada 
banyaknya keluaran, melainkan pada ketepatan masalah yang dibantu. Karena konteks riset berbasis 
masalah selalu bergerak, hasil sistem harus diperlakukan sebagai bahan pertimbangan yang dapat 
diperbarui dan diaudit. 

Tantangan riset berbasis masalah biasanya bukan ketiadaan data, melainkan ketidakjelasan tujuan 
yang hendak dicapai. Pada riset berbasis masalah, pimpinan perlu membedakan kebutuhan akademik, 
kebutuhan operasional, dan kepentingan pemangku kepentingan. AI boleh menyaring pola dalam riset 
berbasis masalah, tetapi penetapan prioritas tetap memerlukan pengetahuan lokal, dialog, dan 
pertanggungjawaban manusia. 

Pembacaan terhadap riset berbasis masalah perlu memisahkan gejala dari penyebab. Dalam 
konteks riset berbasis masalah, perubahan pada koordinasi dosen, unit akademik, pengelola data, dan 
tenaga kependidikan dapat berkaitan dengan desain proses, sumber daya, kebijakan, perilaku 
pengguna, atau kondisi eksternal. Model untuk riset berbasis masalah membantu menemukan 
kemungkinan hubungan, sedangkan verifikasi lapangan menentukan tindakan. Bagi pengelolaan riset 
berbasis masalah, cara ini mencegah label statistik berubah menjadi keputusan institusional yang 
terlalu cepat. 

Langkah operasional Bab 5 untuk riset berbasis masalah ialah menetapkan pemilik keputusan, 
bukti yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan riset berbasis masalah pada 
konteks Bab 5 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan 
berdasarkan pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 
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5.7 Transfer pengetahuan 

Pembacaan terhadap transfer pengetahuan perlu memisahkan gejala dari penyebab. Pada 
penerapan transfer pengetahuan, perubahan pada keseimbangan antara efisiensi, agensi, dan 
tanggung jawab manusia dapat berkaitan dengan desain proses, sumber daya, kebijakan, perilaku 
pengguna, atau kondisi eksternal. Model untuk transfer pengetahuan membantu menemukan 
kemungkinan hubungan, sedangkan verifikasi lapangan menentukan tindakan. Dalam konteks transfer 
pengetahuan, cara ini mencegah label statistik berubah menjadi keputusan institusional yang terlalu 
cepat. 

Rancangan transfer pengetahuan akan lebih kokoh jika disusun sebagai siklus: menetapkan tujuan, 
menguji intervensi, mengamati hasil, dan merevisi asumsi. Setiap putaran transfer pengetahuan 
memperkaya pemahaman tentang kecocokan teknologi dengan pekerjaan nyata. Dokumentasi 
diperlukan agar perubahan pada transfer pengetahuan dapat ditelusuri, dibandingkan, dan dipelajari 
oleh unit lain. 

Pilihan pada transfer pengetahuan mengandung pertukaran antara kecepatan, biaya, ketepatan, 
keterjelasan, dan perlindungan. Sistem transfer pengetahuan yang sangat rinci mungkin membutuhkan 
data dan pemeliharaan besar. Untuk kebutuhan transfer pengetahuan, pendekatan yang lebih 
sederhana bisa lebih mudah diawasi, terutama ketika kapasitas unit masih terbatas. Ukuran 
proporsional untuk transfer pengetahuan adalah manfaat yang benar-benar diterima pengguna 
dibandingkan risiko yang ditanggung. 

Kasus transfer pengetahuan dapat dimulai dari satu proses yang memiliki pemilik, pengguna, dan 
hasil yang jelas. Untuk kebutuhan transfer pengetahuan, misalnya, indikator yang membantu organisasi 
belajar dari keputusan sebelumnya dipetakan untuk menemukan titik tunggu, kesalahan, dan 
kesempatan intervensi. Pada tahap berikutnya, AI dalam transfer pengetahuan diuji sebagai bantuan 
terbatas; keputusan akhir tetap mengikuti aturan akademik, bukti, dan mekanisme banding. 

Langkah operasional Bab 5 untuk transfer pengetahuan ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti 
yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan transfer pengetahuan pada konteks 
Bab 5 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

5.8 Universitas sebagai produsen pengetahuan 

Kasus universitas sebagai produsen pengetahuan dapat dimulai dari satu proses yang memiliki 
pemilik, pengguna, dan hasil yang jelas. Ketika menilai universitas sebagai produsen pengetahuan, 
misalnya, risiko salah klasifikasi serta dampaknya terhadap kesempatan belajar dipetakan untuk 
menemukan titik tunggu, kesalahan, dan kesempatan intervensi. Pada tahap berikutnya, AI dalam 
universitas sebagai produsen pengetahuan diuji sebagai bantuan terbatas; keputusan akhir tetap 
mengikuti aturan akademik, bukti, dan mekanisme banding. 

Kualitas universitas sebagai produsen pengetahuan sangat bergantung pada kualitas data yang 
mendasarinya. Data untuk universitas sebagai produsen pengetahuan perlu memiliki asal-usul, 
definisi, waktu pengambilan, tingkat ketidakpastian, dan batas pemakaian. Untuk kebutuhan 
universitas sebagai produsen pengetahuan, perekaman otomatis tidak menjadikan setiap jejak relevan. 
Dengan prinsip minimisasi, universitas sebagai produsen pengetahuan dapat diarahkan pada bukti 
yang diperlukan tanpa memperluas pengawasan secara berlebihan. 
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Kinerja universitas sebagai produsen pengetahuan tidak cukup dinilai melalui rata-rata universitas. 
Pemeriksaan universitas sebagai produsen pengetahuan harus membandingkan dampak menurut 
fakultas, jenjang, bahasa, lokasi, akses perangkat, dan kondisi sosial yang relevan. Ketika manfaat 
universitas sebagai produsen pengetahuan terkonsentrasi pada kelompok tertentu, desain perlu 
menyediakan jalur alternatif, peninjauan manusia, serta mekanisme koreksi yang mudah digunakan. 

Pada universitas sebagai produsen pengetahuan, manusia memegang fungsi penafsir dan penjaga 
batas. Bagi pengelolaan universitas sebagai produsen pengetahuan, pengguna perlu mengetahui 
alasan keluaran, tingkat keyakinan, data yang dipakai, dan pilihan ketika hasilnya keliru. Transparansi 
universitas sebagai produsen pengetahuan hanya bernilai bila membantu dosen, mahasiswa, atau 
tenaga kependidikan mengambil tindakan yang lebih baik; daftar istilah teknis saja belum cukup. 

Langkah operasional Bab 5 untuk universitas sebagai produsen pengetahuan ialah menetapkan 
pemilik keputusan, bukti yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan universitas 
sebagai produsen pengetahuan pada konteks Bab 5 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil 
teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

Sintesis Bab 5: Fokus "Riset, Inovasi, dan Pengetahuan Terbuka" menuntut hubungan yang jelas antara 
tujuan, bukti, tindakan, dan evaluasi. Setiap keputusan dalam Bab 5 perlu dibaca bersama dampaknya 
terhadap bab lain, sebab perubahan pada data dapat memengaruhi asesmen, beban dosen, privasi, 
keamanan, dan pengalaman mahasiswa. 

6. Administrasi Cerdas dan Rekayasa Proses 

Administrasi cerdas dimulai dari proses yang dipahami dengan baik, lalu disederhanakan sebelum 
diotomatisasi. 

6.1 Pemetaan proses 

Pengembangan pemetaan proses sebaiknya menggunakan pilot dengan tujuan, baseline, pemilik 
proses, dan kriteria penghentian yang terukur. Selama uji pemetaan proses, universitas mencatat 
manfaat, kesalahan, biaya tersembunyi, perubahan beban kerja, dan tanggapan pengguna. Keputusan 
memperluas pemetaan proses harus lahir dari bukti yang dapat diperiksa, bukan dari tekanan untuk 
tampak inovatif. 

Penerapan pemetaan proses mengubah pembagian kerja antara dosen, peneliti, tenaga 
kependidikan, mahasiswa, vendor, dan pengelola infrastruktur. Ketika menilai pemetaan proses, 
otomasi dapat mengurangi pekerjaan repetitif, tetapi menambah kebutuhan supervisi, pemeliharaan, 
dan penanganan pengecualian. Keberlanjutan pemetaan proses memerlukan waktu kerja, kompetensi, 
dokumentasi, dan penghargaan terhadap aktivitas perawatan. 

Ukuran keberhasilan pemetaan proses adalah kontribusinya pada tujuan universitas: 
pembelajaran yang lebih bermutu, riset yang lebih dapat dipercaya, layanan yang lebih adil, operasi 
yang lebih tangguh, dan manfaat publik yang lebih luas. Dalam pemetaan proses, efisiensi hanyalah 
salah satu indikator. Untuk kebutuhan pemetaan proses, keputusan penting tetap perlu dapat 
dijelaskan, dikoreksi, dan bila perlu dihentikan. 

pemetaan proses menjadi kemampuan kelembagaan ketika universitas dapat membaca 
perbedaan tempo, bahasa, perangkat, dan pengalaman belajar, menafsirkan maknanya, lalu 
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mengubah keputusan secara terukur. Dalam pemetaan proses, nilai AI tidak terletak pada banyaknya 
keluaran, melainkan pada ketepatan masalah yang dibantu. Karena konteks pemetaan proses selalu 
bergerak, hasil sistem harus diperlakukan sebagai bahan pertimbangan yang dapat diperbarui dan 
diaudit. 

Langkah operasional Bab 6 untuk pemetaan proses ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti 
yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan pemetaan proses pada konteks Bab 
6 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

6.2 Otomasi pekerjaan rutin 

otomasi pekerjaan rutin menjadi kemampuan kelembagaan ketika universitas dapat membaca 
capaian pembelajaran, prasyarat, dan bukti penguasaan, menafsirkan maknanya, lalu mengubah 
keputusan secara terukur. Dalam otomasi pekerjaan rutin, nilai AI tidak terletak pada banyaknya 
keluaran, melainkan pada ketepatan masalah yang dibantu. Karena konteks otomasi pekerjaan rutin 
selalu bergerak, hasil sistem harus diperlakukan sebagai bahan pertimbangan yang dapat diperbarui 
dan diaudit. 

Tantangan otomasi pekerjaan rutin biasanya bukan ketiadaan data, melainkan ketidakjelasan 
tujuan yang hendak dicapai. Pada otomasi pekerjaan rutin, pimpinan perlu membedakan kebutuhan 
akademik, kebutuhan operasional, dan kepentingan pemangku kepentingan. AI boleh menyaring pola 
dalam otomasi pekerjaan rutin, tetapi penetapan prioritas tetap memerlukan pengetahuan lokal, 
dialog, dan pertanggungjawaban manusia. 

Pembacaan terhadap otomasi pekerjaan rutin perlu memisahkan gejala dari penyebab. Untuk 
kebutuhan otomasi pekerjaan rutin, perubahan pada perbedaan tempo, bahasa, perangkat, dan 
pengalaman belajar dapat berkaitan dengan desain proses, sumber daya, kebijakan, perilaku 
pengguna, atau kondisi eksternal. Model untuk otomasi pekerjaan rutin membantu menemukan 
kemungkinan hubungan, sedangkan verifikasi lapangan menentukan tindakan. Pada penerapan 
otomasi pekerjaan rutin, cara ini mencegah label statistik berubah menjadi keputusan institusional 
yang terlalu cepat. 

Rancangan otomasi pekerjaan rutin akan lebih kokoh jika disusun sebagai siklus: menetapkan 
tujuan, menguji intervensi, mengamati hasil, dan merevisi asumsi. Setiap putaran otomasi pekerjaan 
rutin memperkaya pemahaman tentang kecocokan teknologi dengan pekerjaan nyata. Dokumentasi 
diperlukan agar perubahan pada otomasi pekerjaan rutin dapat ditelusuri, dibandingkan, dan dipelajari 
oleh unit lain. 

Langkah operasional Bab 6 untuk otomasi pekerjaan rutin ialah menetapkan pemilik keputusan, 
bukti yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan otomasi pekerjaan rutin pada 
konteks Bab 6 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan 
berdasarkan pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

6.3 Layanan tanpa loket 

Rancangan layanan tanpa loket akan lebih kokoh jika disusun sebagai siklus: menetapkan tujuan, 
menguji intervensi, mengamati hasil, dan merevisi asumsi. Setiap putaran layanan tanpa loket 
memperkaya pemahaman tentang kecocokan teknologi dengan pekerjaan nyata. Dokumentasi 
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diperlukan agar perubahan pada layanan tanpa loket dapat ditelusuri, dibandingkan, dan dipelajari oleh 
unit lain. 

Pilihan pada layanan tanpa loket mengandung pertukaran antara kecepatan, biaya, ketepatan, 
keterjelasan, dan perlindungan. Sistem layanan tanpa loket yang sangat rinci mungkin membutuhkan 
data dan pemeliharaan besar. Bagi pengelolaan layanan tanpa loket, pendekatan yang lebih sederhana 
bisa lebih mudah diawasi, terutama ketika kapasitas unit masih terbatas. Ukuran proporsional untuk 
layanan tanpa loket adalah manfaat yang benar-benar diterima pengguna dibandingkan risiko yang 
ditanggung. 

Kasus layanan tanpa loket dapat dimulai dari satu proses yang memiliki pemilik, pengguna, dan 
hasil yang jelas. Bagi pengelolaan layanan tanpa loket, misalnya, kualitas umpan balik dan kesempatan 
memperbaiki kesalahan dipetakan untuk menemukan titik tunggu, kesalahan, dan kesempatan 
intervensi. Pada tahap berikutnya, AI dalam layanan tanpa loket diuji sebagai bantuan terbatas; 
keputusan akhir tetap mengikuti aturan akademik, bukti, dan mekanisme banding. 

Kualitas layanan tanpa loket sangat bergantung pada kualitas data yang mendasarinya. Data untuk 
layanan tanpa loket perlu memiliki asal-usul, definisi, waktu pengambilan, tingkat ketidakpastian, dan 
batas pemakaian. Ketika menilai layanan tanpa loket, perekaman otomatis tidak menjadikan setiap 
jejak relevan. Dengan prinsip minimisasi, layanan tanpa loket dapat diarahkan pada bukti yang 
diperlukan tanpa memperluas pengawasan secara berlebihan. 

Langkah operasional Bab 6 untuk layanan tanpa loket ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti 
yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan layanan tanpa loket pada konteks 
Bab 6 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

6.4 Keuangan dan pengadaan 

Kualitas keuangan dan pengadaan sangat bergantung pada kualitas data yang mendasarinya. Data 
untuk keuangan dan pengadaan perlu memiliki asal-usul, definisi, waktu pengambilan, tingkat 
ketidakpastian, dan batas pemakaian. Bagi pengelolaan keuangan dan pengadaan, perekaman 
otomatis tidak menjadikan setiap jejak relevan. Dengan prinsip minimisasi, keuangan dan pengadaan 
dapat diarahkan pada bukti yang diperlukan tanpa memperluas pengawasan secara berlebihan. 

Kinerja keuangan dan pengadaan tidak cukup dinilai melalui rata-rata universitas. Pemeriksaan 
keuangan dan pengadaan harus membandingkan dampak menurut fakultas, jenjang, bahasa, lokasi, 
akses perangkat, dan kondisi sosial yang relevan. Ketika manfaat keuangan dan pengadaan 
terkonsentrasi pada kelompok tertentu, desain perlu menyediakan jalur alternatif, peninjauan manusia, 
serta mekanisme koreksi yang mudah digunakan. 

Pada keuangan dan pengadaan, manusia memegang fungsi penafsir dan penjaga batas. Pada 
penerapan keuangan dan pengadaan, pengguna perlu mengetahui alasan keluaran, tingkat keyakinan, 
data yang dipakai, dan pilihan ketika hasilnya keliru. Transparansi keuangan dan pengadaan hanya 
bernilai bila membantu dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan mengambil tindakan yang lebih 
baik; daftar istilah teknis saja belum cukup. 

Pengembangan keuangan dan pengadaan sebaiknya menggunakan pilot dengan tujuan, baseline, 
pemilik proses, dan kriteria penghentian yang terukur. Selama uji keuangan dan pengadaan, universitas 
mencatat manfaat, kesalahan, biaya tersembunyi, perubahan beban kerja, dan tanggapan pengguna. 
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Keputusan memperluas keuangan dan pengadaan harus lahir dari bukti yang dapat diperiksa, bukan 
dari tekanan untuk tampak inovatif. 

Langkah operasional Bab 6 untuk keuangan dan pengadaan ialah menetapkan pemilik keputusan, 
bukti yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan keuangan dan pengadaan 
pada konteks Bab 6 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan 
berdasarkan pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

6.5 SDM dan talenta 

Pengembangan sdm dan talenta sebaiknya menggunakan pilot dengan tujuan, baseline, pemilik 
proses, dan kriteria penghentian yang terukur. Selama uji sdm dan talenta, universitas mencatat 
manfaat, kesalahan, biaya tersembunyi, perubahan beban kerja, dan tanggapan pengguna. Keputusan 
memperluas sdm dan talenta harus lahir dari bukti yang dapat diperiksa, bukan dari tekanan untuk 
tampak inovatif. 

Penerapan sdm dan talenta mengubah pembagian kerja antara dosen, peneliti, tenaga 
kependidikan, mahasiswa, vendor, dan pengelola infrastruktur. Pada penerapan sdm dan talenta, 
otomasi dapat mengurangi pekerjaan repetitif, tetapi menambah kebutuhan supervisi, pemeliharaan, 
dan penanganan pengecualian. Keberlanjutan sdm dan talenta memerlukan waktu kerja, kompetensi, 
dokumentasi, dan penghargaan terhadap aktivitas perawatan. 

Ukuran keberhasilan sdm dan talenta adalah kontribusinya pada tujuan universitas: pembelajaran 
yang lebih bermutu, riset yang lebih dapat dipercaya, layanan yang lebih adil, operasi yang lebih 
tangguh, dan manfaat publik yang lebih luas. Dalam sdm dan talenta, efisiensi hanyalah salah satu 
indikator. Dalam konteks sdm dan talenta, keputusan penting tetap perlu dapat dijelaskan, dikoreksi, 
dan bila perlu dihentikan. 

sdm dan talenta menjadi kemampuan kelembagaan ketika universitas dapat membaca koordinasi 
dosen, unit akademik, pengelola data, dan tenaga kependidikan, menafsirkan maknanya, lalu 
mengubah keputusan secara terukur. Dalam sdm dan talenta, nilai AI tidak terletak pada banyaknya 
keluaran, melainkan pada ketepatan masalah yang dibantu. Karena konteks sdm dan talenta selalu 
bergerak, hasil sistem harus diperlakukan sebagai bahan pertimbangan yang dapat diperbarui dan 
diaudit. 

Langkah operasional Bab 6 untuk sdm dan talenta ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti yang 
diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan sdm dan talenta pada konteks Bab 6 juga 
perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

6.6 Dokumen dan pengetahuan 

dokumen dan pengetahuan menjadi kemampuan kelembagaan ketika universitas dapat membaca 
keseimbangan antara efisiensi, agensi, dan tanggung jawab manusia, menafsirkan maknanya, lalu 
mengubah keputusan secara terukur. Dalam dokumen dan pengetahuan, nilai AI tidak terletak pada 
banyaknya keluaran, melainkan pada ketepatan masalah yang dibantu. Karena konteks dokumen dan 
pengetahuan selalu bergerak, hasil sistem harus diperlakukan sebagai bahan pertimbangan yang dapat 
diperbarui dan diaudit. 
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Tantangan dokumen dan pengetahuan biasanya bukan ketiadaan data, melainkan ketidakjelasan 
tujuan yang hendak dicapai. Pada dokumen dan pengetahuan, pimpinan perlu membedakan 
kebutuhan akademik, kebutuhan operasional, dan kepentingan pemangku kepentingan. AI boleh 
menyaring pola dalam dokumen dan pengetahuan, tetapi penetapan prioritas tetap memerlukan 
pengetahuan lokal, dialog, dan pertanggungjawaban manusia. 

Pembacaan terhadap dokumen dan pengetahuan perlu memisahkan gejala dari penyebab. Dalam 
konteks dokumen dan pengetahuan, perubahan pada koordinasi dosen, unit akademik, pengelola data, 
dan tenaga kependidikan dapat berkaitan dengan desain proses, sumber daya, kebijakan, perilaku 
pengguna, atau kondisi eksternal. Model untuk dokumen dan pengetahuan membantu menemukan 
kemungkinan hubungan, sedangkan verifikasi lapangan menentukan tindakan. Bagi pengelolaan 
dokumen dan pengetahuan, cara ini mencegah label statistik berubah menjadi keputusan institusional 
yang terlalu cepat. 

Rancangan dokumen dan pengetahuan akan lebih kokoh jika disusun sebagai siklus: menetapkan 
tujuan, menguji intervensi, mengamati hasil, dan merevisi asumsi. Setiap putaran dokumen dan 
pengetahuan memperkaya pemahaman tentang kecocokan teknologi dengan pekerjaan nyata. 
Dokumentasi diperlukan agar perubahan pada dokumen dan pengetahuan dapat ditelusuri, 
dibandingkan, dan dipelajari oleh unit lain. 

Langkah operasional Bab 6 untuk dokumen dan pengetahuan ialah menetapkan pemilik 
keputusan, bukti yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan dokumen dan 
pengetahuan pada konteks Bab 6 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat 
diperdebatkan berdasarkan pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

6.7 Interoperabilitas layanan 

Rancangan interoperabilitas layanan akan lebih kokoh jika disusun sebagai siklus: menetapkan 
tujuan, menguji intervensi, mengamati hasil, dan merevisi asumsi. Setiap putaran interoperabilitas 
layanan memperkaya pemahaman tentang kecocokan teknologi dengan pekerjaan nyata. Dokumentasi 
diperlukan agar perubahan pada interoperabilitas layanan dapat ditelusuri, dibandingkan, dan 
dipelajari oleh unit lain. 

Pilihan pada interoperabilitas layanan mengandung pertukaran antara kecepatan, biaya, 
ketepatan, keterjelasan, dan perlindungan. Sistem interoperabilitas layanan yang sangat rinci mungkin 
membutuhkan data dan pemeliharaan besar. Untuk kebutuhan interoperabilitas layanan, pendekatan 
yang lebih sederhana bisa lebih mudah diawasi, terutama ketika kapasitas unit masih terbatas. Ukuran 
proporsional untuk interoperabilitas layanan adalah manfaat yang benar-benar diterima pengguna 
dibandingkan risiko yang ditanggung. 

Kasus interoperabilitas layanan dapat dimulai dari satu proses yang memiliki pemilik, pengguna, 
dan hasil yang jelas. Untuk kebutuhan interoperabilitas layanan, misalnya, indikator yang membantu 
organisasi belajar dari keputusan sebelumnya dipetakan untuk menemukan titik tunggu, kesalahan, 
dan kesempatan intervensi. Pada tahap berikutnya, AI dalam interoperabilitas layanan diuji sebagai 
bantuan terbatas; keputusan akhir tetap mengikuti aturan akademik, bukti, dan mekanisme banding. 

Kualitas interoperabilitas layanan sangat bergantung pada kualitas data yang mendasarinya. Data 
untuk interoperabilitas layanan perlu memiliki asal-usul, definisi, waktu pengambilan, tingkat 
ketidakpastian, dan batas pemakaian. Pada penerapan interoperabilitas layanan, perekaman otomatis 
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tidak menjadikan setiap jejak relevan. Dengan prinsip minimisasi, interoperabilitas layanan dapat 
diarahkan pada bukti yang diperlukan tanpa memperluas pengawasan secara berlebihan. 

Langkah operasional Bab 6 untuk interoperabilitas layanan ialah menetapkan pemilik keputusan, 
bukti yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan interoperabilitas layanan pada 
konteks Bab 6 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan 
berdasarkan pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

6.8 Ketahanan proses 

Kualitas ketahanan proses sangat bergantung pada kualitas data yang mendasarinya. Data untuk 
ketahanan proses perlu memiliki asal-usul, definisi, waktu pengambilan, tingkat ketidakpastian, dan 
batas pemakaian. Untuk kebutuhan ketahanan proses, perekaman otomatis tidak menjadikan setiap 
jejak relevan. Dengan prinsip minimisasi, ketahanan proses dapat diarahkan pada bukti yang 
diperlukan tanpa memperluas pengawasan secara berlebihan. 

Kinerja ketahanan proses tidak cukup dinilai melalui rata-rata universitas. Pemeriksaan ketahanan 
proses harus membandingkan dampak menurut fakultas, jenjang, bahasa, lokasi, akses perangkat, dan 
kondisi sosial yang relevan. Ketika manfaat ketahanan proses terkonsentrasi pada kelompok tertentu, 
desain perlu menyediakan jalur alternatif, peninjauan manusia, serta mekanisme koreksi yang mudah 
digunakan. 

Pada ketahanan proses, manusia memegang fungsi penafsir dan penjaga batas. Bagi pengelolaan 
ketahanan proses, pengguna perlu mengetahui alasan keluaran, tingkat keyakinan, data yang dipakai, 
dan pilihan ketika hasilnya keliru. Transparansi ketahanan proses hanya bernilai bila membantu dosen, 
mahasiswa, atau tenaga kependidikan mengambil tindakan yang lebih baik; daftar istilah teknis saja 
belum cukup. 

Pengembangan ketahanan proses sebaiknya menggunakan pilot dengan tujuan, baseline, pemilik 
proses, dan kriteria penghentian yang terukur. Selama uji ketahanan proses, universitas mencatat 
manfaat, kesalahan, biaya tersembunyi, perubahan beban kerja, dan tanggapan pengguna. Keputusan 
memperluas ketahanan proses harus lahir dari bukti yang dapat diperiksa, bukan dari tekanan untuk 
tampak inovatif. 

Langkah operasional Bab 6 untuk ketahanan proses ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti 
yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan ketahanan proses pada konteks Bab 
6 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

Sintesis Bab 6: Fokus "Administrasi Cerdas dan Rekayasa Proses" menuntut hubungan yang jelas 
antara tujuan, bukti, tindakan, dan evaluasi. Setiap keputusan dalam Bab 6 perlu dibaca bersama 
dampaknya terhadap bab lain, sebab perubahan pada data dapat memengaruhi asesmen, beban 
dosen, privasi, keamanan, dan pengalaman mahasiswa. 

7. Fondasi Data, Interoperabilitas, dan Digital Twin 

Fondasi data menentukan apakah layanan AI dapat dipercaya, dipertukarkan, dijelaskan, dan 
dipelihara dalam jangka panjang. 
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7.1 Data sebagai infrastruktur 

Penerapan data sebagai infrastruktur mengubah pembagian kerja antara dosen, peneliti, tenaga 
kependidikan, mahasiswa, vendor, dan pengelola infrastruktur. Ketika menilai data sebagai 
infrastruktur, otomasi dapat mengurangi pekerjaan repetitif, tetapi menambah kebutuhan supervisi, 
pemeliharaan, dan penanganan pengecualian. Keberlanjutan data sebagai infrastruktur memerlukan 
waktu kerja, kompetensi, dokumentasi, dan penghargaan terhadap aktivitas perawatan. 

Ukuran keberhasilan data sebagai infrastruktur adalah kontribusinya pada tujuan universitas: 
pembelajaran yang lebih bermutu, riset yang lebih dapat dipercaya, layanan yang lebih adil, operasi 
yang lebih tangguh, dan manfaat publik yang lebih luas. Dalam data sebagai infrastruktur, efisiensi 
hanyalah salah satu indikator. Untuk kebutuhan data sebagai infrastruktur, keputusan penting tetap 
perlu dapat dijelaskan, dikoreksi, dan bila perlu dihentikan. 

data sebagai infrastruktur menjadi kemampuan kelembagaan ketika universitas dapat membaca 
perbedaan tempo, bahasa, perangkat, dan pengalaman belajar, menafsirkan maknanya, lalu 
mengubah keputusan secara terukur. Dalam data sebagai infrastruktur, nilai AI tidak terletak pada 
banyaknya keluaran, melainkan pada ketepatan masalah yang dibantu. Karena konteks data sebagai 
infrastruktur selalu bergerak, hasil sistem harus diperlakukan sebagai bahan pertimbangan yang dapat 
diperbarui dan diaudit. 

Tantangan data sebagai infrastruktur biasanya bukan ketiadaan data, melainkan ketidakjelasan 
tujuan yang hendak dicapai. Pada data sebagai infrastruktur, pimpinan perlu membedakan kebutuhan 
akademik, kebutuhan operasional, dan kepentingan pemangku kepentingan. AI boleh menyaring pola 
dalam data sebagai infrastruktur, tetapi penetapan prioritas tetap memerlukan pengetahuan lokal, 
dialog, dan pertanggungjawaban manusia. 

Langkah operasional Bab 7 untuk data sebagai infrastruktur ialah menetapkan pemilik keputusan, 
bukti yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan data sebagai infrastruktur 
pada konteks Bab 7 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan 
berdasarkan pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

7.2 Arsitektur enterprise 

Tantangan arsitektur enterprise biasanya bukan ketiadaan data, melainkan ketidakjelasan tujuan 
yang hendak dicapai. Pada arsitektur enterprise, pimpinan perlu membedakan kebutuhan akademik, 
kebutuhan operasional, dan kepentingan pemangku kepentingan. AI boleh menyaring pola dalam 
arsitektur enterprise, tetapi penetapan prioritas tetap memerlukan pengetahuan lokal, dialog, dan 
pertanggungjawaban manusia. 

Pembacaan terhadap arsitektur enterprise perlu memisahkan gejala dari penyebab. Untuk 
kebutuhan arsitektur enterprise, perubahan pada perbedaan tempo, bahasa, perangkat, dan 
pengalaman belajar dapat berkaitan dengan desain proses, sumber daya, kebijakan, perilaku 
pengguna, atau kondisi eksternal. Model untuk arsitektur enterprise membantu menemukan 
kemungkinan hubungan, sedangkan verifikasi lapangan menentukan tindakan. Pada penerapan 
arsitektur enterprise, cara ini mencegah label statistik berubah menjadi keputusan institusional yang 
terlalu cepat. 
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Rancangan arsitektur enterprise akan lebih kokoh jika disusun sebagai siklus: menetapkan tujuan, 
menguji intervensi, mengamati hasil, dan merevisi asumsi. Setiap putaran arsitektur enterprise 
memperkaya pemahaman tentang kecocokan teknologi dengan pekerjaan nyata. Dokumentasi 
diperlukan agar perubahan pada arsitektur enterprise dapat ditelusuri, dibandingkan, dan dipelajari 
oleh unit lain. 

Pilihan pada arsitektur enterprise mengandung pertukaran antara kecepatan, biaya, ketepatan, 
keterjelasan, dan perlindungan. Sistem arsitektur enterprise yang sangat rinci mungkin membutuhkan 
data dan pemeliharaan besar. Ketika menilai arsitektur enterprise, pendekatan yang lebih sederhana 
bisa lebih mudah diawasi, terutama ketika kapasitas unit masih terbatas. Ukuran proporsional untuk 
arsitektur enterprise adalah manfaat yang benar-benar diterima pengguna dibandingkan risiko yang 
ditanggung. 

Langkah operasional Bab 7 untuk arsitektur enterprise ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti 
yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan arsitektur enterprise pada konteks 
Bab 7 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

7.3 Identitas digital 

Pilihan pada identitas digital mengandung pertukaran antara kecepatan, biaya, ketepatan, 
keterjelasan, dan perlindungan. Sistem identitas digital yang sangat rinci mungkin membutuhkan data 
dan pemeliharaan besar. Bagi pengelolaan identitas digital, pendekatan yang lebih sederhana bisa 
lebih mudah diawasi, terutama ketika kapasitas unit masih terbatas. Ukuran proporsional untuk 
identitas digital adalah manfaat yang benar-benar diterima pengguna dibandingkan risiko yang 
ditanggung. 

Kasus identitas digital dapat dimulai dari satu proses yang memiliki pemilik, pengguna, dan hasil 
yang jelas. Bagi pengelolaan identitas digital, misalnya, kualitas umpan balik dan kesempatan 
memperbaiki kesalahan dipetakan untuk menemukan titik tunggu, kesalahan, dan kesempatan 
intervensi. Pada tahap berikutnya, AI dalam identitas digital diuji sebagai bantuan terbatas; keputusan 
akhir tetap mengikuti aturan akademik, bukti, dan mekanisme banding. 

Kualitas identitas digital sangat bergantung pada kualitas data yang mendasarinya. Data untuk 
identitas digital perlu memiliki asal-usul, definisi, waktu pengambilan, tingkat ketidakpastian, dan 
batas pemakaian. Ketika menilai identitas digital, perekaman otomatis tidak menjadikan setiap jejak 
relevan. Dengan prinsip minimisasi, identitas digital dapat diarahkan pada bukti yang diperlukan tanpa 
memperluas pengawasan secara berlebihan. 

Kinerja identitas digital tidak cukup dinilai melalui rata-rata universitas. Pemeriksaan identitas 
digital harus membandingkan dampak menurut fakultas, jenjang, bahasa, lokasi, akses perangkat, dan 
kondisi sosial yang relevan. Ketika manfaat identitas digital terkonsentrasi pada kelompok tertentu, 
desain perlu menyediakan jalur alternatif, peninjauan manusia, serta mekanisme koreksi yang mudah 
digunakan. 

Langkah operasional Bab 7 untuk identitas digital ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti yang 
diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan identitas digital pada konteks Bab 7 juga 
perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 
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7.4 Metadata dan lineage 

Kinerja metadata dan lineage tidak cukup dinilai melalui rata-rata universitas. Pemeriksaan 
metadata dan lineage harus membandingkan dampak menurut fakultas, jenjang, bahasa, lokasi, akses 
perangkat, dan kondisi sosial yang relevan. Ketika manfaat metadata dan lineage terkonsentrasi pada 
kelompok tertentu, desain perlu menyediakan jalur alternatif, peninjauan manusia, serta mekanisme 
koreksi yang mudah digunakan. 

Pada metadata dan lineage, manusia memegang fungsi penafsir dan penjaga batas. Pada 
penerapan metadata dan lineage, pengguna perlu mengetahui alasan keluaran, tingkat keyakinan, data 
yang dipakai, dan pilihan ketika hasilnya keliru. Transparansi metadata dan lineage hanya bernilai bila 
membantu dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan mengambil tindakan yang lebih baik; daftar 
istilah teknis saja belum cukup. 

Pengembangan metadata dan lineage sebaiknya menggunakan pilot dengan tujuan, baseline, 
pemilik proses, dan kriteria penghentian yang terukur. Selama uji metadata dan lineage, universitas 
mencatat manfaat, kesalahan, biaya tersembunyi, perubahan beban kerja, dan tanggapan pengguna. 
Keputusan memperluas metadata dan lineage harus lahir dari bukti yang dapat diperiksa, bukan dari 
tekanan untuk tampak inovatif. 

Penerapan metadata dan lineage mengubah pembagian kerja antara dosen, peneliti, tenaga 
kependidikan, mahasiswa, vendor, dan pengelola infrastruktur. Dalam konteks metadata dan lineage, 
otomasi dapat mengurangi pekerjaan repetitif, tetapi menambah kebutuhan supervisi, pemeliharaan, 
dan penanganan pengecualian. Keberlanjutan metadata dan lineage memerlukan waktu kerja, 
kompetensi, dokumentasi, dan penghargaan terhadap aktivitas perawatan. 

Langkah operasional Bab 7 untuk metadata dan lineage ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti 
yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan metadata dan lineage pada konteks 
Bab 7 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

7.5 Interoperabilitas 

Penerapan interoperabilitas mengubah pembagian kerja antara dosen, peneliti, tenaga 
kependidikan, mahasiswa, vendor, dan pengelola infrastruktur. Pada penerapan interoperabilitas, 
otomasi dapat mengurangi pekerjaan repetitif, tetapi menambah kebutuhan supervisi, pemeliharaan, 
dan penanganan pengecualian. Keberlanjutan interoperabilitas memerlukan waktu kerja, kompetensi, 
dokumentasi, dan penghargaan terhadap aktivitas perawatan. 

Ukuran keberhasilan interoperabilitas adalah kontribusinya pada tujuan universitas: pembelajaran 
yang lebih bermutu, riset yang lebih dapat dipercaya, layanan yang lebih adil, operasi yang lebih 
tangguh, dan manfaat publik yang lebih luas. Dalam interoperabilitas, efisiensi hanyalah salah satu 
indikator. Dalam konteks interoperabilitas, keputusan penting tetap perlu dapat dijelaskan, dikoreksi, 
dan bila perlu dihentikan. 

interoperabilitas menjadi kemampuan kelembagaan ketika universitas dapat membaca koordinasi 
dosen, unit akademik, pengelola data, dan tenaga kependidikan, menafsirkan maknanya, lalu 
mengubah keputusan secara terukur. Dalam interoperabilitas, nilai AI tidak terletak pada banyaknya 
keluaran, melainkan pada ketepatan masalah yang dibantu. Karena konteks interoperabilitas selalu 
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bergerak, hasil sistem harus diperlakukan sebagai bahan pertimbangan yang dapat diperbarui dan 
diaudit. 

Tantangan interoperabilitas biasanya bukan ketiadaan data, melainkan ketidakjelasan tujuan yang 
hendak dicapai. Pada interoperabilitas, pimpinan perlu membedakan kebutuhan akademik, kebutuhan 
operasional, dan kepentingan pemangku kepentingan. AI boleh menyaring pola dalam interoperabilitas, 
tetapi penetapan prioritas tetap memerlukan pengetahuan lokal, dialog, dan pertanggungjawaban 
manusia. 

Langkah operasional Bab 7 untuk interoperabilitas ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti yang 
diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan interoperabilitas pada konteks Bab 7 juga 
perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

7.6 Knowledge graph 

Tantangan knowledge graph biasanya bukan ketiadaan data, melainkan ketidakjelasan tujuan yang 
hendak dicapai. Pada knowledge graph, pimpinan perlu membedakan kebutuhan akademik, kebutuhan 
operasional, dan kepentingan pemangku kepentingan. AI boleh menyaring pola dalam knowledge 
graph, tetapi penetapan prioritas tetap memerlukan pengetahuan lokal, dialog, dan 
pertanggungjawaban manusia. 

Pembacaan terhadap knowledge graph perlu memisahkan gejala dari penyebab. Dalam konteks 
knowledge graph, perubahan pada koordinasi dosen, unit akademik, pengelola data, dan tenaga 
kependidikan dapat berkaitan dengan desain proses, sumber daya, kebijakan, perilaku pengguna, atau 
kondisi eksternal. Model untuk knowledge graph membantu menemukan kemungkinan hubungan, 
sedangkan verifikasi lapangan menentukan tindakan. Bagi pengelolaan knowledge graph, cara ini 
mencegah label statistik berubah menjadi keputusan institusional yang terlalu cepat. 

Rancangan knowledge graph akan lebih kokoh jika disusun sebagai siklus: menetapkan tujuan, 
menguji intervensi, mengamati hasil, dan merevisi asumsi. Setiap putaran knowledge graph 
memperkaya pemahaman tentang kecocokan teknologi dengan pekerjaan nyata. Dokumentasi 
diperlukan agar perubahan pada knowledge graph dapat ditelusuri, dibandingkan, dan dipelajari oleh 
unit lain. 

Pilihan pada knowledge graph mengandung pertukaran antara kecepatan, biaya, ketepatan, 
keterjelasan, dan perlindungan. Sistem knowledge graph yang sangat rinci mungkin membutuhkan data 
dan pemeliharaan besar. Pada penerapan knowledge graph, pendekatan yang lebih sederhana bisa 
lebih mudah diawasi, terutama ketika kapasitas unit masih terbatas. Ukuran proporsional untuk 
knowledge graph adalah manfaat yang benar-benar diterima pengguna dibandingkan risiko yang 
ditanggung. 

Langkah operasional Bab 7 untuk knowledge graph ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti 
yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan knowledge graph pada konteks Bab 
7 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 
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7.7 Digital twin universitas 

Pilihan pada digital twin universitas mengandung pertukaran antara kecepatan, biaya, ketepatan, 
keterjelasan, dan perlindungan. Sistem digital twin universitas yang sangat rinci mungkin 
membutuhkan data dan pemeliharaan besar. Untuk kebutuhan digital twin universitas, pendekatan 
yang lebih sederhana bisa lebih mudah diawasi, terutama ketika kapasitas unit masih terbatas. Ukuran 
proporsional untuk digital twin universitas adalah manfaat yang benar-benar diterima pengguna 
dibandingkan risiko yang ditanggung. 

Kasus digital twin universitas dapat dimulai dari satu proses yang memiliki pemilik, pengguna, dan 
hasil yang jelas. Untuk kebutuhan digital twin universitas, misalnya, indikator yang membantu 
organisasi belajar dari keputusan sebelumnya dipetakan untuk menemukan titik tunggu, kesalahan, 
dan kesempatan intervensi. Pada tahap berikutnya, AI dalam digital twin universitas diuji sebagai 
bantuan terbatas; keputusan akhir tetap mengikuti aturan akademik, bukti, dan mekanisme banding. 

Kualitas digital twin universitas sangat bergantung pada kualitas data yang mendasarinya. Data 
untuk digital twin universitas perlu memiliki asal-usul, definisi, waktu pengambilan, tingkat 
ketidakpastian, dan batas pemakaian. Pada penerapan digital twin universitas, perekaman otomatis 
tidak menjadikan setiap jejak relevan. Dengan prinsip minimisasi, digital twin universitas dapat 
diarahkan pada bukti yang diperlukan tanpa memperluas pengawasan secara berlebihan. 

Kinerja digital twin universitas tidak cukup dinilai melalui rata-rata universitas. Pemeriksaan digital 
twin universitas harus membandingkan dampak menurut fakultas, jenjang, bahasa, lokasi, akses 
perangkat, dan kondisi sosial yang relevan. Ketika manfaat digital twin universitas terkonsentrasi pada 
kelompok tertentu, desain perlu menyediakan jalur alternatif, peninjauan manusia, serta mekanisme 
koreksi yang mudah digunakan. 

Langkah operasional Bab 7 untuk digital twin universitas ialah menetapkan pemilik keputusan, 
bukti yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan digital twin universitas pada 
konteks Bab 7 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan 
berdasarkan pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

7.8 Kualitas dan kepemilikan data 

Kinerja kualitas dan kepemilikan data tidak cukup dinilai melalui rata-rata universitas. Pemeriksaan 
kualitas dan kepemilikan data harus membandingkan dampak menurut fakultas, jenjang, bahasa, 
lokasi, akses perangkat, dan kondisi sosial yang relevan. Ketika manfaat kualitas dan kepemilikan data 
terkonsentrasi pada kelompok tertentu, desain perlu menyediakan jalur alternatif, peninjauan manusia, 
serta mekanisme koreksi yang mudah digunakan. 

Pada kualitas dan kepemilikan data, manusia memegang fungsi penafsir dan penjaga batas. Bagi 
pengelolaan kualitas dan kepemilikan data, pengguna perlu mengetahui alasan keluaran, tingkat 
keyakinan, data yang dipakai, dan pilihan ketika hasilnya keliru. Transparansi kualitas dan kepemilikan 
data hanya bernilai bila membantu dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan mengambil tindakan 
yang lebih baik; daftar istilah teknis saja belum cukup. 

Pengembangan kualitas dan kepemilikan data sebaiknya menggunakan pilot dengan tujuan, 
baseline, pemilik proses, dan kriteria penghentian yang terukur. Selama uji kualitas dan kepemilikan 
data, universitas mencatat manfaat, kesalahan, biaya tersembunyi, perubahan beban kerja, dan 
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tanggapan pengguna. Keputusan memperluas kualitas dan kepemilikan data harus lahir dari bukti yang 
dapat diperiksa, bukan dari tekanan untuk tampak inovatif. 

Penerapan kualitas dan kepemilikan data mengubah pembagian kerja antara dosen, peneliti, 
tenaga kependidikan, mahasiswa, vendor, dan pengelola infrastruktur. Ketika menilai kualitas dan 
kepemilikan data, otomasi dapat mengurangi pekerjaan repetitif, tetapi menambah kebutuhan 
supervisi, pemeliharaan, dan penanganan pengecualian. Keberlanjutan kualitas dan kepemilikan data 
memerlukan waktu kerja, kompetensi, dokumentasi, dan penghargaan terhadap aktivitas perawatan. 

Langkah operasional Bab 7 untuk kualitas dan kepemilikan data ialah menetapkan pemilik 
keputusan, bukti yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan kualitas dan 
kepemilikan data pada konteks Bab 7 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi 
dapat diperdebatkan berdasarkan pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

Sintesis Bab 7: Fokus "Fondasi Data, Interoperabilitas, dan Digital Twin" menuntut hubungan yang jelas 
antara tujuan, bukti, tindakan, dan evaluasi. Setiap keputusan dalam Bab 7 perlu dibaca bersama 
dampaknya terhadap bab lain, sebab perubahan pada data dapat memengaruhi asesmen, beban 
dosen, privasi, keamanan, dan pengalaman mahasiswa. 

8. Infrastruktur AI, Keamanan, dan Ketahanan Digital 
Teknologi yang kuat harus disertai keamanan, ketahanan, efisiensi, dan kemampuan pulih ketika 

layanan terganggu. 

8.1 Komputasi dan jaringan 

Ukuran keberhasilan komputasi dan jaringan adalah kontribusinya pada tujuan universitas: 
pembelajaran yang lebih bermutu, riset yang lebih dapat dipercaya, layanan yang lebih adil, operasi 
yang lebih tangguh, dan manfaat publik yang lebih luas. Dalam komputasi dan jaringan, efisiensi 
hanyalah salah satu indikator. Untuk kebutuhan komputasi dan jaringan, keputusan penting tetap perlu 
dapat dijelaskan, dikoreksi, dan bila perlu dihentikan. 

komputasi dan jaringan menjadi kemampuan kelembagaan ketika universitas dapat membaca 
perbedaan tempo, bahasa, perangkat, dan pengalaman belajar, menafsirkan maknanya, lalu 
mengubah keputusan secara terukur. Dalam komputasi dan jaringan, nilai AI tidak terletak pada 
banyaknya keluaran, melainkan pada ketepatan masalah yang dibantu. Karena konteks komputasi dan 
jaringan selalu bergerak, hasil sistem harus diperlakukan sebagai bahan pertimbangan yang dapat 
diperbarui dan diaudit. 

Tantangan komputasi dan jaringan biasanya bukan ketiadaan data, melainkan ketidakjelasan 
tujuan yang hendak dicapai. Pada komputasi dan jaringan, pimpinan perlu membedakan kebutuhan 
akademik, kebutuhan operasional, dan kepentingan pemangku kepentingan. AI boleh menyaring pola 
dalam komputasi dan jaringan, tetapi penetapan prioritas tetap memerlukan pengetahuan lokal, dialog, 
dan pertanggungjawaban manusia. 

Pembacaan terhadap komputasi dan jaringan perlu memisahkan gejala dari penyebab. Pada 
penerapan komputasi dan jaringan, perubahan pada keseimbangan antara efisiensi, agensi, dan 
tanggung jawab manusia dapat berkaitan dengan desain proses, sumber daya, kebijakan, perilaku 
pengguna, atau kondisi eksternal. Model untuk komputasi dan jaringan membantu menemukan 
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kemungkinan hubungan, sedangkan verifikasi lapangan menentukan tindakan. Dalam konteks 
komputasi dan jaringan, cara ini mencegah label statistik berubah menjadi keputusan institusional 
yang terlalu cepat. 

Langkah operasional Bab 8 untuk komputasi dan jaringan ialah menetapkan pemilik keputusan, 
bukti yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan komputasi dan jaringan pada 
konteks Bab 8 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan 
berdasarkan pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

8.2 Cloud dan edge 

Pembacaan terhadap cloud dan edge perlu memisahkan gejala dari penyebab. Untuk kebutuhan 
cloud dan edge, perubahan pada perbedaan tempo, bahasa, perangkat, dan pengalaman belajar dapat 
berkaitan dengan desain proses, sumber daya, kebijakan, perilaku pengguna, atau kondisi eksternal. 
Model untuk cloud dan edge membantu menemukan kemungkinan hubungan, sedangkan verifikasi 
lapangan menentukan tindakan. Pada penerapan cloud dan edge, cara ini mencegah label statistik 
berubah menjadi keputusan institusional yang terlalu cepat. 

Rancangan cloud dan edge akan lebih kokoh jika disusun sebagai siklus: menetapkan tujuan, 
menguji intervensi, mengamati hasil, dan merevisi asumsi. Setiap putaran cloud dan edge memperkaya 
pemahaman tentang kecocokan teknologi dengan pekerjaan nyata. Dokumentasi diperlukan agar 
perubahan pada cloud dan edge dapat ditelusuri, dibandingkan, dan dipelajari oleh unit lain. 

Pilihan pada cloud dan edge mengandung pertukaran antara kecepatan, biaya, ketepatan, 
keterjelasan, dan perlindungan. Sistem cloud dan edge yang sangat rinci mungkin membutuhkan data 
dan pemeliharaan besar. Ketika menilai cloud dan edge, pendekatan yang lebih sederhana bisa lebih 
mudah diawasi, terutama ketika kapasitas unit masih terbatas. Ukuran proporsional untuk cloud dan 
edge adalah manfaat yang benar-benar diterima pengguna dibandingkan risiko yang ditanggung. 

Kasus cloud dan edge dapat dimulai dari satu proses yang memiliki pemilik, pengguna, dan hasil 
yang jelas. Ketika menilai cloud dan edge, misalnya, risiko salah klasifikasi serta dampaknya terhadap 
kesempatan belajar dipetakan untuk menemukan titik tunggu, kesalahan, dan kesempatan intervensi. 
Pada tahap berikutnya, AI dalam cloud dan edge diuji sebagai bantuan terbatas; keputusan akhir tetap 
mengikuti aturan akademik, bukti, dan mekanisme banding. 

Langkah operasional Bab 8 untuk cloud dan edge ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti yang 
diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan cloud dan edge pada konteks Bab 8 juga 
perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

8.3 Keamanan siber 

Kasus keamanan siber dapat dimulai dari satu proses yang memiliki pemilik, pengguna, dan hasil 
yang jelas. Bagi pengelolaan keamanan siber, misalnya, kualitas umpan balik dan kesempatan 
memperbaiki kesalahan dipetakan untuk menemukan titik tunggu, kesalahan, dan kesempatan 
intervensi. Pada tahap berikutnya, AI dalam keamanan siber diuji sebagai bantuan terbatas; keputusan 
akhir tetap mengikuti aturan akademik, bukti, dan mekanisme banding. 

Kualitas keamanan siber sangat bergantung pada kualitas data yang mendasarinya. Data untuk 
keamanan siber perlu memiliki asal-usul, definisi, waktu pengambilan, tingkat ketidakpastian, dan 
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batas pemakaian. Ketika menilai keamanan siber, perekaman otomatis tidak menjadikan setiap jejak 
relevan. Dengan prinsip minimisasi, keamanan siber dapat diarahkan pada bukti yang diperlukan tanpa 
memperluas pengawasan secara berlebihan. 

Kinerja keamanan siber tidak cukup dinilai melalui rata-rata universitas. Pemeriksaan keamanan 
siber harus membandingkan dampak menurut fakultas, jenjang, bahasa, lokasi, akses perangkat, dan 
kondisi sosial yang relevan. Ketika manfaat keamanan siber terkonsentrasi pada kelompok tertentu, 
desain perlu menyediakan jalur alternatif, peninjauan manusia, serta mekanisme koreksi yang mudah 
digunakan. 

Pada keamanan siber, manusia memegang fungsi penafsir dan penjaga batas. Dalam konteks 
keamanan siber, pengguna perlu mengetahui alasan keluaran, tingkat keyakinan, data yang dipakai, 
dan pilihan ketika hasilnya keliru. Transparansi keamanan siber hanya bernilai bila membantu dosen, 
mahasiswa, atau tenaga kependidikan mengambil tindakan yang lebih baik; daftar istilah teknis saja 
belum cukup. 

Langkah operasional Bab 8 untuk keamanan siber ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti yang 
diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan keamanan siber pada konteks Bab 8 juga 
perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

8.4 Model dan API 

Pada model dan api, manusia memegang fungsi penafsir dan penjaga batas. Pada penerapan 
model dan api, pengguna perlu mengetahui alasan keluaran, tingkat keyakinan, data yang dipakai, dan 
pilihan ketika hasilnya keliru. Transparansi model dan api hanya bernilai bila membantu dosen, 
mahasiswa, atau tenaga kependidikan mengambil tindakan yang lebih baik; daftar istilah teknis saja 
belum cukup. 

Pengembangan model dan api sebaiknya menggunakan pilot dengan tujuan, baseline, pemilik 
proses, dan kriteria penghentian yang terukur. Selama uji model dan api, universitas mencatat manfaat, 
kesalahan, biaya tersembunyi, perubahan beban kerja, dan tanggapan pengguna. Keputusan 
memperluas model dan api harus lahir dari bukti yang dapat diperiksa, bukan dari tekanan untuk 
tampak inovatif. 

Penerapan model dan api mengubah pembagian kerja antara dosen, peneliti, tenaga kependidikan, 
mahasiswa, vendor, dan pengelola infrastruktur. Dalam konteks model dan api, otomasi dapat 
mengurangi pekerjaan repetitif, tetapi menambah kebutuhan supervisi, pemeliharaan, dan penanganan 
pengecualian. Keberlanjutan model dan api memerlukan waktu kerja, kompetensi, dokumentasi, dan 
penghargaan terhadap aktivitas perawatan. 

Ukuran keberhasilan model dan api adalah kontribusinya pada tujuan universitas: pembelajaran 
yang lebih bermutu, riset yang lebih dapat dipercaya, layanan yang lebih adil, operasi yang lebih 
tangguh, dan manfaat publik yang lebih luas. Dalam model dan api, efisiensi hanyalah salah satu 
indikator. Bagi pengelolaan model dan api, keputusan penting tetap perlu dapat dijelaskan, dikoreksi, 
dan bila perlu dihentikan. 

Langkah operasional Bab 8 untuk model dan api ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti yang 
diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan model dan api pada konteks Bab 8 juga 
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perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

8.5 Business continuity 

Ukuran keberhasilan business continuity adalah kontribusinya pada tujuan universitas: 
pembelajaran yang lebih bermutu, riset yang lebih dapat dipercaya, layanan yang lebih adil, operasi 
yang lebih tangguh, dan manfaat publik yang lebih luas. Dalam business continuity, efisiensi hanyalah 
salah satu indikator. Dalam konteks business continuity, keputusan penting tetap perlu dapat 
dijelaskan, dikoreksi, dan bila perlu dihentikan. 

business continuity menjadi kemampuan kelembagaan ketika universitas dapat membaca 
koordinasi dosen, unit akademik, pengelola data, dan tenaga kependidikan, menafsirkan maknanya, 
lalu mengubah keputusan secara terukur. Dalam business continuity, nilai AI tidak terletak pada 
banyaknya keluaran, melainkan pada ketepatan masalah yang dibantu. Karena konteks business 
continuity selalu bergerak, hasil sistem harus diperlakukan sebagai bahan pertimbangan yang dapat 
diperbarui dan diaudit. 

Tantangan business continuity biasanya bukan ketiadaan data, melainkan ketidakjelasan tujuan 
yang hendak dicapai. Pada business continuity, pimpinan perlu membedakan kebutuhan akademik, 
kebutuhan operasional, dan kepentingan pemangku kepentingan. AI boleh menyaring pola dalam 
business continuity, tetapi penetapan prioritas tetap memerlukan pengetahuan lokal, dialog, dan 
pertanggungjawaban manusia. 

Pembacaan terhadap business continuity perlu memisahkan gejala dari penyebab. Bagi 
pengelolaan business continuity, perubahan pada capaian pembelajaran, prasyarat, dan bukti 
penguasaan dapat berkaitan dengan desain proses, sumber daya, kebijakan, perilaku pengguna, atau 
kondisi eksternal. Model untuk business continuity membantu menemukan kemungkinan hubungan, 
sedangkan verifikasi lapangan menentukan tindakan. Ketika menilai business continuity, cara ini 
mencegah label statistik berubah menjadi keputusan institusional yang terlalu cepat. 

Langkah operasional Bab 8 untuk business continuity ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti 
yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan business continuity pada konteks 
Bab 8 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

8.6 Kedaulatan data 

Pembacaan terhadap kedaulatan data perlu memisahkan gejala dari penyebab. Dalam konteks 
kedaulatan data, perubahan pada koordinasi dosen, unit akademik, pengelola data, dan tenaga 
kependidikan dapat berkaitan dengan desain proses, sumber daya, kebijakan, perilaku pengguna, atau 
kondisi eksternal. Model untuk kedaulatan data membantu menemukan kemungkinan hubungan, 
sedangkan verifikasi lapangan menentukan tindakan. Bagi pengelolaan kedaulatan data, cara ini 
mencegah label statistik berubah menjadi keputusan institusional yang terlalu cepat. 

Rancangan kedaulatan data akan lebih kokoh jika disusun sebagai siklus: menetapkan tujuan, 
menguji intervensi, mengamati hasil, dan merevisi asumsi. Setiap putaran kedaulatan data 
memperkaya pemahaman tentang kecocokan teknologi dengan pekerjaan nyata. Dokumentasi 
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diperlukan agar perubahan pada kedaulatan data dapat ditelusuri, dibandingkan, dan dipelajari oleh 
unit lain. 

Pilihan pada kedaulatan data mengandung pertukaran antara kecepatan, biaya, ketepatan, 
keterjelasan, dan perlindungan. Sistem kedaulatan data yang sangat rinci mungkin membutuhkan data 
dan pemeliharaan besar. Pada penerapan kedaulatan data, pendekatan yang lebih sederhana bisa 
lebih mudah diawasi, terutama ketika kapasitas unit masih terbatas. Ukuran proporsional untuk 
kedaulatan data adalah manfaat yang benar-benar diterima pengguna dibandingkan risiko yang 
ditanggung. 

Kasus kedaulatan data dapat dimulai dari satu proses yang memiliki pemilik, pengguna, dan hasil 
yang jelas. Pada penerapan kedaulatan data, misalnya, kondisi awal mahasiswa serta perubahan yang 
terjadi sepanjang semester dipetakan untuk menemukan titik tunggu, kesalahan, dan kesempatan 
intervensi. Pada tahap berikutnya, AI dalam kedaulatan data diuji sebagai bantuan terbatas; keputusan 
akhir tetap mengikuti aturan akademik, bukti, dan mekanisme banding. 

Langkah operasional Bab 8 untuk kedaulatan data ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti yang 
diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan kedaulatan data pada konteks Bab 8 juga 
perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

8.7 Efisiensi energi 

Kasus efisiensi energi dapat dimulai dari satu proses yang memiliki pemilik, pengguna, dan hasil 
yang jelas. Untuk kebutuhan efisiensi energi, misalnya, indikator yang membantu organisasi belajar dari 
keputusan sebelumnya dipetakan untuk menemukan titik tunggu, kesalahan, dan kesempatan 
intervensi. Pada tahap berikutnya, AI dalam efisiensi energi diuji sebagai bantuan terbatas; keputusan 
akhir tetap mengikuti aturan akademik, bukti, dan mekanisme banding. 

Kualitas efisiensi energi sangat bergantung pada kualitas data yang mendasarinya. Data untuk 
efisiensi energi perlu memiliki asal-usul, definisi, waktu pengambilan, tingkat ketidakpastian, dan batas 
pemakaian. Pada penerapan efisiensi energi, perekaman otomatis tidak menjadikan setiap jejak 
relevan. Dengan prinsip minimisasi, efisiensi energi dapat diarahkan pada bukti yang diperlukan tanpa 
memperluas pengawasan secara berlebihan. 

Kinerja efisiensi energi tidak cukup dinilai melalui rata-rata universitas. Pemeriksaan efisiensi 
energi harus membandingkan dampak menurut fakultas, jenjang, bahasa, lokasi, akses perangkat, dan 
kondisi sosial yang relevan. Ketika manfaat efisiensi energi terkonsentrasi pada kelompok tertentu, 
desain perlu menyediakan jalur alternatif, peninjauan manusia, serta mekanisme koreksi yang mudah 
digunakan. 

Pada efisiensi energi, manusia memegang fungsi penafsir dan penjaga batas. Ketika menilai 
efisiensi energi, pengguna perlu mengetahui alasan keluaran, tingkat keyakinan, data yang dipakai, dan 
pilihan ketika hasilnya keliru. Transparansi efisiensi energi hanya bernilai bila membantu dosen, 
mahasiswa, atau tenaga kependidikan mengambil tindakan yang lebih baik; daftar istilah teknis saja 
belum cukup. 

Langkah operasional Bab 8 untuk efisiensi energi ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti yang 
diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan efisiensi energi pada konteks Bab 8 juga 
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perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

8.8 Manajemen insiden 

Pada manajemen insiden, manusia memegang fungsi penafsir dan penjaga batas. Bagi 
pengelolaan manajemen insiden, pengguna perlu mengetahui alasan keluaran, tingkat keyakinan, data 
yang dipakai, dan pilihan ketika hasilnya keliru. Transparansi manajemen insiden hanya bernilai bila 
membantu dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan mengambil tindakan yang lebih baik; daftar 
istilah teknis saja belum cukup. 

Pengembangan manajemen insiden sebaiknya menggunakan pilot dengan tujuan, baseline, pemilik 
proses, dan kriteria penghentian yang terukur. Selama uji manajemen insiden, universitas mencatat 
manfaat, kesalahan, biaya tersembunyi, perubahan beban kerja, dan tanggapan pengguna. Keputusan 
memperluas manajemen insiden harus lahir dari bukti yang dapat diperiksa, bukan dari tekanan untuk 
tampak inovatif. 

Penerapan manajemen insiden mengubah pembagian kerja antara dosen, peneliti, tenaga 
kependidikan, mahasiswa, vendor, dan pengelola infrastruktur. Ketika menilai manajemen insiden, 
otomasi dapat mengurangi pekerjaan repetitif, tetapi menambah kebutuhan supervisi, pemeliharaan, 
dan penanganan pengecualian. Keberlanjutan manajemen insiden memerlukan waktu kerja, 
kompetensi, dokumentasi, dan penghargaan terhadap aktivitas perawatan. 

Ukuran keberhasilan manajemen insiden adalah kontribusinya pada tujuan universitas: 
pembelajaran yang lebih bermutu, riset yang lebih dapat dipercaya, layanan yang lebih adil, operasi 
yang lebih tangguh, dan manfaat publik yang lebih luas. Dalam manajemen insiden, efisiensi hanyalah 
salah satu indikator. Untuk kebutuhan manajemen insiden, keputusan penting tetap perlu dapat 
dijelaskan, dikoreksi, dan bila perlu dihentikan. 

Langkah operasional Bab 8 untuk manajemen insiden ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti 
yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan manajemen insiden pada konteks 
Bab 8 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

Sintesis Bab 8: Fokus "Infrastruktur AI, Keamanan, dan Ketahanan Digital" menuntut hubungan yang 
jelas antara tujuan, bukti, tindakan, dan evaluasi. Setiap keputusan dalam Bab 8 perlu dibaca bersama 
dampaknya terhadap bab lain, sebab perubahan pada data dapat memengaruhi asesmen, beban 
dosen, privasi, keamanan, dan pengalaman mahasiswa. 

9. Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Budaya Organisasi 
Transformasi AI pada akhirnya adalah transformasi pekerjaan, identitas profesional, dan cara 

organisasi belajar. 

9.1 Kompetensi masa depan 

kompetensi masa depan menjadi kemampuan kelembagaan ketika universitas dapat membaca 
perbedaan tempo, bahasa, perangkat, dan pengalaman belajar, menafsirkan maknanya, lalu 
mengubah keputusan secara terukur. Dalam kompetensi masa depan, nilai AI tidak terletak pada 
banyaknya keluaran, melainkan pada ketepatan masalah yang dibantu. Karena konteks kompetensi 
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masa depan selalu bergerak, hasil sistem harus diperlakukan sebagai bahan pertimbangan yang dapat 
diperbarui dan diaudit. 

Tantangan kompetensi masa depan biasanya bukan ketiadaan data, melainkan ketidakjelasan 
tujuan yang hendak dicapai. Pada kompetensi masa depan, pimpinan perlu membedakan kebutuhan 
akademik, kebutuhan operasional, dan kepentingan pemangku kepentingan. AI boleh menyaring pola 
dalam kompetensi masa depan, tetapi penetapan prioritas tetap memerlukan pengetahuan lokal, 
dialog, dan pertanggungjawaban manusia. 

Pembacaan terhadap kompetensi masa depan perlu memisahkan gejala dari penyebab. Pada 
penerapan kompetensi masa depan, perubahan pada keseimbangan antara efisiensi, agensi, dan 
tanggung jawab manusia dapat berkaitan dengan desain proses, sumber daya, kebijakan, perilaku 
pengguna, atau kondisi eksternal. Model untuk kompetensi masa depan membantu menemukan 
kemungkinan hubungan, sedangkan verifikasi lapangan menentukan tindakan. Dalam konteks 
kompetensi masa depan, cara ini mencegah label statistik berubah menjadi keputusan institusional 
yang terlalu cepat. 

Rancangan kompetensi masa depan akan lebih kokoh jika disusun sebagai siklus: menetapkan 
tujuan, menguji intervensi, mengamati hasil, dan merevisi asumsi. Setiap putaran kompetensi masa 
depan memperkaya pemahaman tentang kecocokan teknologi dengan pekerjaan nyata. Dokumentasi 
diperlukan agar perubahan pada kompetensi masa depan dapat ditelusuri, dibandingkan, dan 
dipelajari oleh unit lain. 

Langkah operasional Bab 9 untuk kompetensi masa depan ialah menetapkan pemilik keputusan, 
bukti yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan kompetensi masa depan pada 
konteks Bab 9 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan 
berdasarkan pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

9.2 AI literacy 

Rancangan ai literacy akan lebih kokoh jika disusun sebagai siklus: menetapkan tujuan, menguji 
intervensi, mengamati hasil, dan merevisi asumsi. Setiap putaran ai literacy memperkaya pemahaman 
tentang kecocokan teknologi dengan pekerjaan nyata. Dokumentasi diperlukan agar perubahan pada ai 
literacy dapat ditelusuri, dibandingkan, dan dipelajari oleh unit lain. 

Pilihan pada ai literacy mengandung pertukaran antara kecepatan, biaya, ketepatan, keterjelasan, 
dan perlindungan. Sistem ai literacy yang sangat rinci mungkin membutuhkan data dan pemeliharaan 
besar. Ketika menilai ai literacy, pendekatan yang lebih sederhana bisa lebih mudah diawasi, terutama 
ketika kapasitas unit masih terbatas. Ukuran proporsional untuk ai literacy adalah manfaat yang benar-
benar diterima pengguna dibandingkan risiko yang ditanggung. 

Kasus ai literacy dapat dimulai dari satu proses yang memiliki pemilik, pengguna, dan hasil yang 
jelas. Ketika menilai ai literacy, misalnya, risiko salah klasifikasi serta dampaknya terhadap 
kesempatan belajar dipetakan untuk menemukan titik tunggu, kesalahan, dan kesempatan intervensi. 
Pada tahap berikutnya, AI dalam ai literacy diuji sebagai bantuan terbatas; keputusan akhir tetap 
mengikuti aturan akademik, bukti, dan mekanisme banding. 

Kualitas ai literacy sangat bergantung pada kualitas data yang mendasarinya. Data untuk ai literacy 
perlu memiliki asal-usul, definisi, waktu pengambilan, tingkat ketidakpastian, dan batas pemakaian. 
Untuk kebutuhan ai literacy, perekaman otomatis tidak menjadikan setiap jejak relevan. Dengan prinsip 
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minimisasi, ai literacy dapat diarahkan pada bukti yang diperlukan tanpa memperluas pengawasan 
secara berlebihan. 

Langkah operasional Bab 9 untuk ai literacy ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti yang 
diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan ai literacy pada konteks Bab 9 juga perlu 
menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan pengalaman 
akademik dan kebutuhan pengguna. 

9.3 Perubahan peran dosen 

Kualitas perubahan peran dosen sangat bergantung pada kualitas data yang mendasarinya. Data 
untuk perubahan peran dosen perlu memiliki asal-usul, definisi, waktu pengambilan, tingkat 
ketidakpastian, dan batas pemakaian. Ketika menilai perubahan peran dosen, perekaman otomatis 
tidak menjadikan setiap jejak relevan. Dengan prinsip minimisasi, perubahan peran dosen dapat 
diarahkan pada bukti yang diperlukan tanpa memperluas pengawasan secara berlebihan. 

Kinerja perubahan peran dosen tidak cukup dinilai melalui rata-rata universitas. Pemeriksaan 
perubahan peran dosen harus membandingkan dampak menurut fakultas, jenjang, bahasa, lokasi, 
akses perangkat, dan kondisi sosial yang relevan. Ketika manfaat perubahan peran dosen 
terkonsentrasi pada kelompok tertentu, desain perlu menyediakan jalur alternatif, peninjauan manusia, 
serta mekanisme koreksi yang mudah digunakan. 

Pada perubahan peran dosen, manusia memegang fungsi penafsir dan penjaga batas. Dalam 
konteks perubahan peran dosen, pengguna perlu mengetahui alasan keluaran, tingkat keyakinan, data 
yang dipakai, dan pilihan ketika hasilnya keliru. Transparansi perubahan peran dosen hanya bernilai 
bila membantu dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan mengambil tindakan yang lebih baik; 
daftar istilah teknis saja belum cukup. 

Pengembangan perubahan peran dosen sebaiknya menggunakan pilot dengan tujuan, baseline, 
pemilik proses, dan kriteria penghentian yang terukur. Selama uji perubahan peran dosen, universitas 
mencatat manfaat, kesalahan, biaya tersembunyi, perubahan beban kerja, dan tanggapan pengguna. 
Keputusan memperluas perubahan peran dosen harus lahir dari bukti yang dapat diperiksa, bukan dari 
tekanan untuk tampak inovatif. 

Langkah operasional Bab 9 untuk perubahan peran dosen ialah menetapkan pemilik keputusan, 
bukti yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan perubahan peran dosen pada 
konteks Bab 9 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan 
berdasarkan pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

9.4 Desain pekerjaan 

Pengembangan desain pekerjaan sebaiknya menggunakan pilot dengan tujuan, baseline, pemilik 
proses, dan kriteria penghentian yang terukur. Selama uji desain pekerjaan, universitas mencatat 
manfaat, kesalahan, biaya tersembunyi, perubahan beban kerja, dan tanggapan pengguna. Keputusan 
memperluas desain pekerjaan harus lahir dari bukti yang dapat diperiksa, bukan dari tekanan untuk 
tampak inovatif. 

Penerapan desain pekerjaan mengubah pembagian kerja antara dosen, peneliti, tenaga 
kependidikan, mahasiswa, vendor, dan pengelola infrastruktur. Dalam konteks desain pekerjaan, 
otomasi dapat mengurangi pekerjaan repetitif, tetapi menambah kebutuhan supervisi, pemeliharaan, 
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dan penanganan pengecualian. Keberlanjutan desain pekerjaan memerlukan waktu kerja, kompetensi, 
dokumentasi, dan penghargaan terhadap aktivitas perawatan. 

Ukuran keberhasilan desain pekerjaan adalah kontribusinya pada tujuan universitas: pembelajaran 
yang lebih bermutu, riset yang lebih dapat dipercaya, layanan yang lebih adil, operasi yang lebih 
tangguh, dan manfaat publik yang lebih luas. Dalam desain pekerjaan, efisiensi hanyalah salah satu 
indikator. Bagi pengelolaan desain pekerjaan, keputusan penting tetap perlu dapat dijelaskan, 
dikoreksi, dan bila perlu dihentikan. 

desain pekerjaan menjadi kemampuan kelembagaan ketika universitas dapat membaca capaian 
pembelajaran, prasyarat, dan bukti penguasaan, menafsirkan maknanya, lalu mengubah keputusan 
secara terukur. Dalam desain pekerjaan, nilai AI tidak terletak pada banyaknya keluaran, melainkan 
pada ketepatan masalah yang dibantu. Karena konteks desain pekerjaan selalu bergerak, hasil sistem 
harus diperlakukan sebagai bahan pertimbangan yang dapat diperbarui dan diaudit. 

Langkah operasional Bab 9 untuk desain pekerjaan ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti 
yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan desain pekerjaan pada konteks Bab 
9 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

9.5 Pembelajaran profesional 

pembelajaran profesional menjadi kemampuan kelembagaan ketika universitas dapat membaca 
koordinasi dosen, unit akademik, pengelola data, dan tenaga kependidikan, menafsirkan maknanya, 
lalu mengubah keputusan secara terukur. Dalam pembelajaran profesional, nilai AI tidak terletak pada 
banyaknya keluaran, melainkan pada ketepatan masalah yang dibantu. Karena konteks pembelajaran 
profesional selalu bergerak, hasil sistem harus diperlakukan sebagai bahan pertimbangan yang dapat 
diperbarui dan diaudit. 

Tantangan pembelajaran profesional biasanya bukan ketiadaan data, melainkan ketidakjelasan 
tujuan yang hendak dicapai. Pada pembelajaran profesional, pimpinan perlu membedakan kebutuhan 
akademik, kebutuhan operasional, dan kepentingan pemangku kepentingan. AI boleh menyaring pola 
dalam pembelajaran profesional, tetapi penetapan prioritas tetap memerlukan pengetahuan lokal, 
dialog, dan pertanggungjawaban manusia. 

Pembacaan terhadap pembelajaran profesional perlu memisahkan gejala dari penyebab. Bagi 
pengelolaan pembelajaran profesional, perubahan pada capaian pembelajaran, prasyarat, dan bukti 
penguasaan dapat berkaitan dengan desain proses, sumber daya, kebijakan, perilaku pengguna, atau 
kondisi eksternal. Model untuk pembelajaran profesional membantu menemukan kemungkinan 
hubungan, sedangkan verifikasi lapangan menentukan tindakan. Ketika menilai pembelajaran 
profesional, cara ini mencegah label statistik berubah menjadi keputusan institusional yang terlalu 
cepat. 

Rancangan pembelajaran profesional akan lebih kokoh jika disusun sebagai siklus: menetapkan 
tujuan, menguji intervensi, mengamati hasil, dan merevisi asumsi. Setiap putaran pembelajaran 
profesional memperkaya pemahaman tentang kecocokan teknologi dengan pekerjaan nyata. 
Dokumentasi diperlukan agar perubahan pada pembelajaran profesional dapat ditelusuri, 
dibandingkan, dan dipelajari oleh unit lain. 
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Langkah operasional Bab 9 untuk pembelajaran profesional ialah menetapkan pemilik keputusan, 
bukti yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan pembelajaran profesional 
pada konteks Bab 9 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan 
berdasarkan pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

9.6 Kepemimpinan tengah 

Rancangan kepemimpinan tengah akan lebih kokoh jika disusun sebagai siklus: menetapkan 
tujuan, menguji intervensi, mengamati hasil, dan merevisi asumsi. Setiap putaran kepemimpinan 
tengah memperkaya pemahaman tentang kecocokan teknologi dengan pekerjaan nyata. Dokumentasi 
diperlukan agar perubahan pada kepemimpinan tengah dapat ditelusuri, dibandingkan, dan dipelajari 
oleh unit lain. 

Pilihan pada kepemimpinan tengah mengandung pertukaran antara kecepatan, biaya, ketepatan, 
keterjelasan, dan perlindungan. Sistem kepemimpinan tengah yang sangat rinci mungkin 
membutuhkan data dan pemeliharaan besar. Pada penerapan kepemimpinan tengah, pendekatan yang 
lebih sederhana bisa lebih mudah diawasi, terutama ketika kapasitas unit masih terbatas. Ukuran 
proporsional untuk kepemimpinan tengah adalah manfaat yang benar-benar diterima pengguna 
dibandingkan risiko yang ditanggung. 

Kasus kepemimpinan tengah dapat dimulai dari satu proses yang memiliki pemilik, pengguna, dan 
hasil yang jelas. Pada penerapan kepemimpinan tengah, misalnya, kondisi awal mahasiswa serta 
perubahan yang terjadi sepanjang semester dipetakan untuk menemukan titik tunggu, kesalahan, dan 
kesempatan intervensi. Pada tahap berikutnya, AI dalam kepemimpinan tengah diuji sebagai bantuan 
terbatas; keputusan akhir tetap mengikuti aturan akademik, bukti, dan mekanisme banding. 

Kualitas kepemimpinan tengah sangat bergantung pada kualitas data yang mendasarinya. Data 
untuk kepemimpinan tengah perlu memiliki asal-usul, definisi, waktu pengambilan, tingkat 
ketidakpastian, dan batas pemakaian. Dalam konteks kepemimpinan tengah, perekaman otomatis 
tidak menjadikan setiap jejak relevan. Dengan prinsip minimisasi, kepemimpinan tengah dapat 
diarahkan pada bukti yang diperlukan tanpa memperluas pengawasan secara berlebihan. 

Langkah operasional Bab 9 untuk kepemimpinan tengah ialah menetapkan pemilik keputusan, 
bukti yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan kepemimpinan tengah pada 
konteks Bab 9 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan 
berdasarkan pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

9.7 Resistensi dan partisipasi 

Kualitas resistensi dan partisipasi sangat bergantung pada kualitas data yang mendasarinya. Data 
untuk resistensi dan partisipasi perlu memiliki asal-usul, definisi, waktu pengambilan, tingkat 
ketidakpastian, dan batas pemakaian. Pada penerapan resistensi dan partisipasi, perekaman otomatis 
tidak menjadikan setiap jejak relevan. Dengan prinsip minimisasi, resistensi dan partisipasi dapat 
diarahkan pada bukti yang diperlukan tanpa memperluas pengawasan secara berlebihan. 

Kinerja resistensi dan partisipasi tidak cukup dinilai melalui rata-rata universitas. Pemeriksaan 
resistensi dan partisipasi harus membandingkan dampak menurut fakultas, jenjang, bahasa, lokasi, 
akses perangkat, dan kondisi sosial yang relevan. Ketika manfaat resistensi dan partisipasi 
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terkonsentrasi pada kelompok tertentu, desain perlu menyediakan jalur alternatif, peninjauan manusia, 
serta mekanisme koreksi yang mudah digunakan. 

Pada resistensi dan partisipasi, manusia memegang fungsi penafsir dan penjaga batas. Ketika 
menilai resistensi dan partisipasi, pengguna perlu mengetahui alasan keluaran, tingkat keyakinan, data 
yang dipakai, dan pilihan ketika hasilnya keliru. Transparansi resistensi dan partisipasi hanya bernilai 
bila membantu dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan mengambil tindakan yang lebih baik; 
daftar istilah teknis saja belum cukup. 

Pengembangan resistensi dan partisipasi sebaiknya menggunakan pilot dengan tujuan, baseline, 
pemilik proses, dan kriteria penghentian yang terukur. Selama uji resistensi dan partisipasi, universitas 
mencatat manfaat, kesalahan, biaya tersembunyi, perubahan beban kerja, dan tanggapan pengguna. 
Keputusan memperluas resistensi dan partisipasi harus lahir dari bukti yang dapat diperiksa, bukan 
dari tekanan untuk tampak inovatif. 

Langkah operasional Bab 9 untuk resistensi dan partisipasi ialah menetapkan pemilik keputusan, 
bukti yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan resistensi dan partisipasi pada 
konteks Bab 9 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan 
berdasarkan pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

9.8 Komunitas praktik 

Pengembangan komunitas praktik sebaiknya menggunakan pilot dengan tujuan, baseline, pemilik 
proses, dan kriteria penghentian yang terukur. Selama uji komunitas praktik, universitas mencatat 
manfaat, kesalahan, biaya tersembunyi, perubahan beban kerja, dan tanggapan pengguna. Keputusan 
memperluas komunitas praktik harus lahir dari bukti yang dapat diperiksa, bukan dari tekanan untuk 
tampak inovatif. 

Penerapan komunitas praktik mengubah pembagian kerja antara dosen, peneliti, tenaga 
kependidikan, mahasiswa, vendor, dan pengelola infrastruktur. Ketika menilai komunitas praktik, 
otomasi dapat mengurangi pekerjaan repetitif, tetapi menambah kebutuhan supervisi, pemeliharaan, 
dan penanganan pengecualian. Keberlanjutan komunitas praktik memerlukan waktu kerja, kompetensi, 
dokumentasi, dan penghargaan terhadap aktivitas perawatan. 

Ukuran keberhasilan komunitas praktik adalah kontribusinya pada tujuan universitas: 
pembelajaran yang lebih bermutu, riset yang lebih dapat dipercaya, layanan yang lebih adil, operasi 
yang lebih tangguh, dan manfaat publik yang lebih luas. Dalam komunitas praktik, efisiensi hanyalah 
salah satu indikator. Untuk kebutuhan komunitas praktik, keputusan penting tetap perlu dapat 
dijelaskan, dikoreksi, dan bila perlu dihentikan. 

komunitas praktik menjadi kemampuan kelembagaan ketika universitas dapat membaca 
keseimbangan antara efisiensi, agensi, dan tanggung jawab manusia, menafsirkan maknanya, lalu 
mengubah keputusan secara terukur. Dalam komunitas praktik, nilai AI tidak terletak pada banyaknya 
keluaran, melainkan pada ketepatan masalah yang dibantu. Karena konteks komunitas praktik selalu 
bergerak, hasil sistem harus diperlakukan sebagai bahan pertimbangan yang dapat diperbarui dan 
diaudit. 

Langkah operasional Bab 9 untuk komunitas praktik ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti 
yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan komunitas praktik pada konteks Bab 
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9 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

Sintesis Bab 9: Fokus "Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Budaya Organisasi" menuntut hubungan yang 
jelas antara tujuan, bukti, tindakan, dan evaluasi. Setiap keputusan dalam Bab 9 perlu dibaca bersama 
dampaknya terhadap bab lain, sebab perubahan pada data dapat memengaruhi asesmen, beban 
dosen, privasi, keamanan, dan pengalaman mahasiswa. 

10. Etika, Hukum, Keadilan, dan Integritas Akademik 

Etika bukan lampiran kepatuhan; ia menentukan batas penggunaan, hak koreksi, serta siapa yang 
menanggung akibat keputusan sistem. 

10.1 Prinsip etika 

Tantangan prinsip etika biasanya bukan ketiadaan data, melainkan ketidakjelasan tujuan yang 
hendak dicapai. Pada prinsip etika, pimpinan perlu membedakan kebutuhan akademik, kebutuhan 
operasional, dan kepentingan pemangku kepentingan. AI boleh menyaring pola dalam prinsip etika, 
tetapi penetapan prioritas tetap memerlukan pengetahuan lokal, dialog, dan pertanggungjawaban 
manusia. 

Pembacaan terhadap prinsip etika perlu memisahkan gejala dari penyebab. Pada penerapan 
prinsip etika, perubahan pada keseimbangan antara efisiensi, agensi, dan tanggung jawab manusia 
dapat berkaitan dengan desain proses, sumber daya, kebijakan, perilaku pengguna, atau kondisi 
eksternal. Model untuk prinsip etika membantu menemukan kemungkinan hubungan, sedangkan 
verifikasi lapangan menentukan tindakan. Dalam konteks prinsip etika, cara ini mencegah label 
statistik berubah menjadi keputusan institusional yang terlalu cepat. 

Rancangan prinsip etika akan lebih kokoh jika disusun sebagai siklus: menetapkan tujuan, menguji 
intervensi, mengamati hasil, dan merevisi asumsi. Setiap putaran prinsip etika memperkaya 
pemahaman tentang kecocokan teknologi dengan pekerjaan nyata. Dokumentasi diperlukan agar 
perubahan pada prinsip etika dapat ditelusuri, dibandingkan, dan dipelajari oleh unit lain. 

Pilihan pada prinsip etika mengandung pertukaran antara kecepatan, biaya, ketepatan, 
keterjelasan, dan perlindungan. Sistem prinsip etika yang sangat rinci mungkin membutuhkan data dan 
pemeliharaan besar. Untuk kebutuhan prinsip etika, pendekatan yang lebih sederhana bisa lebih 
mudah diawasi, terutama ketika kapasitas unit masih terbatas. Ukuran proporsional untuk prinsip etika 
adalah manfaat yang benar-benar diterima pengguna dibandingkan risiko yang ditanggung. 

Langkah operasional Bab 10 untuk prinsip etika ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti yang 
diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan prinsip etika pada konteks Bab 10 juga 
perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

10.2 Klasifikasi risiko 

Pilihan pada klasifikasi risiko mengandung pertukaran antara kecepatan, biaya, ketepatan, 
keterjelasan, dan perlindungan. Sistem klasifikasi risiko yang sangat rinci mungkin membutuhkan data 
dan pemeliharaan besar. Ketika menilai klasifikasi risiko, pendekatan yang lebih sederhana bisa lebih 
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mudah diawasi, terutama ketika kapasitas unit masih terbatas. Ukuran proporsional untuk klasifikasi 
risiko adalah manfaat yang benar-benar diterima pengguna dibandingkan risiko yang ditanggung. 

Kasus klasifikasi risiko dapat dimulai dari satu proses yang memiliki pemilik, pengguna, dan hasil 
yang jelas. Ketika menilai klasifikasi risiko, misalnya, risiko salah klasifikasi serta dampaknya terhadap 
kesempatan belajar dipetakan untuk menemukan titik tunggu, kesalahan, dan kesempatan intervensi. 
Pada tahap berikutnya, AI dalam klasifikasi risiko diuji sebagai bantuan terbatas; keputusan akhir tetap 
mengikuti aturan akademik, bukti, dan mekanisme banding. 

Kualitas klasifikasi risiko sangat bergantung pada kualitas data yang mendasarinya. Data untuk 
klasifikasi risiko perlu memiliki asal-usul, definisi, waktu pengambilan, tingkat ketidakpastian, dan 
batas pemakaian. Untuk kebutuhan klasifikasi risiko, perekaman otomatis tidak menjadikan setiap 
jejak relevan. Dengan prinsip minimisasi, klasifikasi risiko dapat diarahkan pada bukti yang diperlukan 
tanpa memperluas pengawasan secara berlebihan. 

Kinerja klasifikasi risiko tidak cukup dinilai melalui rata-rata universitas. Pemeriksaan klasifikasi 
risiko harus membandingkan dampak menurut fakultas, jenjang, bahasa, lokasi, akses perangkat, dan 
kondisi sosial yang relevan. Ketika manfaat klasifikasi risiko terkonsentrasi pada kelompok tertentu, 
desain perlu menyediakan jalur alternatif, peninjauan manusia, serta mekanisme koreksi yang mudah 
digunakan. 

Langkah operasional Bab 10 untuk klasifikasi risiko ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti 
yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan klasifikasi risiko pada konteks Bab 
10 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

10.3 Bias dan diskriminasi 

Kinerja bias dan diskriminasi tidak cukup dinilai melalui rata-rata universitas. Pemeriksaan bias 
dan diskriminasi harus membandingkan dampak menurut fakultas, jenjang, bahasa, lokasi, akses 
perangkat, dan kondisi sosial yang relevan. Ketika manfaat bias dan diskriminasi terkonsentrasi pada 
kelompok tertentu, desain perlu menyediakan jalur alternatif, peninjauan manusia, serta mekanisme 
koreksi yang mudah digunakan. 

Pada bias dan diskriminasi, manusia memegang fungsi penafsir dan penjaga batas. Dalam konteks 
bias dan diskriminasi, pengguna perlu mengetahui alasan keluaran, tingkat keyakinan, data yang 
dipakai, dan pilihan ketika hasilnya keliru. Transparansi bias dan diskriminasi hanya bernilai bila 
membantu dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan mengambil tindakan yang lebih baik; daftar 
istilah teknis saja belum cukup. 

Pengembangan bias dan diskriminasi sebaiknya menggunakan pilot dengan tujuan, baseline, 
pemilik proses, dan kriteria penghentian yang terukur. Selama uji bias dan diskriminasi, universitas 
mencatat manfaat, kesalahan, biaya tersembunyi, perubahan beban kerja, dan tanggapan pengguna. 
Keputusan memperluas bias dan diskriminasi harus lahir dari bukti yang dapat diperiksa, bukan dari 
tekanan untuk tampak inovatif. 

Penerapan bias dan diskriminasi mengubah pembagian kerja antara dosen, peneliti, tenaga 
kependidikan, mahasiswa, vendor, dan pengelola infrastruktur. Bagi pengelolaan bias dan diskriminasi, 
otomasi dapat mengurangi pekerjaan repetitif, tetapi menambah kebutuhan supervisi, pemeliharaan, 
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dan penanganan pengecualian. Keberlanjutan bias dan diskriminasi memerlukan waktu kerja, 
kompetensi, dokumentasi, dan penghargaan terhadap aktivitas perawatan. 

Langkah operasional Bab 10 untuk bias dan diskriminasi ialah menetapkan pemilik keputusan, 
bukti yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan bias dan diskriminasi pada 
konteks Bab 10 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan 
berdasarkan pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

10.4 Transparansi 

Penerapan transparansi mengubah pembagian kerja antara dosen, peneliti, tenaga kependidikan, 
mahasiswa, vendor, dan pengelola infrastruktur. Dalam konteks transparansi, otomasi dapat 
mengurangi pekerjaan repetitif, tetapi menambah kebutuhan supervisi, pemeliharaan, dan penanganan 
pengecualian. Keberlanjutan transparansi memerlukan waktu kerja, kompetensi, dokumentasi, dan 
penghargaan terhadap aktivitas perawatan. 

Ukuran keberhasilan transparansi adalah kontribusinya pada tujuan universitas: pembelajaran 
yang lebih bermutu, riset yang lebih dapat dipercaya, layanan yang lebih adil, operasi yang lebih 
tangguh, dan manfaat publik yang lebih luas. Dalam transparansi, efisiensi hanyalah salah satu 
indikator. Bagi pengelolaan transparansi, keputusan penting tetap perlu dapat dijelaskan, dikoreksi, 
dan bila perlu dihentikan. 

transparansi menjadi kemampuan kelembagaan ketika universitas dapat membaca capaian 
pembelajaran, prasyarat, dan bukti penguasaan, menafsirkan maknanya, lalu mengubah keputusan 
secara terukur. Dalam transparansi, nilai AI tidak terletak pada banyaknya keluaran, melainkan pada 
ketepatan masalah yang dibantu. Karena konteks transparansi selalu bergerak, hasil sistem harus 
diperlakukan sebagai bahan pertimbangan yang dapat diperbarui dan diaudit. 

Tantangan transparansi biasanya bukan ketiadaan data, melainkan ketidakjelasan tujuan yang 
hendak dicapai. Pada transparansi, pimpinan perlu membedakan kebutuhan akademik, kebutuhan 
operasional, dan kepentingan pemangku kepentingan. AI boleh menyaring pola dalam transparansi, 
tetapi penetapan prioritas tetap memerlukan pengetahuan lokal, dialog, dan pertanggungjawaban 
manusia. 

Langkah operasional Bab 10 untuk transparansi ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti yang 
diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan transparansi pada konteks Bab 10 juga 
perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

10.5 Hak mahasiswa 

Tantangan hak mahasiswa biasanya bukan ketiadaan data, melainkan ketidakjelasan tujuan yang 
hendak dicapai. Pada hak mahasiswa, pimpinan perlu membedakan kebutuhan akademik, kebutuhan 
operasional, dan kepentingan pemangku kepentingan. AI boleh menyaring pola dalam hak mahasiswa, 
tetapi penetapan prioritas tetap memerlukan pengetahuan lokal, dialog, dan pertanggungjawaban 
manusia. 

Pembacaan terhadap hak mahasiswa perlu memisahkan gejala dari penyebab. Bagi pengelolaan 
hak mahasiswa, perubahan pada capaian pembelajaran, prasyarat, dan bukti penguasaan dapat 
berkaitan dengan desain proses, sumber daya, kebijakan, perilaku pengguna, atau kondisi eksternal. 
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Model untuk hak mahasiswa membantu menemukan kemungkinan hubungan, sedangkan verifikasi 
lapangan menentukan tindakan. Ketika menilai hak mahasiswa, cara ini mencegah label statistik 
berubah menjadi keputusan institusional yang terlalu cepat. 

Rancangan hak mahasiswa akan lebih kokoh jika disusun sebagai siklus: menetapkan tujuan, 
menguji intervensi, mengamati hasil, dan merevisi asumsi. Setiap putaran hak mahasiswa memperkaya 
pemahaman tentang kecocokan teknologi dengan pekerjaan nyata. Dokumentasi diperlukan agar 
perubahan pada hak mahasiswa dapat ditelusuri, dibandingkan, dan dipelajari oleh unit lain. 

Pilihan pada hak mahasiswa mengandung pertukaran antara kecepatan, biaya, ketepatan, 
keterjelasan, dan perlindungan. Sistem hak mahasiswa yang sangat rinci mungkin membutuhkan data 
dan pemeliharaan besar. Dalam konteks hak mahasiswa, pendekatan yang lebih sederhana bisa lebih 
mudah diawasi, terutama ketika kapasitas unit masih terbatas. Ukuran proporsional untuk hak 
mahasiswa adalah manfaat yang benar-benar diterima pengguna dibandingkan risiko yang ditanggung. 

Langkah operasional Bab 10 untuk hak mahasiswa ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti 
yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan hak mahasiswa pada konteks Bab 
10 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

10.6 Perlindungan data 

Pilihan pada perlindungan data mengandung pertukaran antara kecepatan, biaya, ketepatan, 
keterjelasan, dan perlindungan. Sistem perlindungan data yang sangat rinci mungkin membutuhkan 
data dan pemeliharaan besar. Pada penerapan perlindungan data, pendekatan yang lebih sederhana 
bisa lebih mudah diawasi, terutama ketika kapasitas unit masih terbatas. Ukuran proporsional untuk 
perlindungan data adalah manfaat yang benar-benar diterima pengguna dibandingkan risiko yang 
ditanggung. 

Kasus perlindungan data dapat dimulai dari satu proses yang memiliki pemilik, pengguna, dan hasil 
yang jelas. Pada penerapan perlindungan data, misalnya, kondisi awal mahasiswa serta perubahan 
yang terjadi sepanjang semester dipetakan untuk menemukan titik tunggu, kesalahan, dan kesempatan 
intervensi. Pada tahap berikutnya, AI dalam perlindungan data diuji sebagai bantuan terbatas; 
keputusan akhir tetap mengikuti aturan akademik, bukti, dan mekanisme banding. 

Kualitas perlindungan data sangat bergantung pada kualitas data yang mendasarinya. Data untuk 
perlindungan data perlu memiliki asal-usul, definisi, waktu pengambilan, tingkat ketidakpastian, dan 
batas pemakaian. Dalam konteks perlindungan data, perekaman otomatis tidak menjadikan setiap 
jejak relevan. Dengan prinsip minimisasi, perlindungan data dapat diarahkan pada bukti yang 
diperlukan tanpa memperluas pengawasan secara berlebihan. 

Kinerja perlindungan data tidak cukup dinilai melalui rata-rata universitas. Pemeriksaan 
perlindungan data harus membandingkan dampak menurut fakultas, jenjang, bahasa, lokasi, akses 
perangkat, dan kondisi sosial yang relevan. Ketika manfaat perlindungan data terkonsentrasi pada 
kelompok tertentu, desain perlu menyediakan jalur alternatif, peninjauan manusia, serta mekanisme 
koreksi yang mudah digunakan. 

Langkah operasional Bab 10 untuk perlindungan data ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti 
yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan perlindungan data pada konteks 
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Bab 10 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

10.7 Integritas akademik 

Kinerja integritas akademik tidak cukup dinilai melalui rata-rata universitas. Pemeriksaan integritas 
akademik harus membandingkan dampak menurut fakultas, jenjang, bahasa, lokasi, akses perangkat, 
dan kondisi sosial yang relevan. Ketika manfaat integritas akademik terkonsentrasi pada kelompok 
tertentu, desain perlu menyediakan jalur alternatif, peninjauan manusia, serta mekanisme koreksi yang 
mudah digunakan. 

Pada integritas akademik, manusia memegang fungsi penafsir dan penjaga batas. Ketika menilai 
integritas akademik, pengguna perlu mengetahui alasan keluaran, tingkat keyakinan, data yang dipakai, 
dan pilihan ketika hasilnya keliru. Transparansi integritas akademik hanya bernilai bila membantu 
dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan mengambil tindakan yang lebih baik; daftar istilah teknis 
saja belum cukup. 

Pengembangan integritas akademik sebaiknya menggunakan pilot dengan tujuan, baseline, pemilik 
proses, dan kriteria penghentian yang terukur. Selama uji integritas akademik, universitas mencatat 
manfaat, kesalahan, biaya tersembunyi, perubahan beban kerja, dan tanggapan pengguna. Keputusan 
memperluas integritas akademik harus lahir dari bukti yang dapat diperiksa, bukan dari tekanan untuk 
tampak inovatif. 

Penerapan integritas akademik mengubah pembagian kerja antara dosen, peneliti, tenaga 
kependidikan, mahasiswa, vendor, dan pengelola infrastruktur. Untuk kebutuhan integritas akademik, 
otomasi dapat mengurangi pekerjaan repetitif, tetapi menambah kebutuhan supervisi, pemeliharaan, 
dan penanganan pengecualian. Keberlanjutan integritas akademik memerlukan waktu kerja, 
kompetensi, dokumentasi, dan penghargaan terhadap aktivitas perawatan. 

Langkah operasional Bab 10 untuk integritas akademik ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti 
yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan integritas akademik pada konteks 
Bab 10 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

10.8 Akuntabilitas algoritmik 

Penerapan akuntabilitas algoritmik mengubah pembagian kerja antara dosen, peneliti, tenaga 
kependidikan, mahasiswa, vendor, dan pengelola infrastruktur. Ketika menilai akuntabilitas algoritmik, 
otomasi dapat mengurangi pekerjaan repetitif, tetapi menambah kebutuhan supervisi, pemeliharaan, 
dan penanganan pengecualian. Keberlanjutan akuntabilitas algoritmik memerlukan waktu kerja, 
kompetensi, dokumentasi, dan penghargaan terhadap aktivitas perawatan. 

Ukuran keberhasilan akuntabilitas algoritmik adalah kontribusinya pada tujuan universitas: 
pembelajaran yang lebih bermutu, riset yang lebih dapat dipercaya, layanan yang lebih adil, operasi 
yang lebih tangguh, dan manfaat publik yang lebih luas. Dalam akuntabilitas algoritmik, efisiensi 
hanyalah salah satu indikator. Untuk kebutuhan akuntabilitas algoritmik, keputusan penting tetap perlu 
dapat dijelaskan, dikoreksi, dan bila perlu dihentikan. 

akuntabilitas algoritmik menjadi kemampuan kelembagaan ketika universitas dapat membaca 
keseimbangan antara efisiensi, agensi, dan tanggung jawab manusia, menafsirkan maknanya, lalu 
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mengubah keputusan secara terukur. Dalam akuntabilitas algoritmik, nilai AI tidak terletak pada 
banyaknya keluaran, melainkan pada ketepatan masalah yang dibantu. Karena konteks akuntabilitas 
algoritmik selalu bergerak, hasil sistem harus diperlakukan sebagai bahan pertimbangan yang dapat 
diperbarui dan diaudit. 

Tantangan akuntabilitas algoritmik biasanya bukan ketiadaan data, melainkan ketidakjelasan 
tujuan yang hendak dicapai. Pada akuntabilitas algoritmik, pimpinan perlu membedakan kebutuhan 
akademik, kebutuhan operasional, dan kepentingan pemangku kepentingan. AI boleh menyaring pola 
dalam akuntabilitas algoritmik, tetapi penetapan prioritas tetap memerlukan pengetahuan lokal, dialog, 
dan pertanggungjawaban manusia. 

Langkah operasional Bab 10 untuk akuntabilitas algoritmik ialah menetapkan pemilik keputusan, 
bukti yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan akuntabilitas algoritmik pada 
konteks Bab 10 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan 
berdasarkan pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

Sintesis Bab 10: Fokus "Etika, Hukum, Keadilan, dan Integritas Akademik" menuntut hubungan yang 
jelas antara tujuan, bukti, tindakan, dan evaluasi. Setiap keputusan dalam Bab 10 perlu dibaca 
bersama dampaknya terhadap bab lain, sebab perubahan pada data dapat memengaruhi asesmen, 
beban dosen, privasi, keamanan, dan pengalaman mahasiswa. 

11. Kampus Fisik Cerdas dan Keberlanjutan 

Kampus fisik dapat menjadi sumber pembelajaran dan pengurangan dampak lingkungan apabila 
sensor dan analitik ditempatkan dalam tujuan yang jelas. 

11.1 Gedung responsif 

Pembacaan terhadap gedung responsif perlu memisahkan gejala dari penyebab. Pada penerapan 
gedung responsif, perubahan pada keseimbangan antara efisiensi, agensi, dan tanggung jawab 
manusia dapat berkaitan dengan desain proses, sumber daya, kebijakan, perilaku pengguna, atau 
kondisi eksternal. Model untuk gedung responsif membantu menemukan kemungkinan hubungan, 
sedangkan verifikasi lapangan menentukan tindakan. Dalam konteks gedung responsif, cara ini 
mencegah label statistik berubah menjadi keputusan institusional yang terlalu cepat. 

Rancangan gedung responsif akan lebih kokoh jika disusun sebagai siklus: menetapkan tujuan, 
menguji intervensi, mengamati hasil, dan merevisi asumsi. Setiap putaran gedung responsif 
memperkaya pemahaman tentang kecocokan teknologi dengan pekerjaan nyata. Dokumentasi 
diperlukan agar perubahan pada gedung responsif dapat ditelusuri, dibandingkan, dan dipelajari oleh 
unit lain. 

Pilihan pada gedung responsif mengandung pertukaran antara kecepatan, biaya, ketepatan, 
keterjelasan, dan perlindungan. Sistem gedung responsif yang sangat rinci mungkin membutuhkan 
data dan pemeliharaan besar. Untuk kebutuhan gedung responsif, pendekatan yang lebih sederhana 
bisa lebih mudah diawasi, terutama ketika kapasitas unit masih terbatas. Ukuran proporsional untuk 
gedung responsif adalah manfaat yang benar-benar diterima pengguna dibandingkan risiko yang 
ditanggung. 
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Kasus gedung responsif dapat dimulai dari satu proses yang memiliki pemilik, pengguna, dan hasil 
yang jelas. Untuk kebutuhan gedung responsif, misalnya, indikator yang membantu organisasi belajar 
dari keputusan sebelumnya dipetakan untuk menemukan titik tunggu, kesalahan, dan kesempatan 
intervensi. Pada tahap berikutnya, AI dalam gedung responsif diuji sebagai bantuan terbatas; 
keputusan akhir tetap mengikuti aturan akademik, bukti, dan mekanisme banding. 

Langkah operasional Bab 11 untuk gedung responsif ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti 
yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan gedung responsif pada konteks Bab 
11 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

11.2 Energi dan emisi 

Kasus energi dan emisi dapat dimulai dari satu proses yang memiliki pemilik, pengguna, dan hasil 
yang jelas. Ketika menilai energi dan emisi, misalnya, risiko salah klasifikasi serta dampaknya terhadap 
kesempatan belajar dipetakan untuk menemukan titik tunggu, kesalahan, dan kesempatan intervensi. 
Pada tahap berikutnya, AI dalam energi dan emisi diuji sebagai bantuan terbatas; keputusan akhir tetap 
mengikuti aturan akademik, bukti, dan mekanisme banding. 

Kualitas energi dan emisi sangat bergantung pada kualitas data yang mendasarinya. Data untuk 
energi dan emisi perlu memiliki asal-usul, definisi, waktu pengambilan, tingkat ketidakpastian, dan 
batas pemakaian. Untuk kebutuhan energi dan emisi, perekaman otomatis tidak menjadikan setiap 
jejak relevan. Dengan prinsip minimisasi, energi dan emisi dapat diarahkan pada bukti yang diperlukan 
tanpa memperluas pengawasan secara berlebihan. 

Kinerja energi dan emisi tidak cukup dinilai melalui rata-rata universitas. Pemeriksaan energi dan 
emisi harus membandingkan dampak menurut fakultas, jenjang, bahasa, lokasi, akses perangkat, dan 
kondisi sosial yang relevan. Ketika manfaat energi dan emisi terkonsentrasi pada kelompok tertentu, 
desain perlu menyediakan jalur alternatif, peninjauan manusia, serta mekanisme koreksi yang mudah 
digunakan. 

Pada energi dan emisi, manusia memegang fungsi penafsir dan penjaga batas. Bagi pengelolaan 
energi dan emisi, pengguna perlu mengetahui alasan keluaran, tingkat keyakinan, data yang dipakai, 
dan pilihan ketika hasilnya keliru. Transparansi energi dan emisi hanya bernilai bila membantu dosen, 
mahasiswa, atau tenaga kependidikan mengambil tindakan yang lebih baik; daftar istilah teknis saja 
belum cukup. 

Langkah operasional Bab 11 untuk energi dan emisi ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti 
yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan energi dan emisi pada konteks Bab 
11 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

11.3 Mobilitas kampus 

Pada mobilitas kampus, manusia memegang fungsi penafsir dan penjaga batas. Dalam konteks 
mobilitas kampus, pengguna perlu mengetahui alasan keluaran, tingkat keyakinan, data yang dipakai, 
dan pilihan ketika hasilnya keliru. Transparansi mobilitas kampus hanya bernilai bila membantu dosen, 
mahasiswa, atau tenaga kependidikan mengambil tindakan yang lebih baik; daftar istilah teknis saja 
belum cukup. 
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Pengembangan mobilitas kampus sebaiknya menggunakan pilot dengan tujuan, baseline, pemilik 
proses, dan kriteria penghentian yang terukur. Selama uji mobilitas kampus, universitas mencatat 
manfaat, kesalahan, biaya tersembunyi, perubahan beban kerja, dan tanggapan pengguna. Keputusan 
memperluas mobilitas kampus harus lahir dari bukti yang dapat diperiksa, bukan dari tekanan untuk 
tampak inovatif. 

Penerapan mobilitas kampus mengubah pembagian kerja antara dosen, peneliti, tenaga 
kependidikan, mahasiswa, vendor, dan pengelola infrastruktur. Bagi pengelolaan mobilitas kampus, 
otomasi dapat mengurangi pekerjaan repetitif, tetapi menambah kebutuhan supervisi, pemeliharaan, 
dan penanganan pengecualian. Keberlanjutan mobilitas kampus memerlukan waktu kerja, kompetensi, 
dokumentasi, dan penghargaan terhadap aktivitas perawatan. 

Ukuran keberhasilan mobilitas kampus adalah kontribusinya pada tujuan universitas: 
pembelajaran yang lebih bermutu, riset yang lebih dapat dipercaya, layanan yang lebih adil, operasi 
yang lebih tangguh, dan manfaat publik yang lebih luas. Dalam mobilitas kampus, efisiensi hanyalah 
salah satu indikator. Ketika menilai mobilitas kampus, keputusan penting tetap perlu dapat dijelaskan, 
dikoreksi, dan bila perlu dihentikan. 

Langkah operasional Bab 11 untuk mobilitas kampus ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti 
yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan mobilitas kampus pada konteks Bab 
11 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

11.4 Ruang belajar 

Ukuran keberhasilan ruang belajar adalah kontribusinya pada tujuan universitas: pembelajaran 
yang lebih bermutu, riset yang lebih dapat dipercaya, layanan yang lebih adil, operasi yang lebih 
tangguh, dan manfaat publik yang lebih luas. Dalam ruang belajar, efisiensi hanyalah salah satu 
indikator. Bagi pengelolaan ruang belajar, keputusan penting tetap perlu dapat dijelaskan, dikoreksi, 
dan bila perlu dihentikan. 

ruang belajar menjadi kemampuan kelembagaan ketika universitas dapat membaca capaian 
pembelajaran, prasyarat, dan bukti penguasaan, menafsirkan maknanya, lalu mengubah keputusan 
secara terukur. Dalam ruang belajar, nilai AI tidak terletak pada banyaknya keluaran, melainkan pada 
ketepatan masalah yang dibantu. Karena konteks ruang belajar selalu bergerak, hasil sistem harus 
diperlakukan sebagai bahan pertimbangan yang dapat diperbarui dan diaudit. 

Tantangan ruang belajar biasanya bukan ketiadaan data, melainkan ketidakjelasan tujuan yang 
hendak dicapai. Pada ruang belajar, pimpinan perlu membedakan kebutuhan akademik, kebutuhan 
operasional, dan kepentingan pemangku kepentingan. AI boleh menyaring pola dalam ruang belajar, 
tetapi penetapan prioritas tetap memerlukan pengetahuan lokal, dialog, dan pertanggungjawaban 
manusia. 

Pembacaan terhadap ruang belajar perlu memisahkan gejala dari penyebab. Ketika menilai ruang 
belajar, perubahan pada perbedaan tempo, bahasa, perangkat, dan pengalaman belajar dapat 
berkaitan dengan desain proses, sumber daya, kebijakan, perilaku pengguna, atau kondisi eksternal. 
Model untuk ruang belajar membantu menemukan kemungkinan hubungan, sedangkan verifikasi 
lapangan menentukan tindakan. Untuk kebutuhan ruang belajar, cara ini mencegah label statistik 
berubah menjadi keputusan institusional yang terlalu cepat. 
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Langkah operasional Bab 11 untuk ruang belajar ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti yang 
diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan ruang belajar pada konteks Bab 11 juga 
perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

11.5 Keselamatan 

Pembacaan terhadap keselamatan perlu memisahkan gejala dari penyebab. Bagi pengelolaan 
keselamatan, perubahan pada capaian pembelajaran, prasyarat, dan bukti penguasaan dapat 
berkaitan dengan desain proses, sumber daya, kebijakan, perilaku pengguna, atau kondisi eksternal. 
Model untuk keselamatan membantu menemukan kemungkinan hubungan, sedangkan verifikasi 
lapangan menentukan tindakan. Ketika menilai keselamatan, cara ini mencegah label statistik berubah 
menjadi keputusan institusional yang terlalu cepat. 

Rancangan keselamatan akan lebih kokoh jika disusun sebagai siklus: menetapkan tujuan, menguji 
intervensi, mengamati hasil, dan merevisi asumsi. Setiap putaran keselamatan memperkaya 
pemahaman tentang kecocokan teknologi dengan pekerjaan nyata. Dokumentasi diperlukan agar 
perubahan pada keselamatan dapat ditelusuri, dibandingkan, dan dipelajari oleh unit lain. 

Pilihan pada keselamatan mengandung pertukaran antara kecepatan, biaya, ketepatan, 
keterjelasan, dan perlindungan. Sistem keselamatan yang sangat rinci mungkin membutuhkan data 
dan pemeliharaan besar. Dalam konteks keselamatan, pendekatan yang lebih sederhana bisa lebih 
mudah diawasi, terutama ketika kapasitas unit masih terbatas. Ukuran proporsional untuk 
keselamatan adalah manfaat yang benar-benar diterima pengguna dibandingkan risiko yang 
ditanggung. 

Kasus keselamatan dapat dimulai dari satu proses yang memiliki pemilik, pengguna, dan hasil yang 
jelas. Dalam konteks keselamatan, misalnya, kualitas umpan balik dan kesempatan memperbaiki 
kesalahan dipetakan untuk menemukan titik tunggu, kesalahan, dan kesempatan intervensi. Pada 
tahap berikutnya, AI dalam keselamatan diuji sebagai bantuan terbatas; keputusan akhir tetap 
mengikuti aturan akademik, bukti, dan mekanisme banding. 

Langkah operasional Bab 11 untuk keselamatan ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti yang 
diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan keselamatan pada konteks Bab 11 juga 
perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

11.6 Manajemen aset 

Kasus manajemen aset dapat dimulai dari satu proses yang memiliki pemilik, pengguna, dan hasil 
yang jelas. Pada penerapan manajemen aset, misalnya, kondisi awal mahasiswa serta perubahan yang 
terjadi sepanjang semester dipetakan untuk menemukan titik tunggu, kesalahan, dan kesempatan 
intervensi. Pada tahap berikutnya, AI dalam manajemen aset diuji sebagai bantuan terbatas; keputusan 
akhir tetap mengikuti aturan akademik, bukti, dan mekanisme banding. 

Kualitas manajemen aset sangat bergantung pada kualitas data yang mendasarinya. Data untuk 
manajemen aset perlu memiliki asal-usul, definisi, waktu pengambilan, tingkat ketidakpastian, dan 
batas pemakaian. Dalam konteks manajemen aset, perekaman otomatis tidak menjadikan setiap jejak 
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relevan. Dengan prinsip minimisasi, manajemen aset dapat diarahkan pada bukti yang diperlukan 
tanpa memperluas pengawasan secara berlebihan. 

Kinerja manajemen aset tidak cukup dinilai melalui rata-rata universitas. Pemeriksaan manajemen 
aset harus membandingkan dampak menurut fakultas, jenjang, bahasa, lokasi, akses perangkat, dan 
kondisi sosial yang relevan. Ketika manfaat manajemen aset terkonsentrasi pada kelompok tertentu, 
desain perlu menyediakan jalur alternatif, peninjauan manusia, serta mekanisme koreksi yang mudah 
digunakan. 

Pada manajemen aset, manusia memegang fungsi penafsir dan penjaga batas. Untuk kebutuhan 
manajemen aset, pengguna perlu mengetahui alasan keluaran, tingkat keyakinan, data yang dipakai, 
dan pilihan ketika hasilnya keliru. Transparansi manajemen aset hanya bernilai bila membantu dosen, 
mahasiswa, atau tenaga kependidikan mengambil tindakan yang lebih baik; daftar istilah teknis saja 
belum cukup. 

Langkah operasional Bab 11 untuk manajemen aset ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti 
yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan manajemen aset pada konteks Bab 
11 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

11.7 Kesehatan lingkungan 

Pada kesehatan lingkungan, manusia memegang fungsi penafsir dan penjaga batas. Ketika menilai 
kesehatan lingkungan, pengguna perlu mengetahui alasan keluaran, tingkat keyakinan, data yang 
dipakai, dan pilihan ketika hasilnya keliru. Transparansi kesehatan lingkungan hanya bernilai bila 
membantu dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan mengambil tindakan yang lebih baik; daftar 
istilah teknis saja belum cukup. 

Pengembangan kesehatan lingkungan sebaiknya menggunakan pilot dengan tujuan, baseline, 
pemilik proses, dan kriteria penghentian yang terukur. Selama uji kesehatan lingkungan, universitas 
mencatat manfaat, kesalahan, biaya tersembunyi, perubahan beban kerja, dan tanggapan pengguna. 
Keputusan memperluas kesehatan lingkungan harus lahir dari bukti yang dapat diperiksa, bukan dari 
tekanan untuk tampak inovatif. 

Penerapan kesehatan lingkungan mengubah pembagian kerja antara dosen, peneliti, tenaga 
kependidikan, mahasiswa, vendor, dan pengelola infrastruktur. Untuk kebutuhan kesehatan 
lingkungan, otomasi dapat mengurangi pekerjaan repetitif, tetapi menambah kebutuhan supervisi, 
pemeliharaan, dan penanganan pengecualian. Keberlanjutan kesehatan lingkungan memerlukan waktu 
kerja, kompetensi, dokumentasi, dan penghargaan terhadap aktivitas perawatan. 

Ukuran keberhasilan kesehatan lingkungan adalah kontribusinya pada tujuan universitas: 
pembelajaran yang lebih bermutu, riset yang lebih dapat dipercaya, layanan yang lebih adil, operasi 
yang lebih tangguh, dan manfaat publik yang lebih luas. Dalam kesehatan lingkungan, efisiensi 
hanyalah salah satu indikator. Pada penerapan kesehatan lingkungan, keputusan penting tetap perlu 
dapat dijelaskan, dikoreksi, dan bila perlu dihentikan. 

Langkah operasional Bab 11 untuk kesehatan lingkungan ialah menetapkan pemilik keputusan, 
bukti yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan kesehatan lingkungan pada 
konteks Bab 11 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan 
berdasarkan pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 
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11.8 Kampus sebagai living laboratory 

Ukuran keberhasilan kampus sebagai living laboratory adalah kontribusinya pada tujuan 
universitas: pembelajaran yang lebih bermutu, riset yang lebih dapat dipercaya, layanan yang lebih adil, 
operasi yang lebih tangguh, dan manfaat publik yang lebih luas. Dalam kampus sebagai living 
laboratory, efisiensi hanyalah salah satu indikator. Untuk kebutuhan kampus sebagai living laboratory, 
keputusan penting tetap perlu dapat dijelaskan, dikoreksi, dan bila perlu dihentikan. 

kampus sebagai living laboratory menjadi kemampuan kelembagaan ketika universitas dapat 
membaca keseimbangan antara efisiensi, agensi, dan tanggung jawab manusia, menafsirkan 
maknanya, lalu mengubah keputusan secara terukur. Dalam kampus sebagai living laboratory, nilai AI 
tidak terletak pada banyaknya keluaran, melainkan pada ketepatan masalah yang dibantu. Karena 
konteks kampus sebagai living laboratory selalu bergerak, hasil sistem harus diperlakukan sebagai 
bahan pertimbangan yang dapat diperbarui dan diaudit. 

Tantangan kampus sebagai living laboratory biasanya bukan ketiadaan data, melainkan 
ketidakjelasan tujuan yang hendak dicapai. Pada kampus sebagai living laboratory, pimpinan perlu 
membedakan kebutuhan akademik, kebutuhan operasional, dan kepentingan pemangku kepentingan. 
AI boleh menyaring pola dalam kampus sebagai living laboratory, tetapi penetapan prioritas tetap 
memerlukan pengetahuan lokal, dialog, dan pertanggungjawaban manusia. 

Pembacaan terhadap kampus sebagai living laboratory perlu memisahkan gejala dari penyebab. 
Pada penerapan kampus sebagai living laboratory, perubahan pada koordinasi dosen, unit akademik, 
pengelola data, dan tenaga kependidikan dapat berkaitan dengan desain proses, sumber daya, 
kebijakan, perilaku pengguna, atau kondisi eksternal. Model untuk kampus sebagai living laboratory 
membantu menemukan kemungkinan hubungan, sedangkan verifikasi lapangan menentukan tindakan. 
Dalam konteks kampus sebagai living laboratory, cara ini mencegah label statistik berubah menjadi 
keputusan institusional yang terlalu cepat. 

Langkah operasional Bab 11 untuk kampus sebagai living laboratory ialah menetapkan pemilik 
keputusan, bukti yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan kampus sebagai 
living laboratory pada konteks Bab 11 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi 
dapat diperdebatkan berdasarkan pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

Matriks kampus fisik cerdas 

Sistem Data yang dibaca Dampak yang dituju 
Energi Pemakaian dan beban puncak Efisiensi dan emisi rendah 
Ruang Okupansi dan jadwal Kenyamanan serta utilisasi 
Mobilitas Arus kendaraan dan pejalan Keselamatan dan akses 
Aset Kondisi peralatan Pemeliharaan prediktif 
Lingkungan Udara, air, dan suhu Kesehatan warga kampus 

 
Sintesis Bab 11: Fokus "Kampus Fisik Cerdas dan Keberlanjutan" menuntut hubungan yang jelas antara 
tujuan, bukti, tindakan, dan evaluasi. Setiap keputusan dalam Bab 11 perlu dibaca bersama 
dampaknya terhadap bab lain, sebab perubahan pada data dapat memengaruhi asesmen, beban 
dosen, privasi, keamanan, dan pengalaman mahasiswa. 
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12. Universitas dalam Ekosistem Industri dan Masyarakat 

Universitas memperoleh legitimasi ketika keahlian dan infrastrukturnya menghasilkan manfaat 
nyata bagi industri, pemerintah, alumni, dan masyarakat. 

12.1 Kemitraan industri 

Rancangan kemitraan industri akan lebih kokoh jika disusun sebagai siklus: menetapkan tujuan, 
menguji intervensi, mengamati hasil, dan merevisi asumsi. Setiap putaran kemitraan industri 
memperkaya pemahaman tentang kecocokan teknologi dengan pekerjaan nyata. Dokumentasi 
diperlukan agar perubahan pada kemitraan industri dapat ditelusuri, dibandingkan, dan dipelajari oleh 
unit lain. 

Pilihan pada kemitraan industri mengandung pertukaran antara kecepatan, biaya, ketepatan, 
keterjelasan, dan perlindungan. Sistem kemitraan industri yang sangat rinci mungkin membutuhkan 
data dan pemeliharaan besar. Untuk kebutuhan kemitraan industri, pendekatan yang lebih sederhana 
bisa lebih mudah diawasi, terutama ketika kapasitas unit masih terbatas. Ukuran proporsional untuk 
kemitraan industri adalah manfaat yang benar-benar diterima pengguna dibandingkan risiko yang 
ditanggung. 

Kasus kemitraan industri dapat dimulai dari satu proses yang memiliki pemilik, pengguna, dan hasil 
yang jelas. Untuk kebutuhan kemitraan industri, misalnya, indikator yang membantu organisasi belajar 
dari keputusan sebelumnya dipetakan untuk menemukan titik tunggu, kesalahan, dan kesempatan 
intervensi. Pada tahap berikutnya, AI dalam kemitraan industri diuji sebagai bantuan terbatas; 
keputusan akhir tetap mengikuti aturan akademik, bukti, dan mekanisme banding. 

Kualitas kemitraan industri sangat bergantung pada kualitas data yang mendasarinya. Data untuk 
kemitraan industri perlu memiliki asal-usul, definisi, waktu pengambilan, tingkat ketidakpastian, dan 
batas pemakaian. Pada penerapan kemitraan industri, perekaman otomatis tidak menjadikan setiap 
jejak relevan. Dengan prinsip minimisasi, kemitraan industri dapat diarahkan pada bukti yang 
diperlukan tanpa memperluas pengawasan secara berlebihan. 

Langkah operasional Bab 12 untuk kemitraan industri ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti 
yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan kemitraan industri pada konteks 
Bab 12 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

12.2 Pemerintah dan kebijakan publik 

Kualitas pemerintah dan kebijakan publik sangat bergantung pada kualitas data yang 
mendasarinya. Data untuk pemerintah dan kebijakan publik perlu memiliki asal-usul, definisi, waktu 
pengambilan, tingkat ketidakpastian, dan batas pemakaian. Untuk kebutuhan pemerintah dan 
kebijakan publik, perekaman otomatis tidak menjadikan setiap jejak relevan. Dengan prinsip 
minimisasi, pemerintah dan kebijakan publik dapat diarahkan pada bukti yang diperlukan tanpa 
memperluas pengawasan secara berlebihan. 

Kinerja pemerintah dan kebijakan publik tidak cukup dinilai melalui rata-rata universitas. 
Pemeriksaan pemerintah dan kebijakan publik harus membandingkan dampak menurut fakultas, 
jenjang, bahasa, lokasi, akses perangkat, dan kondisi sosial yang relevan. Ketika manfaat pemerintah 
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dan kebijakan publik terkonsentrasi pada kelompok tertentu, desain perlu menyediakan jalur alternatif, 
peninjauan manusia, serta mekanisme koreksi yang mudah digunakan. 

Pada pemerintah dan kebijakan publik, manusia memegang fungsi penafsir dan penjaga batas. 
Bagi pengelolaan pemerintah dan kebijakan publik, pengguna perlu mengetahui alasan keluaran, 
tingkat keyakinan, data yang dipakai, dan pilihan ketika hasilnya keliru. Transparansi pemerintah dan 
kebijakan publik hanya bernilai bila membantu dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan 
mengambil tindakan yang lebih baik; daftar istilah teknis saja belum cukup. 

Pengembangan pemerintah dan kebijakan publik sebaiknya menggunakan pilot dengan tujuan, 
baseline, pemilik proses, dan kriteria penghentian yang terukur. Selama uji pemerintah dan kebijakan 
publik, universitas mencatat manfaat, kesalahan, biaya tersembunyi, perubahan beban kerja, dan 
tanggapan pengguna. Keputusan memperluas pemerintah dan kebijakan publik harus lahir dari bukti 
yang dapat diperiksa, bukan dari tekanan untuk tampak inovatif. 

Langkah operasional Bab 12 untuk pemerintah dan kebijakan publik ialah menetapkan pemilik 
keputusan, bukti yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan pemerintah dan 
kebijakan publik pada konteks Bab 12 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi 
dapat diperdebatkan berdasarkan pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

12.3 Inkubator dan spin-off 

Pengembangan inkubator dan spin-off sebaiknya menggunakan pilot dengan tujuan, baseline, 
pemilik proses, dan kriteria penghentian yang terukur. Selama uji inkubator dan spin-off, universitas 
mencatat manfaat, kesalahan, biaya tersembunyi, perubahan beban kerja, dan tanggapan pengguna. 
Keputusan memperluas inkubator dan spin-off harus lahir dari bukti yang dapat diperiksa, bukan dari 
tekanan untuk tampak inovatif. 

Penerapan inkubator dan spin-off mengubah pembagian kerja antara dosen, peneliti, tenaga 
kependidikan, mahasiswa, vendor, dan pengelola infrastruktur. Bagi pengelolaan inkubator dan spin-
off, otomasi dapat mengurangi pekerjaan repetitif, tetapi menambah kebutuhan supervisi, 
pemeliharaan, dan penanganan pengecualian. Keberlanjutan inkubator dan spin-off memerlukan 
waktu kerja, kompetensi, dokumentasi, dan penghargaan terhadap aktivitas perawatan. 

Ukuran keberhasilan inkubator dan spin-off adalah kontribusinya pada tujuan universitas: 
pembelajaran yang lebih bermutu, riset yang lebih dapat dipercaya, layanan yang lebih adil, operasi 
yang lebih tangguh, dan manfaat publik yang lebih luas. Dalam inkubator dan spin-off, efisiensi 
hanyalah salah satu indikator. Ketika menilai inkubator dan spin-off, keputusan penting tetap perlu 
dapat dijelaskan, dikoreksi, dan bila perlu dihentikan. 

inkubator dan spin-off menjadi kemampuan kelembagaan ketika universitas dapat membaca 
perbedaan tempo, bahasa, perangkat, dan pengalaman belajar, menafsirkan maknanya, lalu 
mengubah keputusan secara terukur. Dalam inkubator dan spin-off, nilai AI tidak terletak pada 
banyaknya keluaran, melainkan pada ketepatan masalah yang dibantu. Karena konteks inkubator dan 
spin-off selalu bergerak, hasil sistem harus diperlakukan sebagai bahan pertimbangan yang dapat 
diperbarui dan diaudit. 

Langkah operasional Bab 12 untuk inkubator dan spin-off ialah menetapkan pemilik keputusan, 
bukti yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan inkubator dan spin-off pada 
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konteks Bab 12 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan 
berdasarkan pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

12.4 Microcredentials 

microcredentials menjadi kemampuan kelembagaan ketika universitas dapat membaca capaian 
pembelajaran, prasyarat, dan bukti penguasaan, menafsirkan maknanya, lalu mengubah keputusan 
secara terukur. Dalam microcredentials, nilai AI tidak terletak pada banyaknya keluaran, melainkan 
pada ketepatan masalah yang dibantu. Karena konteks microcredentials selalu bergerak, hasil sistem 
harus diperlakukan sebagai bahan pertimbangan yang dapat diperbarui dan diaudit. 

Tantangan microcredentials biasanya bukan ketiadaan data, melainkan ketidakjelasan tujuan yang 
hendak dicapai. Pada microcredentials, pimpinan perlu membedakan kebutuhan akademik, kebutuhan 
operasional, dan kepentingan pemangku kepentingan. AI boleh menyaring pola dalam 
microcredentials, tetapi penetapan prioritas tetap memerlukan pengetahuan lokal, dialog, dan 
pertanggungjawaban manusia. 

Pembacaan terhadap microcredentials perlu memisahkan gejala dari penyebab. Ketika menilai 
microcredentials, perubahan pada perbedaan tempo, bahasa, perangkat, dan pengalaman belajar 
dapat berkaitan dengan desain proses, sumber daya, kebijakan, perilaku pengguna, atau kondisi 
eksternal. Model untuk microcredentials membantu menemukan kemungkinan hubungan, sedangkan 
verifikasi lapangan menentukan tindakan. Untuk kebutuhan microcredentials, cara ini mencegah label 
statistik berubah menjadi keputusan institusional yang terlalu cepat. 

Rancangan microcredentials akan lebih kokoh jika disusun sebagai siklus: menetapkan tujuan, 
menguji intervensi, mengamati hasil, dan merevisi asumsi. Setiap putaran microcredentials 
memperkaya pemahaman tentang kecocokan teknologi dengan pekerjaan nyata. Dokumentasi 
diperlukan agar perubahan pada microcredentials dapat ditelusuri, dibandingkan, dan dipelajari oleh 
unit lain. 

Langkah operasional Bab 12 untuk microcredentials ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti 
yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan microcredentials pada konteks Bab 
12 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

12.5 Keterlibatan alumni 

Rancangan keterlibatan alumni akan lebih kokoh jika disusun sebagai siklus: menetapkan tujuan, 
menguji intervensi, mengamati hasil, dan merevisi asumsi. Setiap putaran keterlibatan alumni 
memperkaya pemahaman tentang kecocokan teknologi dengan pekerjaan nyata. Dokumentasi 
diperlukan agar perubahan pada keterlibatan alumni dapat ditelusuri, dibandingkan, dan dipelajari oleh 
unit lain. 

Pilihan pada keterlibatan alumni mengandung pertukaran antara kecepatan, biaya, ketepatan, 
keterjelasan, dan perlindungan. Sistem keterlibatan alumni yang sangat rinci mungkin membutuhkan 
data dan pemeliharaan besar. Dalam konteks keterlibatan alumni, pendekatan yang lebih sederhana 
bisa lebih mudah diawasi, terutama ketika kapasitas unit masih terbatas. Ukuran proporsional untuk 
keterlibatan alumni adalah manfaat yang benar-benar diterima pengguna dibandingkan risiko yang 
ditanggung. 
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Kasus keterlibatan alumni dapat dimulai dari satu proses yang memiliki pemilik, pengguna, dan 
hasil yang jelas. Dalam konteks keterlibatan alumni, misalnya, kualitas umpan balik dan kesempatan 
memperbaiki kesalahan dipetakan untuk menemukan titik tunggu, kesalahan, dan kesempatan 
intervensi. Pada tahap berikutnya, AI dalam keterlibatan alumni diuji sebagai bantuan terbatas; 
keputusan akhir tetap mengikuti aturan akademik, bukti, dan mekanisme banding. 

Kualitas keterlibatan alumni sangat bergantung pada kualitas data yang mendasarinya. Data untuk 
keterlibatan alumni perlu memiliki asal-usul, definisi, waktu pengambilan, tingkat ketidakpastian, dan 
batas pemakaian. Bagi pengelolaan keterlibatan alumni, perekaman otomatis tidak menjadikan setiap 
jejak relevan. Dengan prinsip minimisasi, keterlibatan alumni dapat diarahkan pada bukti yang 
diperlukan tanpa memperluas pengawasan secara berlebihan. 

Langkah operasional Bab 12 untuk keterlibatan alumni ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti 
yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan keterlibatan alumni pada konteks 
Bab 12 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

12.6 Pengabdian berbasis data 

Kualitas pengabdian berbasis data sangat bergantung pada kualitas data yang mendasarinya. Data 
untuk pengabdian berbasis data perlu memiliki asal-usul, definisi, waktu pengambilan, tingkat 
ketidakpastian, dan batas pemakaian. Dalam konteks pengabdian berbasis data, perekaman otomatis 
tidak menjadikan setiap jejak relevan. Dengan prinsip minimisasi, pengabdian berbasis data dapat 
diarahkan pada bukti yang diperlukan tanpa memperluas pengawasan secara berlebihan. 

Kinerja pengabdian berbasis data tidak cukup dinilai melalui rata-rata universitas. Pemeriksaan 
pengabdian berbasis data harus membandingkan dampak menurut fakultas, jenjang, bahasa, lokasi, 
akses perangkat, dan kondisi sosial yang relevan. Ketika manfaat pengabdian berbasis data 
terkonsentrasi pada kelompok tertentu, desain perlu menyediakan jalur alternatif, peninjauan manusia, 
serta mekanisme koreksi yang mudah digunakan. 

Pada pengabdian berbasis data, manusia memegang fungsi penafsir dan penjaga batas. Untuk 
kebutuhan pengabdian berbasis data, pengguna perlu mengetahui alasan keluaran, tingkat keyakinan, 
data yang dipakai, dan pilihan ketika hasilnya keliru. Transparansi pengabdian berbasis data hanya 
bernilai bila membantu dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan mengambil tindakan yang lebih 
baik; daftar istilah teknis saja belum cukup. 

Pengembangan pengabdian berbasis data sebaiknya menggunakan pilot dengan tujuan, baseline, 
pemilik proses, dan kriteria penghentian yang terukur. Selama uji pengabdian berbasis data, universitas 
mencatat manfaat, kesalahan, biaya tersembunyi, perubahan beban kerja, dan tanggapan pengguna. 
Keputusan memperluas pengabdian berbasis data harus lahir dari bukti yang dapat diperiksa, bukan 
dari tekanan untuk tampak inovatif. 

Langkah operasional Bab 12 untuk pengabdian berbasis data ialah menetapkan pemilik keputusan, 
bukti yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan pengabdian berbasis data 
pada konteks Bab 12 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat 
diperdebatkan berdasarkan pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 
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12.7 Inklusi digital 

Pengembangan inklusi digital sebaiknya menggunakan pilot dengan tujuan, baseline, pemilik 
proses, dan kriteria penghentian yang terukur. Selama uji inklusi digital, universitas mencatat manfaat, 
kesalahan, biaya tersembunyi, perubahan beban kerja, dan tanggapan pengguna. Keputusan 
memperluas inklusi digital harus lahir dari bukti yang dapat diperiksa, bukan dari tekanan untuk tampak 
inovatif. 

Penerapan inklusi digital mengubah pembagian kerja antara dosen, peneliti, tenaga kependidikan, 
mahasiswa, vendor, dan pengelola infrastruktur. Untuk kebutuhan inklusi digital, otomasi dapat 
mengurangi pekerjaan repetitif, tetapi menambah kebutuhan supervisi, pemeliharaan, dan penanganan 
pengecualian. Keberlanjutan inklusi digital memerlukan waktu kerja, kompetensi, dokumentasi, dan 
penghargaan terhadap aktivitas perawatan. 

Ukuran keberhasilan inklusi digital adalah kontribusinya pada tujuan universitas: pembelajaran 
yang lebih bermutu, riset yang lebih dapat dipercaya, layanan yang lebih adil, operasi yang lebih 
tangguh, dan manfaat publik yang lebih luas. Dalam inklusi digital, efisiensi hanyalah salah satu 
indikator. Pada penerapan inklusi digital, keputusan penting tetap perlu dapat dijelaskan, dikoreksi, 
dan bila perlu dihentikan. 

inklusi digital menjadi kemampuan kelembagaan ketika universitas dapat membaca koordinasi 
dosen, unit akademik, pengelola data, dan tenaga kependidikan, menafsirkan maknanya, lalu 
mengubah keputusan secara terukur. Dalam inklusi digital, nilai AI tidak terletak pada banyaknya 
keluaran, melainkan pada ketepatan masalah yang dibantu. Karena konteks inklusi digital selalu 
bergerak, hasil sistem harus diperlakukan sebagai bahan pertimbangan yang dapat diperbarui dan 
diaudit. 

Langkah operasional Bab 12 untuk inklusi digital ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti yang 
diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan inklusi digital pada konteks Bab 12 juga 
perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

12.8 Kepercayaan publik 

kepercayaan publik menjadi kemampuan kelembagaan ketika universitas dapat membaca 
keseimbangan antara efisiensi, agensi, dan tanggung jawab manusia, menafsirkan maknanya, lalu 
mengubah keputusan secara terukur. Dalam kepercayaan publik, nilai AI tidak terletak pada banyaknya 
keluaran, melainkan pada ketepatan masalah yang dibantu. Karena konteks kepercayaan publik selalu 
bergerak, hasil sistem harus diperlakukan sebagai bahan pertimbangan yang dapat diperbarui dan 
diaudit. 

Tantangan kepercayaan publik biasanya bukan ketiadaan data, melainkan ketidakjelasan tujuan 
yang hendak dicapai. Pada kepercayaan publik, pimpinan perlu membedakan kebutuhan akademik, 
kebutuhan operasional, dan kepentingan pemangku kepentingan. AI boleh menyaring pola dalam 
kepercayaan publik, tetapi penetapan prioritas tetap memerlukan pengetahuan lokal, dialog, dan 
pertanggungjawaban manusia. 

Pembacaan terhadap kepercayaan publik perlu memisahkan gejala dari penyebab. Pada 
penerapan kepercayaan publik, perubahan pada koordinasi dosen, unit akademik, pengelola data, dan 
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tenaga kependidikan dapat berkaitan dengan desain proses, sumber daya, kebijakan, perilaku 
pengguna, atau kondisi eksternal. Model untuk kepercayaan publik membantu menemukan 
kemungkinan hubungan, sedangkan verifikasi lapangan menentukan tindakan. Dalam konteks 
kepercayaan publik, cara ini mencegah label statistik berubah menjadi keputusan institusional yang 
terlalu cepat. 

Rancangan kepercayaan publik akan lebih kokoh jika disusun sebagai siklus: menetapkan tujuan, 
menguji intervensi, mengamati hasil, dan merevisi asumsi. Setiap putaran kepercayaan publik 
memperkaya pemahaman tentang kecocokan teknologi dengan pekerjaan nyata. Dokumentasi 
diperlukan agar perubahan pada kepercayaan publik dapat ditelusuri, dibandingkan, dan dipelajari oleh 
unit lain. 

Langkah operasional Bab 12 untuk kepercayaan publik ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti 
yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan kepercayaan publik pada konteks 
Bab 12 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

Sintesis Bab 12: Fokus "Universitas dalam Ekosistem Industri dan Masyarakat" menuntut hubungan 
yang jelas antara tujuan, bukti, tindakan, dan evaluasi. Setiap keputusan dalam Bab 12 perlu dibaca 
bersama dampaknya terhadap bab lain, sebab perubahan pada data dapat memengaruhi asesmen, 
beban dosen, privasi, keamanan, dan pengalaman mahasiswa. 

13. Implementasi, Pembiayaan, dan Pengukuran Dampak 

Implementasi yang bertanggung jawab menghubungkan investasi dengan bukti dampak, bukan 
dengan banyaknya aplikasi yang berhasil dipasang. 

13.1 Diagnosis kesiapan 

Pilihan pada diagnosis kesiapan mengandung pertukaran antara kecepatan, biaya, ketepatan, 
keterjelasan, dan perlindungan. Sistem diagnosis kesiapan yang sangat rinci mungkin membutuhkan 
data dan pemeliharaan besar. Untuk kebutuhan diagnosis kesiapan, pendekatan yang lebih sederhana 
bisa lebih mudah diawasi, terutama ketika kapasitas unit masih terbatas. Ukuran proporsional untuk 
diagnosis kesiapan adalah manfaat yang benar-benar diterima pengguna dibandingkan risiko yang 
ditanggung. 

Kasus diagnosis kesiapan dapat dimulai dari satu proses yang memiliki pemilik, pengguna, dan 
hasil yang jelas. Untuk kebutuhan diagnosis kesiapan, misalnya, indikator yang membantu organisasi 
belajar dari keputusan sebelumnya dipetakan untuk menemukan titik tunggu, kesalahan, dan 
kesempatan intervensi. Pada tahap berikutnya, AI dalam diagnosis kesiapan diuji sebagai bantuan 
terbatas; keputusan akhir tetap mengikuti aturan akademik, bukti, dan mekanisme banding. 

Kualitas diagnosis kesiapan sangat bergantung pada kualitas data yang mendasarinya. Data untuk 
diagnosis kesiapan perlu memiliki asal-usul, definisi, waktu pengambilan, tingkat ketidakpastian, dan 
batas pemakaian. Pada penerapan diagnosis kesiapan, perekaman otomatis tidak menjadikan setiap 
jejak relevan. Dengan prinsip minimisasi, diagnosis kesiapan dapat diarahkan pada bukti yang 
diperlukan tanpa memperluas pengawasan secara berlebihan. 
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Kinerja diagnosis kesiapan tidak cukup dinilai melalui rata-rata universitas. Pemeriksaan diagnosis 
kesiapan harus membandingkan dampak menurut fakultas, jenjang, bahasa, lokasi, akses perangkat, 
dan kondisi sosial yang relevan. Ketika manfaat diagnosis kesiapan terkonsentrasi pada kelompok 
tertentu, desain perlu menyediakan jalur alternatif, peninjauan manusia, serta mekanisme koreksi yang 
mudah digunakan. 

Langkah operasional Bab 13 untuk diagnosis kesiapan ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti 
yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan diagnosis kesiapan pada konteks 
Bab 13 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

13.2 Pilot prioritas 

Kinerja pilot prioritas tidak cukup dinilai melalui rata-rata universitas. Pemeriksaan pilot prioritas 
harus membandingkan dampak menurut fakultas, jenjang, bahasa, lokasi, akses perangkat, dan 
kondisi sosial yang relevan. Ketika manfaat pilot prioritas terkonsentrasi pada kelompok tertentu, 
desain perlu menyediakan jalur alternatif, peninjauan manusia, serta mekanisme koreksi yang mudah 
digunakan. 

Pada pilot prioritas, manusia memegang fungsi penafsir dan penjaga batas. Bagi pengelolaan pilot 
prioritas, pengguna perlu mengetahui alasan keluaran, tingkat keyakinan, data yang dipakai, dan pilihan 
ketika hasilnya keliru. Transparansi pilot prioritas hanya bernilai bila membantu dosen, mahasiswa, 
atau tenaga kependidikan mengambil tindakan yang lebih baik; daftar istilah teknis saja belum cukup. 

Pengembangan pilot prioritas sebaiknya menggunakan pilot dengan tujuan, baseline, pemilik 
proses, dan kriteria penghentian yang terukur. Selama uji pilot prioritas, universitas mencatat manfaat, 
kesalahan, biaya tersembunyi, perubahan beban kerja, dan tanggapan pengguna. Keputusan 
memperluas pilot prioritas harus lahir dari bukti yang dapat diperiksa, bukan dari tekanan untuk tampak 
inovatif. 

Penerapan pilot prioritas mengubah pembagian kerja antara dosen, peneliti, tenaga kependidikan, 
mahasiswa, vendor, dan pengelola infrastruktur. Ketika menilai pilot prioritas, otomasi dapat 
mengurangi pekerjaan repetitif, tetapi menambah kebutuhan supervisi, pemeliharaan, dan penanganan 
pengecualian. Keberlanjutan pilot prioritas memerlukan waktu kerja, kompetensi, dokumentasi, dan 
penghargaan terhadap aktivitas perawatan. 

Langkah operasional Bab 13 untuk pilot prioritas ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti yang 
diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan pilot prioritas pada konteks Bab 13 juga 
perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

13.3 Pengadaan bertanggung jawab 

Penerapan pengadaan bertanggung jawab mengubah pembagian kerja antara dosen, peneliti, 
tenaga kependidikan, mahasiswa, vendor, dan pengelola infrastruktur. Bagi pengelolaan pengadaan 
bertanggung jawab, otomasi dapat mengurangi pekerjaan repetitif, tetapi menambah kebutuhan 
supervisi, pemeliharaan, dan penanganan pengecualian. Keberlanjutan pengadaan bertanggung jawab 
memerlukan waktu kerja, kompetensi, dokumentasi, dan penghargaan terhadap aktivitas perawatan. 
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Ukuran keberhasilan pengadaan bertanggung jawab adalah kontribusinya pada tujuan universitas: 
pembelajaran yang lebih bermutu, riset yang lebih dapat dipercaya, layanan yang lebih adil, operasi 
yang lebih tangguh, dan manfaat publik yang lebih luas. Dalam pengadaan bertanggung jawab, efisiensi 
hanyalah salah satu indikator. Ketika menilai pengadaan bertanggung jawab, keputusan penting tetap 
perlu dapat dijelaskan, dikoreksi, dan bila perlu dihentikan. 

pengadaan bertanggung jawab menjadi kemampuan kelembagaan ketika universitas dapat 
membaca perbedaan tempo, bahasa, perangkat, dan pengalaman belajar, menafsirkan maknanya, lalu 
mengubah keputusan secara terukur. Dalam pengadaan bertanggung jawab, nilai AI tidak terletak pada 
banyaknya keluaran, melainkan pada ketepatan masalah yang dibantu. Karena konteks pengadaan 
bertanggung jawab selalu bergerak, hasil sistem harus diperlakukan sebagai bahan pertimbangan yang 
dapat diperbarui dan diaudit. 

Tantangan pengadaan bertanggung jawab biasanya bukan ketiadaan data, melainkan 
ketidakjelasan tujuan yang hendak dicapai. Pada pengadaan bertanggung jawab, pimpinan perlu 
membedakan kebutuhan akademik, kebutuhan operasional, dan kepentingan pemangku kepentingan. 
AI boleh menyaring pola dalam pengadaan bertanggung jawab, tetapi penetapan prioritas tetap 
memerlukan pengetahuan lokal, dialog, dan pertanggungjawaban manusia. 

Langkah operasional Bab 13 untuk pengadaan bertanggung jawab ialah menetapkan pemilik 
keputusan, bukti yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan pengadaan 
bertanggung jawab pada konteks Bab 13 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi 
dapat diperdebatkan berdasarkan pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

13.4 Biaya siklus hidup 

Tantangan biaya siklus hidup biasanya bukan ketiadaan data, melainkan ketidakjelasan tujuan 
yang hendak dicapai. Pada biaya siklus hidup, pimpinan perlu membedakan kebutuhan akademik, 
kebutuhan operasional, dan kepentingan pemangku kepentingan. AI boleh menyaring pola dalam biaya 
siklus hidup, tetapi penetapan prioritas tetap memerlukan pengetahuan lokal, dialog, dan 
pertanggungjawaban manusia. 

Pembacaan terhadap biaya siklus hidup perlu memisahkan gejala dari penyebab. Ketika menilai 
biaya siklus hidup, perubahan pada perbedaan tempo, bahasa, perangkat, dan pengalaman belajar 
dapat berkaitan dengan desain proses, sumber daya, kebijakan, perilaku pengguna, atau kondisi 
eksternal. Model untuk biaya siklus hidup membantu menemukan kemungkinan hubungan, sedangkan 
verifikasi lapangan menentukan tindakan. Untuk kebutuhan biaya siklus hidup, cara ini mencegah label 
statistik berubah menjadi keputusan institusional yang terlalu cepat. 

Rancangan biaya siklus hidup akan lebih kokoh jika disusun sebagai siklus: menetapkan tujuan, 
menguji intervensi, mengamati hasil, dan merevisi asumsi. Setiap putaran biaya siklus hidup 
memperkaya pemahaman tentang kecocokan teknologi dengan pekerjaan nyata. Dokumentasi 
diperlukan agar perubahan pada biaya siklus hidup dapat ditelusuri, dibandingkan, dan dipelajari oleh 
unit lain. 

Pilihan pada biaya siklus hidup mengandung pertukaran antara kecepatan, biaya, ketepatan, 
keterjelasan, dan perlindungan. Sistem biaya siklus hidup yang sangat rinci mungkin membutuhkan 
data dan pemeliharaan besar. Bagi pengelolaan biaya siklus hidup, pendekatan yang lebih sederhana 
bisa lebih mudah diawasi, terutama ketika kapasitas unit masih terbatas. Ukuran proporsional untuk 
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biaya siklus hidup adalah manfaat yang benar-benar diterima pengguna dibandingkan risiko yang 
ditanggung. 

Langkah operasional Bab 13 untuk biaya siklus hidup ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti 
yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan biaya siklus hidup pada konteks Bab 
13 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

13.5 Indikator kinerja 

Pilihan pada indikator kinerja mengandung pertukaran antara kecepatan, biaya, ketepatan, 
keterjelasan, dan perlindungan. Sistem indikator kinerja yang sangat rinci mungkin membutuhkan data 
dan pemeliharaan besar. Dalam konteks indikator kinerja, pendekatan yang lebih sederhana bisa lebih 
mudah diawasi, terutama ketika kapasitas unit masih terbatas. Ukuran proporsional untuk indikator 
kinerja adalah manfaat yang benar-benar diterima pengguna dibandingkan risiko yang ditanggung. 

Kasus indikator kinerja dapat dimulai dari satu proses yang memiliki pemilik, pengguna, dan hasil 
yang jelas. Dalam konteks indikator kinerja, misalnya, kualitas umpan balik dan kesempatan 
memperbaiki kesalahan dipetakan untuk menemukan titik tunggu, kesalahan, dan kesempatan 
intervensi. Pada tahap berikutnya, AI dalam indikator kinerja diuji sebagai bantuan terbatas; keputusan 
akhir tetap mengikuti aturan akademik, bukti, dan mekanisme banding. 

Kualitas indikator kinerja sangat bergantung pada kualitas data yang mendasarinya. Data untuk 
indikator kinerja perlu memiliki asal-usul, definisi, waktu pengambilan, tingkat ketidakpastian, dan 
batas pemakaian. Bagi pengelolaan indikator kinerja, perekaman otomatis tidak menjadikan setiap 
jejak relevan. Dengan prinsip minimisasi, indikator kinerja dapat diarahkan pada bukti yang diperlukan 
tanpa memperluas pengawasan secara berlebihan. 

Kinerja indikator kinerja tidak cukup dinilai melalui rata-rata universitas. Pemeriksaan indikator 
kinerja harus membandingkan dampak menurut fakultas, jenjang, bahasa, lokasi, akses perangkat, dan 
kondisi sosial yang relevan. Ketika manfaat indikator kinerja terkonsentrasi pada kelompok tertentu, 
desain perlu menyediakan jalur alternatif, peninjauan manusia, serta mekanisme koreksi yang mudah 
digunakan. 

Langkah operasional Bab 13 untuk indikator kinerja ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti 
yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan indikator kinerja pada konteks Bab 
13 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

13.6 Maturitas universitas 

Kinerja maturitas universitas tidak cukup dinilai melalui rata-rata universitas. Pemeriksaan 
maturitas universitas harus membandingkan dampak menurut fakultas, jenjang, bahasa, lokasi, akses 
perangkat, dan kondisi sosial yang relevan. Ketika manfaat maturitas universitas terkonsentrasi pada 
kelompok tertentu, desain perlu menyediakan jalur alternatif, peninjauan manusia, serta mekanisme 
koreksi yang mudah digunakan. 

Pada maturitas universitas, manusia memegang fungsi penafsir dan penjaga batas. Untuk 
kebutuhan maturitas universitas, pengguna perlu mengetahui alasan keluaran, tingkat keyakinan, data 
yang dipakai, dan pilihan ketika hasilnya keliru. Transparansi maturitas universitas hanya bernilai bila 
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membantu dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan mengambil tindakan yang lebih baik; daftar 
istilah teknis saja belum cukup. 

Pengembangan maturitas universitas sebaiknya menggunakan pilot dengan tujuan, baseline, 
pemilik proses, dan kriteria penghentian yang terukur. Selama uji maturitas universitas, universitas 
mencatat manfaat, kesalahan, biaya tersembunyi, perubahan beban kerja, dan tanggapan pengguna. 
Keputusan memperluas maturitas universitas harus lahir dari bukti yang dapat diperiksa, bukan dari 
tekanan untuk tampak inovatif. 

Penerapan maturitas universitas mengubah pembagian kerja antara dosen, peneliti, tenaga 
kependidikan, mahasiswa, vendor, dan pengelola infrastruktur. Pada penerapan maturitas universitas, 
otomasi dapat mengurangi pekerjaan repetitif, tetapi menambah kebutuhan supervisi, pemeliharaan, 
dan penanganan pengecualian. Keberlanjutan maturitas universitas memerlukan waktu kerja, 
kompetensi, dokumentasi, dan penghargaan terhadap aktivitas perawatan. 

Langkah operasional Bab 13 untuk maturitas universitas ialah menetapkan pemilik keputusan, 
bukti yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan maturitas universitas pada 
konteks Bab 13 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan 
berdasarkan pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

13.7 Audit dan evaluasi 

Penerapan audit dan evaluasi mengubah pembagian kerja antara dosen, peneliti, tenaga 
kependidikan, mahasiswa, vendor, dan pengelola infrastruktur. Untuk kebutuhan audit dan evaluasi, 
otomasi dapat mengurangi pekerjaan repetitif, tetapi menambah kebutuhan supervisi, pemeliharaan, 
dan penanganan pengecualian. Keberlanjutan audit dan evaluasi memerlukan waktu kerja, 
kompetensi, dokumentasi, dan penghargaan terhadap aktivitas perawatan. 

Ukuran keberhasilan audit dan evaluasi adalah kontribusinya pada tujuan universitas: 
pembelajaran yang lebih bermutu, riset yang lebih dapat dipercaya, layanan yang lebih adil, operasi 
yang lebih tangguh, dan manfaat publik yang lebih luas. Dalam audit dan evaluasi, efisiensi hanyalah 
salah satu indikator. Pada penerapan audit dan evaluasi, keputusan penting tetap perlu dapat 
dijelaskan, dikoreksi, dan bila perlu dihentikan. 

audit dan evaluasi menjadi kemampuan kelembagaan ketika universitas dapat membaca 
koordinasi dosen, unit akademik, pengelola data, dan tenaga kependidikan, menafsirkan maknanya, 
lalu mengubah keputusan secara terukur. Dalam audit dan evaluasi, nilai AI tidak terletak pada 
banyaknya keluaran, melainkan pada ketepatan masalah yang dibantu. Karena konteks audit dan 
evaluasi selalu bergerak, hasil sistem harus diperlakukan sebagai bahan pertimbangan yang dapat 
diperbarui dan diaudit. 

Tantangan audit dan evaluasi biasanya bukan ketiadaan data, melainkan ketidakjelasan tujuan 
yang hendak dicapai. Pada audit dan evaluasi, pimpinan perlu membedakan kebutuhan akademik, 
kebutuhan operasional, dan kepentingan pemangku kepentingan. AI boleh menyaring pola dalam audit 
dan evaluasi, tetapi penetapan prioritas tetap memerlukan pengetahuan lokal, dialog, dan 
pertanggungjawaban manusia. 

Langkah operasional Bab 13 untuk audit dan evaluasi ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti 
yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan audit dan evaluasi pada konteks 
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Bab 13 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

13.8 Skalasi dan penghentian 

Tantangan skalasi dan penghentian biasanya bukan ketiadaan data, melainkan ketidakjelasan 
tujuan yang hendak dicapai. Pada skalasi dan penghentian, pimpinan perlu membedakan kebutuhan 
akademik, kebutuhan operasional, dan kepentingan pemangku kepentingan. AI boleh menyaring pola 
dalam skalasi dan penghentian, tetapi penetapan prioritas tetap memerlukan pengetahuan lokal, 
dialog, dan pertanggungjawaban manusia. 

Pembacaan terhadap skalasi dan penghentian perlu memisahkan gejala dari penyebab. Pada 
penerapan skalasi dan penghentian, perubahan pada koordinasi dosen, unit akademik, pengelola data, 
dan tenaga kependidikan dapat berkaitan dengan desain proses, sumber daya, kebijakan, perilaku 
pengguna, atau kondisi eksternal. Model untuk skalasi dan penghentian membantu menemukan 
kemungkinan hubungan, sedangkan verifikasi lapangan menentukan tindakan. Dalam konteks skalasi 
dan penghentian, cara ini mencegah label statistik berubah menjadi keputusan institusional yang 
terlalu cepat. 

Rancangan skalasi dan penghentian akan lebih kokoh jika disusun sebagai siklus: menetapkan 
tujuan, menguji intervensi, mengamati hasil, dan merevisi asumsi. Setiap putaran skalasi dan 
penghentian memperkaya pemahaman tentang kecocokan teknologi dengan pekerjaan nyata. 
Dokumentasi diperlukan agar perubahan pada skalasi dan penghentian dapat ditelusuri, dibandingkan, 
dan dipelajari oleh unit lain. 

Pilihan pada skalasi dan penghentian mengandung pertukaran antara kecepatan, biaya, ketepatan, 
keterjelasan, dan perlindungan. Sistem skalasi dan penghentian yang sangat rinci mungkin 
membutuhkan data dan pemeliharaan besar. Untuk kebutuhan skalasi dan penghentian, pendekatan 
yang lebih sederhana bisa lebih mudah diawasi, terutama ketika kapasitas unit masih terbatas. Ukuran 
proporsional untuk skalasi dan penghentian adalah manfaat yang benar-benar diterima pengguna 
dibandingkan risiko yang ditanggung. 

Langkah operasional Bab 13 untuk skalasi dan penghentian ialah menetapkan pemilik keputusan, 
bukti yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan skalasi dan penghentian pada 
konteks Bab 13 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan 
berdasarkan pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

Panel indikator mutu 

Dimensi Contoh indikator Bukti 
Belajar Capaian dan retensi konsep Asesmen dan portofolio 
Adaptasi Ketepatan jalur dan bantuan Log rekomendasi dan revisi 
Inklusi Perbedaan hasil antarkelompok Outcome terdisagregasi 
Kepercayaan Pemahaman dan penerimaan Survei dan pengaduan 
Keamanan Insiden dan pemulihan Audit dan register insiden 

 
Sintesis Bab 13: Fokus "Implementasi, Pembiayaan, dan Pengukuran Dampak" menuntut hubungan 
yang jelas antara tujuan, bukti, tindakan, dan evaluasi. Setiap keputusan dalam Bab 13 perlu dibaca 
bersama dampaknya terhadap bab lain, sebab perubahan pada data dapat memengaruhi asesmen, 
beban dosen, privasi, keamanan, dan pengalaman mahasiswa. 
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14. Konteks Indonesia, Skenario Masa Depan, dan Agenda Aksi 
Agenda universitas cerdas di Indonesia harus memilih prioritas yang adil, terjangkau, dapat 

dirawat, dan relevan dengan masa depan masyarakat. 

14.1 Keragaman perguruan tinggi 

Kasus keragaman perguruan tinggi dapat dimulai dari satu proses yang memiliki pemilik, pengguna, 
dan hasil yang jelas. Untuk kebutuhan keragaman perguruan tinggi, misalnya, indikator yang membantu 
organisasi belajar dari keputusan sebelumnya dipetakan untuk menemukan titik tunggu, kesalahan, 
dan kesempatan intervensi. Pada tahap berikutnya, AI dalam keragaman perguruan tinggi diuji sebagai 
bantuan terbatas; keputusan akhir tetap mengikuti aturan akademik, bukti, dan mekanisme banding. 

Kualitas keragaman perguruan tinggi sangat bergantung pada kualitas data yang mendasarinya. 
Data untuk keragaman perguruan tinggi perlu memiliki asal-usul, definisi, waktu pengambilan, tingkat 
ketidakpastian, dan batas pemakaian. Pada penerapan keragaman perguruan tinggi, perekaman 
otomatis tidak menjadikan setiap jejak relevan. Dengan prinsip minimisasi, keragaman perguruan tinggi 
dapat diarahkan pada bukti yang diperlukan tanpa memperluas pengawasan secara berlebihan. 

Kinerja keragaman perguruan tinggi tidak cukup dinilai melalui rata-rata universitas. Pemeriksaan 
keragaman perguruan tinggi harus membandingkan dampak menurut fakultas, jenjang, bahasa, lokasi, 
akses perangkat, dan kondisi sosial yang relevan. Ketika manfaat keragaman perguruan tinggi 
terkonsentrasi pada kelompok tertentu, desain perlu menyediakan jalur alternatif, peninjauan manusia, 
serta mekanisme koreksi yang mudah digunakan. 

Pada keragaman perguruan tinggi, manusia memegang fungsi penafsir dan penjaga batas. Ketika 
menilai keragaman perguruan tinggi, pengguna perlu mengetahui alasan keluaran, tingkat keyakinan, 
data yang dipakai, dan pilihan ketika hasilnya keliru. Transparansi keragaman perguruan tinggi hanya 
bernilai bila membantu dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan mengambil tindakan yang lebih 
baik; daftar istilah teknis saja belum cukup. 

Langkah operasional Bab 14 untuk keragaman perguruan tinggi ialah menetapkan pemilik 
keputusan, bukti yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan keragaman 
perguruan tinggi pada konteks Bab 14 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi 
dapat diperdebatkan berdasarkan pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

14.2 Bahasa dan budaya 

Pada bahasa dan budaya, manusia memegang fungsi penafsir dan penjaga batas. Bagi pengelolaan 
bahasa dan budaya, pengguna perlu mengetahui alasan keluaran, tingkat keyakinan, data yang dipakai, 
dan pilihan ketika hasilnya keliru. Transparansi bahasa dan budaya hanya bernilai bila membantu 
dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan mengambil tindakan yang lebih baik; daftar istilah teknis 
saja belum cukup. 

Pengembangan bahasa dan budaya sebaiknya menggunakan pilot dengan tujuan, baseline, pemilik 
proses, dan kriteria penghentian yang terukur. Selama uji bahasa dan budaya, universitas mencatat 
manfaat, kesalahan, biaya tersembunyi, perubahan beban kerja, dan tanggapan pengguna. Keputusan 
memperluas bahasa dan budaya harus lahir dari bukti yang dapat diperiksa, bukan dari tekanan untuk 
tampak inovatif. 
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Penerapan bahasa dan budaya mengubah pembagian kerja antara dosen, peneliti, tenaga 
kependidikan, mahasiswa, vendor, dan pengelola infrastruktur. Ketika menilai bahasa dan budaya, 
otomasi dapat mengurangi pekerjaan repetitif, tetapi menambah kebutuhan supervisi, pemeliharaan, 
dan penanganan pengecualian. Keberlanjutan bahasa dan budaya memerlukan waktu kerja, 
kompetensi, dokumentasi, dan penghargaan terhadap aktivitas perawatan. 

Ukuran keberhasilan bahasa dan budaya adalah kontribusinya pada tujuan universitas: 
pembelajaran yang lebih bermutu, riset yang lebih dapat dipercaya, layanan yang lebih adil, operasi 
yang lebih tangguh, dan manfaat publik yang lebih luas. Dalam bahasa dan budaya, efisiensi hanyalah 
salah satu indikator. Untuk kebutuhan bahasa dan budaya, keputusan penting tetap perlu dapat 
dijelaskan, dikoreksi, dan bila perlu dihentikan. 

Langkah operasional Bab 14 untuk bahasa dan budaya ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti 
yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan bahasa dan budaya pada konteks 
Bab 14 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

14.3 Kesenjangan wilayah 

Ukuran keberhasilan kesenjangan wilayah adalah kontribusinya pada tujuan universitas: 
pembelajaran yang lebih bermutu, riset yang lebih dapat dipercaya, layanan yang lebih adil, operasi 
yang lebih tangguh, dan manfaat publik yang lebih luas. Dalam kesenjangan wilayah, efisiensi hanyalah 
salah satu indikator. Ketika menilai kesenjangan wilayah, keputusan penting tetap perlu dapat 
dijelaskan, dikoreksi, dan bila perlu dihentikan. 

kesenjangan wilayah menjadi kemampuan kelembagaan ketika universitas dapat membaca 
perbedaan tempo, bahasa, perangkat, dan pengalaman belajar, menafsirkan maknanya, lalu 
mengubah keputusan secara terukur. Dalam kesenjangan wilayah, nilai AI tidak terletak pada 
banyaknya keluaran, melainkan pada ketepatan masalah yang dibantu. Karena konteks kesenjangan 
wilayah selalu bergerak, hasil sistem harus diperlakukan sebagai bahan pertimbangan yang dapat 
diperbarui dan diaudit. 

Tantangan kesenjangan wilayah biasanya bukan ketiadaan data, melainkan ketidakjelasan tujuan 
yang hendak dicapai. Pada kesenjangan wilayah, pimpinan perlu membedakan kebutuhan akademik, 
kebutuhan operasional, dan kepentingan pemangku kepentingan. AI boleh menyaring pola dalam 
kesenjangan wilayah, tetapi penetapan prioritas tetap memerlukan pengetahuan lokal, dialog, dan 
pertanggungjawaban manusia. 

Pembacaan terhadap kesenjangan wilayah perlu memisahkan gejala dari penyebab. Untuk 
kebutuhan kesenjangan wilayah, perubahan pada keseimbangan antara efisiensi, agensi, dan tanggung 
jawab manusia dapat berkaitan dengan desain proses, sumber daya, kebijakan, perilaku pengguna, 
atau kondisi eksternal. Model untuk kesenjangan wilayah membantu menemukan kemungkinan 
hubungan, sedangkan verifikasi lapangan menentukan tindakan. Pada penerapan kesenjangan wilayah, 
cara ini mencegah label statistik berubah menjadi keputusan institusional yang terlalu cepat. 

Langkah operasional Bab 14 untuk kesenjangan wilayah ialah menetapkan pemilik keputusan, 
bukti yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan kesenjangan wilayah pada 
konteks Bab 14 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan 
berdasarkan pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 
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14.4 Kedaulatan teknologi 

Pembacaan terhadap kedaulatan teknologi perlu memisahkan gejala dari penyebab. Ketika menilai 
kedaulatan teknologi, perubahan pada perbedaan tempo, bahasa, perangkat, dan pengalaman belajar 
dapat berkaitan dengan desain proses, sumber daya, kebijakan, perilaku pengguna, atau kondisi 
eksternal. Model untuk kedaulatan teknologi membantu menemukan kemungkinan hubungan, 
sedangkan verifikasi lapangan menentukan tindakan. Untuk kebutuhan kedaulatan teknologi, cara ini 
mencegah label statistik berubah menjadi keputusan institusional yang terlalu cepat. 

Rancangan kedaulatan teknologi akan lebih kokoh jika disusun sebagai siklus: menetapkan tujuan, 
menguji intervensi, mengamati hasil, dan merevisi asumsi. Setiap putaran kedaulatan teknologi 
memperkaya pemahaman tentang kecocokan teknologi dengan pekerjaan nyata. Dokumentasi 
diperlukan agar perubahan pada kedaulatan teknologi dapat ditelusuri, dibandingkan, dan dipelajari 
oleh unit lain. 

Pilihan pada kedaulatan teknologi mengandung pertukaran antara kecepatan, biaya, ketepatan, 
keterjelasan, dan perlindungan. Sistem kedaulatan teknologi yang sangat rinci mungkin membutuhkan 
data dan pemeliharaan besar. Bagi pengelolaan kedaulatan teknologi, pendekatan yang lebih 
sederhana bisa lebih mudah diawasi, terutama ketika kapasitas unit masih terbatas. Ukuran 
proporsional untuk kedaulatan teknologi adalah manfaat yang benar-benar diterima pengguna 
dibandingkan risiko yang ditanggung. 

Kasus kedaulatan teknologi dapat dimulai dari satu proses yang memiliki pemilik, pengguna, dan 
hasil yang jelas. Bagi pengelolaan kedaulatan teknologi, misalnya, risiko salah klasifikasi serta 
dampaknya terhadap kesempatan belajar dipetakan untuk menemukan titik tunggu, kesalahan, dan 
kesempatan intervensi. Pada tahap berikutnya, AI dalam kedaulatan teknologi diuji sebagai bantuan 
terbatas; keputusan akhir tetap mengikuti aturan akademik, bukti, dan mekanisme banding. 

Langkah operasional Bab 14 untuk kedaulatan teknologi ialah menetapkan pemilik keputusan, 
bukti yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan kedaulatan teknologi pada 
konteks Bab 14 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan 
berdasarkan pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

14.5 Skenario minimalis 

Kasus skenario minimalis dapat dimulai dari satu proses yang memiliki pemilik, pengguna, dan 
hasil yang jelas. Dalam konteks skenario minimalis, misalnya, kualitas umpan balik dan kesempatan 
memperbaiki kesalahan dipetakan untuk menemukan titik tunggu, kesalahan, dan kesempatan 
intervensi. Pada tahap berikutnya, AI dalam skenario minimalis diuji sebagai bantuan terbatas; 
keputusan akhir tetap mengikuti aturan akademik, bukti, dan mekanisme banding. 

Kualitas skenario minimalis sangat bergantung pada kualitas data yang mendasarinya. Data untuk 
skenario minimalis perlu memiliki asal-usul, definisi, waktu pengambilan, tingkat ketidakpastian, dan 
batas pemakaian. Bagi pengelolaan skenario minimalis, perekaman otomatis tidak menjadikan setiap 
jejak relevan. Dengan prinsip minimisasi, skenario minimalis dapat diarahkan pada bukti yang 
diperlukan tanpa memperluas pengawasan secara berlebihan. 

Kinerja skenario minimalis tidak cukup dinilai melalui rata-rata universitas. Pemeriksaan skenario 
minimalis harus membandingkan dampak menurut fakultas, jenjang, bahasa, lokasi, akses perangkat, 
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dan kondisi sosial yang relevan. Ketika manfaat skenario minimalis terkonsentrasi pada kelompok 
tertentu, desain perlu menyediakan jalur alternatif, peninjauan manusia, serta mekanisme koreksi yang 
mudah digunakan. 

Pada skenario minimalis, manusia memegang fungsi penafsir dan penjaga batas. Pada penerapan 
skenario minimalis, pengguna perlu mengetahui alasan keluaran, tingkat keyakinan, data yang dipakai, 
dan pilihan ketika hasilnya keliru. Transparansi skenario minimalis hanya bernilai bila membantu 
dosen, mahasiswa, atau tenaga kependidikan mengambil tindakan yang lebih baik; daftar istilah teknis 
saja belum cukup. 

Langkah operasional Bab 14 untuk skenario minimalis ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti 
yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan skenario minimalis pada konteks 
Bab 14 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

14.6 Skenario platform 

Pada skenario platform, manusia memegang fungsi penafsir dan penjaga batas. Untuk kebutuhan 
skenario platform, pengguna perlu mengetahui alasan keluaran, tingkat keyakinan, data yang dipakai, 
dan pilihan ketika hasilnya keliru. Transparansi skenario platform hanya bernilai bila membantu dosen, 
mahasiswa, atau tenaga kependidikan mengambil tindakan yang lebih baik; daftar istilah teknis saja 
belum cukup. 

Pengembangan skenario platform sebaiknya menggunakan pilot dengan tujuan, baseline, pemilik 
proses, dan kriteria penghentian yang terukur. Selama uji skenario platform, universitas mencatat 
manfaat, kesalahan, biaya tersembunyi, perubahan beban kerja, dan tanggapan pengguna. Keputusan 
memperluas skenario platform harus lahir dari bukti yang dapat diperiksa, bukan dari tekanan untuk 
tampak inovatif. 

Penerapan skenario platform mengubah pembagian kerja antara dosen, peneliti, tenaga 
kependidikan, mahasiswa, vendor, dan pengelola infrastruktur. Pada penerapan skenario platform, 
otomasi dapat mengurangi pekerjaan repetitif, tetapi menambah kebutuhan supervisi, pemeliharaan, 
dan penanganan pengecualian. Keberlanjutan skenario platform memerlukan waktu kerja, kompetensi, 
dokumentasi, dan penghargaan terhadap aktivitas perawatan. 

Ukuran keberhasilan skenario platform adalah kontribusinya pada tujuan universitas: 
pembelajaran yang lebih bermutu, riset yang lebih dapat dipercaya, layanan yang lebih adil, operasi 
yang lebih tangguh, dan manfaat publik yang lebih luas. Dalam skenario platform, efisiensi hanyalah 
salah satu indikator. Dalam konteks skenario platform, keputusan penting tetap perlu dapat dijelaskan, 
dikoreksi, dan bila perlu dihentikan. 

Langkah operasional Bab 14 untuk skenario platform ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti 
yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan skenario platform pada konteks Bab 
14 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

14.7 Universitas 2035 

Ukuran keberhasilan universitas 2035 adalah kontribusinya pada tujuan universitas: pembelajaran 
yang lebih bermutu, riset yang lebih dapat dipercaya, layanan yang lebih adil, operasi yang lebih 
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tangguh, dan manfaat publik yang lebih luas. Dalam universitas 2035, efisiensi hanyalah salah satu 
indikator. Pada penerapan universitas 2035, keputusan penting tetap perlu dapat dijelaskan, dikoreksi, 
dan bila perlu dihentikan. 

universitas 2035 menjadi kemampuan kelembagaan ketika universitas dapat membaca koordinasi 
dosen, unit akademik, pengelola data, dan tenaga kependidikan, menafsirkan maknanya, lalu 
mengubah keputusan secara terukur. Dalam universitas 2035, nilai AI tidak terletak pada banyaknya 
keluaran, melainkan pada ketepatan masalah yang dibantu. Karena konteks universitas 2035 selalu 
bergerak, hasil sistem harus diperlakukan sebagai bahan pertimbangan yang dapat diperbarui dan 
diaudit. 

Tantangan universitas 2035 biasanya bukan ketiadaan data, melainkan ketidakjelasan tujuan yang 
hendak dicapai. Pada universitas 2035, pimpinan perlu membedakan kebutuhan akademik, kebutuhan 
operasional, dan kepentingan pemangku kepentingan. AI boleh menyaring pola dalam universitas 2035, 
tetapi penetapan prioritas tetap memerlukan pengetahuan lokal, dialog, dan pertanggungjawaban 
manusia. 

Pembacaan terhadap universitas 2035 perlu memisahkan gejala dari penyebab. Dalam konteks 
universitas 2035, perubahan pada capaian pembelajaran, prasyarat, dan bukti penguasaan dapat 
berkaitan dengan desain proses, sumber daya, kebijakan, perilaku pengguna, atau kondisi eksternal. 
Model untuk universitas 2035 membantu menemukan kemungkinan hubungan, sedangkan verifikasi 
lapangan menentukan tindakan. Bagi pengelolaan universitas 2035, cara ini mencegah label statistik 
berubah menjadi keputusan institusional yang terlalu cepat. 

Langkah operasional Bab 14 untuk universitas 2035 ialah menetapkan pemilik keputusan, bukti 
yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan universitas 2035 pada konteks Bab 
14 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan berdasarkan 
pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

14.8 Agenda kepemimpinan 

Pembacaan terhadap agenda kepemimpinan perlu memisahkan gejala dari penyebab. Pada 
penerapan agenda kepemimpinan, perubahan pada koordinasi dosen, unit akademik, pengelola data, 
dan tenaga kependidikan dapat berkaitan dengan desain proses, sumber daya, kebijakan, perilaku 
pengguna, atau kondisi eksternal. Model untuk agenda kepemimpinan membantu menemukan 
kemungkinan hubungan, sedangkan verifikasi lapangan menentukan tindakan. Dalam konteks agenda 
kepemimpinan, cara ini mencegah label statistik berubah menjadi keputusan institusional yang terlalu 
cepat. 

Rancangan agenda kepemimpinan akan lebih kokoh jika disusun sebagai siklus: menetapkan 
tujuan, menguji intervensi, mengamati hasil, dan merevisi asumsi. Setiap putaran agenda 
kepemimpinan memperkaya pemahaman tentang kecocokan teknologi dengan pekerjaan nyata. 
Dokumentasi diperlukan agar perubahan pada agenda kepemimpinan dapat ditelusuri, dibandingkan, 
dan dipelajari oleh unit lain. 

Pilihan pada agenda kepemimpinan mengandung pertukaran antara kecepatan, biaya, ketepatan, 
keterjelasan, dan perlindungan. Sistem agenda kepemimpinan yang sangat rinci mungkin 
membutuhkan data dan pemeliharaan besar. Untuk kebutuhan agenda kepemimpinan, pendekatan 
yang lebih sederhana bisa lebih mudah diawasi, terutama ketika kapasitas unit masih terbatas. Ukuran 
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proporsional untuk agenda kepemimpinan adalah manfaat yang benar-benar diterima pengguna 
dibandingkan risiko yang ditanggung. 

Kasus agenda kepemimpinan dapat dimulai dari satu proses yang memiliki pemilik, pengguna, dan 
hasil yang jelas. Untuk kebutuhan agenda kepemimpinan, misalnya, kondisi awal mahasiswa serta 
perubahan yang terjadi sepanjang semester dipetakan untuk menemukan titik tunggu, kesalahan, dan 
kesempatan intervensi. Pada tahap berikutnya, AI dalam agenda kepemimpinan diuji sebagai bantuan 
terbatas; keputusan akhir tetap mengikuti aturan akademik, bukti, dan mekanisme banding. 

Langkah operasional Bab 14 untuk agenda kepemimpinan ialah menetapkan pemilik keputusan, 
bukti yang diperlukan, batas akses, serta jadwal peninjauan. Rancangan agenda kepemimpinan pada 
konteks Bab 14 juga perlu menyediakan jalur koreksi sehingga hasil teknologi dapat diperdebatkan 
berdasarkan pengalaman akademik dan kebutuhan pengguna. 

Sintesis Bab 14: Fokus "Konteks Indonesia, Skenario Masa Depan, dan Agenda Aksi" menuntut 
hubungan yang jelas antara tujuan, bukti, tindakan, dan evaluasi. Setiap keputusan dalam Bab 14 perlu 
dibaca bersama dampaknya terhadap bab lain, sebab perubahan pada data dapat memengaruhi 
asesmen, beban dosen, privasi, keamanan, dan pengalaman mahasiswa. 

Kesimpulan Umum 

Membangun universitas cerdas berarti menghubungkan tujuan akademik dengan kemampuan 
organisasi membaca lingkungan dan memperbaiki prosesnya. AI dapat membantu layanan mahasiswa, 
pengajaran, riset, administrasi, dan operasi kampus, tetapi teknologi tidak dengan sendirinya 
menghasilkan mutu. Setiap penggunaan perlu diuji terhadap misi, dampak distribusional, beban kerja, 
keamanan, dan pengalaman manusia. Dosen, peneliti, mahasiswa, serta tenaga kependidikan tetap 
menjadi aktor penafsir dan pengambil keputusan. 

Bagi perguruan tinggi di Indonesia, strategi yang bijaksana adalah membangun fondasi secara 
bertahap. Prioritas awal dapat berupa perbaikan kualitas data, penguatan asesmen formatif, pelatihan 
AI literacy, desain universal, dan pilot terbatas yang dapat diaudit. Ketika bukti manfaat telah tersedia, 
integrasi dapat diperluas ke learning analytics, tutoring, layanan mahasiswa, dan kurikulum. 
Pendekatan ini menghindari dua risiko: menolak inovasi yang berguna atau mengadopsi teknologi 
sebelum organisasi siap mengendalikannya. 

Masa depan universitas cerdas ditentukan oleh pertanyaan kepemimpinan yang lebih mendasar: 
kemampuan apa yang harus dimiliki institusi, keputusan mana yang tidak boleh didelegasikan, dan 
bukti apa yang menunjukkan bahwa teknologi benar-benar memperluas kesempatan belajar serta 
pengetahuan. Jika pertanyaan tersebut mengarahkan investasi, AI dapat memperkuat misi pendidikan 
tinggi. Jika diabaikan, digitalisasi hanya mempercepat prosedur lama tanpa memperbaiki pengalaman 
akademik atau manfaat publik. 
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Catatan Penulis 

Artikel ini ditujukan sebagai bahan pengayaan akademik, diskusi manajemen perguruan tinggi, dan 
dasar penyusunan kebijakan pembangunan universitas cerdas berbasis AI. Setiap institusi perlu 
melakukan penilaian akademik, hukum, keamanan, etika, dan kesiapan sumber daya sebelum 
menerapkan sistem pada proses yang berdampak tinggi terhadap individu. 


